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MOTTO 
 
َٰٓ   يَٰٓ  وۡم أَْٰٓا  ُولُكۡأ تَٰٓ  لََْٰٓاُون  ما  ءَٰٓ  نيِذَّلٱَٰٓا هُّي أَٰٖٓضا  ر تَٰٓن  عًَٰٓة  ر   ِجتَٰٓ  نوُك تَٰٓن أَٰٓ َِّلَإَِٰٓلِط   بۡلِٱبَٰٓمُك نۡي بَٰٓمُك ل
َٰٓاٗميِح  رَٰٓۡمُكِبَٰٓ  نا  كَٰٓ َّللَّٱَٰٓ َِّنإَٰٓ ۡۚۡمُك  ُسفن أَْٰٓا  ُوُلتۡق تَٰٓ  لَ  وَٰٓ ۡۚۡمُكن ِّم٩٢َٰٓ
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; sesungguhnya Allah ad.alah Maha Penyayang kepadamu.” 
 
(Qs. An-Nisa’ : 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
x 
 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
  (  ُِ ) Dammah U U 
   Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
xi 
 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
   Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
   Contoh: 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
xii 
 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammahِ transliterasinya adalah /t/. 
Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأاِةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
xiii 
 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
 Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  ِسْمَّشَلا Al-Syamsu 
2. للاجلا Al-Jalālu 
 
7.Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ءّونلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإِدحممِامو Wa mā Muammadun illā rasūl 
 نيملاعلاِبرِللهدمحلا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
 
xv 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
 Contoh : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخِوهلِاللهِنإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيملاوِليكلاِاوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRACT 
 
SANTY DYAH PRATIWI, NIM: 152111190 “SELLING BUY CEMENT 
INSEMINATION MADE IN COWS IN THE FIQH MU’ᾹMALAH 
PERSPECTIVE” (Case Study in Karanganyar Distriet). 
In Islam, buying and selling animal sperm is prohibited because there is a 
hadith from Ibn Umar r.a, he said, Rasulullah SAW. Prohibit selling animal 
semen. This is prohibited because what is traded is unknown and the scales are 
unknown. This research was conducted to find out how the practice of buying and 
selling semen (sperm) of artificial insemination in cattle in Karanganyar Regency 
and to determine the sale and purchase of semen (sperm) of artificial insemination 
in the perspective of mu’āmalah fiqh. 
This research was conducted with the aim that the breeders could know the 
law of buying and selling artificial insemination cement in cattle in the 
perspective of mu’āmalah fiqh and also knowing that the artificial insemination 
funds for the cattle were included in the PAD (local original income). 
This study uses field research where researchers look for answers or 
problems in the field. While the approach used is qualitative research procedures 
that produce descriptive data in the form of a description of the facts of existing 
conditions and occur today. Data sources used are primary data sources consisting 
of interviews with DISNAKAN Karanganyar, cattle ranchers in Karanganyar, 
observations with inseminators and secondary data sources consisting of reference 
books, scientific papers and journals. 
The results of this study, that the sale and purchase of artificial 
insemination cement in cattle is allowed because there is a measure to find out the 
good quality of cement and artificial insemination is also very beneficial for 
farmers, many farmers who cannot mate their livestock naturally, it is difficult to 
find superior seeds and breeders only have female cows so if the breeder wants 
their pregnant cows need artificial insemination assistance. 
 
Key word : Buying and Selling, Artificial Insemination, Mu’āmalah Fiqh 
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ABSTRAK 
 
SANTY DYAH PRATIWI, NIM: 152111190, “JUAL BELI SEMEN 
INSEMINASI BUATAN PADA SAPI DALAM PERSPEKTIF FIQH 
MU’ᾹMALAH” (Studi Kasus Di Kabupaten Karanganyar). 
 Dalam Islam, jual beli sperma hewan dilarang karena terdapat hadis dari 
Ibnu Umar r.a, ia berkata, “Rasulullah SAW. Melarang menjual mani hewan”. Hal 
ini dilarang karena yang diperjualbelikan tidak diketahui banyak dan 
timbangannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik jual 
beli semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi di Kabupaten Karanganyar dan 
untuk mengetahui jual beli semen (sperma) inseminasi buatan dalam perspektif 
fiqh mu’āmalah. 
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan supaya para peternak bisa 
mengetahui hukum jual beli semen inseminasi buatan pada sapi dalam perspektif 
fiqh mu’āmalah dan juga bisa mengetahui bahwa dana inseminasi buatan pada 
sapi tersebut masuk dalam PAD (pendapatan asli daerah). 
 Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research. Peneliti 
mencari jawaban atau permasalahan yang ada di lapangan. Sedangkan pendekatan 
yang digunakan adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa gambaran fakta-fakta kondisi yang ada dan yang terjadi saat 
ini. Sumber data yang digunakan yaitu sumber dapa primer yang terdiri dari hasil 
wawancara dengan pihak DISNAKAN Karanganyar, peternak sapi di 
Karanganyar, observasi dengan inseminator dan sumber data sekunder yang 
terdiri dari buku reverensi, karya ilmiah serta jurnal. 
Hasil dari penelitian ini, bahwa jual beli semen inseminasi buatan pada 
sapi itu diperbolehkan karena terdapat takaran untuk mengetahui kualitas semen 
yang bagus dan inseminasi buatan juga sangat menguntungkan bagi para peternak, 
banyak peternak yang tidak bisa mengawinkan hewan ternaknya secara alami, 
susahnya mencari bibit unggul dan peternak hanya memiliki sapi betina sehingga 
jika peternak menginginkan sapinya bunting membutuhkan bantuan inseminasi 
buatan. 
 
Kata Kunci : Jual Beli, Inseminasi Buatan, Fiqh Mu’āmalah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xx 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL  ............................................................................................ i 
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ................................. ii 
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ........................................ iii 
HALAMAN NOTA DINAS ............................................................................... iv 
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH ................................................. v 
HALAMAN MOTTO ......................................................................................... vi 
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ vii 
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................ viii 
KATA PENGANTAR ...................................................................................... xvi 
ABSTRACT    .................................................................................................. xvii 
DAFTAR ISI ...................................................................................................... xx 
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xxiii 
DAFTAR  GAMBAR ..................................................................................... xxiv 
DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................... xxv 
 
BAB I   PENDAHULUAN 
  A.Latar Belakang Masalah ................................................................... 1 
  B.Rumusan Masalah............................................................................. 5 
  C.Tujuan....................................................................................................... 5 
              D.Manfaat ..................................................................................................... 5 
 E.Kerangka Teori ......................................................................................... 6 
 F.Tinjauan Pustaka ...................................................................................... 9 
  G.Metode Penelitian ................................................................................. 14 
  H.Sistematika Penulisan .......................................................................... 18 
 
BAB II  JUAL BELI SEMEN (SPERMA) INSEMINASI BUATAN 
DALAM FIQH MU'ᾹMALAH 
 A. Fiqh Mu’āmalah ................................................................................... 20 
        1.Definisi Mu’āmalah menurut para ulama ...................................... 20 
xxi 
 
         2.Ruang Lingkup Fiqh Mu’āmalah .................................................... 20 
 B. Jual Beli.................................................................................................. 21 
  1.Pengertian Jual Beli .......................................................................... 22 
  2.Dasar Hukum Jual Beli ..................................................................... 23 
  3.Hukum Jual Beli ................................................................................ 24 
  4.Rukun dan Syarat Jual Beli .............................................................. 25 
  5.Macam-Macam Jual Beli.................................................................. 27 
  6.Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .............................................. 29 
  7.Jual Beli yang Sah Tetapi Dilarang................................................. 36 
 D. Inseminasi Buatan ................................................................................ 37 
   1.Sejarah Inseminasi Buatan .............................................................. 38 
   2.Maksud dan Tujuan Inseminasi Buatan Pada Sapi ...................... 39 
   3.Keuntungan dan Kerugian Inseminasi Buatan ............................. 40 
   4.Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Malang (Great Bureau                    
Of AI, Singosari, Malang) .............................................................. 41 
   5.Penampungan Sperma (Semen Collection) ................................... 42 
   6.Penilaian Sperma (Semen evaluation) ........................................... 48 
 
BAB III   PRAKTIK JUAL BELI SEMEN (SPERMA) INSEMINASI    
BUATAN PADA SAPI DI KABUPATEN KARANGANYAR 
 A. Profil Dinas Perikanan dan Peternakan Karanganyar ...................... 52 
  1. Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Karanganyar
 ............................................................................................................ 52 
  2.Visi dan Misi Dinas Perikanan dan Peternakan Karanganyar ..... 54 
  3.Struktur Organisasi di Dinas Perikanan dan Peternakan 
Karanganyar ..................................................................................... 58 
  4.Geografi Kabupaten Karanganyar ................................................... 59 
  5.Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Karanganyar .................. 59 
  6.Pertanian di Kabupaten Karanganyar ............................................. 60 
 B. Inseminasi Buatan Pada Sapi .............................................................. 62 
  1.Tujuan atau manfaat inseminasi buatan pada sapi ........................ 63 
xxii 
 
  2.Alat atau barang yang dipergunakan dalam kegiatan inseminasi 
buatan pada sapi ............................................................................... 64 
  3.Prosedur inseminasi buatan pada sapi ............................................ 66 
 C. Praktik Jual Beli Semen (Sperma) Inseminasi Buatan Pada Sapi di  
Kabupaten Karanganyar ...................................................................... 67 
 
BAB IV ANALISIS FIQH MU’ᾹMALAH TERHADAP JUAL BELI 
SEMEN (SPERMA) INSEMINASI BUATAN PADA SAPI DI 
KABUPATEN KARANGANYAR 
 A. Analisis Praktik Jual Beli Semen (Spema) Inseminasi Buatan Pada 
Sapi Di Kabupaten Karanganyar ................................................... 71 
  1.Praktik jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi 
ditinjau dari segi rukun dan syaratnya ...................................... 72 
  2.Praktik jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi 
ditinjau dari macam-macam jual beli yang dilarang dalam fiqh 
mu’āmalah ................................................................................ 87 
 B. Analisis Jual Beli Semen (Sperma) Inseminasi Buatan Pada Sapi 
Dalam Perspektif Fiqh Mu’āmalah ............................................... 90 
 
BAB V PENUTUP 
 A.Kesimpulan ............................................................................................. 94 
 B.Saran ........................................................................................................ 95 
 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 
 
 
xxiii 
 
DAFTAR TABEL 
 
Tabel 1 : Pengaruh umur sapi terhadap volume sperma (VS), konsentrasi                    
spermatozoa (KS), motilasi sperma (MS), dan sperma hidup 
(SH)            (51) 
Tabel 2 : Populasi ternak besar di Kabupaten Karanganyar 2017      (67)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxiv 
 
DAFTAR GAMBAR 
 
Gambar 1.1: Gun                70 
Gambar 1.2: Plastik Glove                   70 
Gambar 1.3: Semen beku               71 
Gambar 1.4: Plastik shet               71 
Gambar 1.5: Tissue                              71 
Gambar 1.6: Gunting                           71 
Gambar 1.7: N2 Cair                           71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxv 
 
DAFTAR LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 : Surat Rekomendasi Research / Survey Kepada Kepala Badan    
Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan. 
Lampiran 2  : Surat Rekomendasi Penelitian Kepada Kepala Kantor Kesbangpol 
Kota Karanganyar. 
Lampiran 3 :   Surat Izin Penelitian. 
Lampiran 4 :   Pedoman Wawancara. 
Lampiran 5 :   Daftar Informan. 
Lampiran 6 :   Foto Wawancara. 
Lampiran 7 :  Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 
Tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan Dan 
Perikanan. 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia 
adalah perubahan. Dalam sejarah manusia terjadi perubahan dari kehidupan 
tradisional sampai dengan era modernisasi yang semuanya serba 
menggunakan teknologi yang memadai. 
Seiring dengan perubahan zaman sangat dibutuhkan pembaharuan 
hukum Islam. Menurut Hasbi, sebagaimana dikutip oleh Nourouzzaman 
Shiddiqi, bahwa dalam masalah pembaharuan hukum, ia mengatakan bahwa 
ditilik pada sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari masa 
ke masa menunjukkan bahwa perlunya adanya ijtiⱨād hukum dan peranan 
mujtahid selaku Pembina hukum Islam. Artinya di tengah-tengah masyarakat 
yang selalu tumbuh dan berkembang tanpa îjtihâd dan mujtahid maka hukum 
Islam akan membeku, tidak mampu membina masyarakat ke arah yang lebih 
maju.
1
 
Pembaharuan pemikiran tentang Islam adalah hal yang harus 
dikerjakan terus menerus supaya tidak ketinggalan zaman. Akan tetapi Hasbi 
menekankan, makna pembaharuan bukan dengan meninggalkan naṣh yang 
telah ada. Pembaharuan yang dimaksud adalah memperbarui barang lama 
yang telah usang dengan mengembalikannya seperti keadaan semula. 
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 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1997), hlm. 81. 
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Menurut Hasbi, sebagaimana dikutip oleh Nourouzzaman Shiddiqi, 
bahwa ada dua dalil pokok yang memungkinkan hukum ditetapkan 
berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Pertama, kaidah yang 
berlaku bagi fiqh mu‟āmalah, yaitu, hukum asal bagi mu‟āmalah ialah semua 
perbuatan diperbolehkan, kecuali ada hukum yang melarangnya. Kedua, 
hadis yang berbunyi “Anda lebih tahu tentang dunia anda”. Hadis ini 
merupakan pernyataan Nabi yang menunjukkan bahwa ada hal yang masih 
akan terjadi sepeninggalannya dan pemecahan atau fatwanya memerlukan 
pengetahuan khusus, seperti cara mengawinkan putik kurma misalnya, yang 
telah menjadi sebab terbitnya hadis ini. Semua hal yang akan terjadi harus 
ditampung dan ditempatkan dalam kerangka hukum.
2
 
Contoh lain dari perkembangan zaman saat ini seiring dengan 
kemajuan ilmu dan teknologi di bidang kedokteran yang memberi dampak 
positif bagi umat manusia khususnya para peternak yaitu inseminasi buatan 
pada hewan (sapi) atau yang sering disebut dengan istilah kawin suntik pada 
sapi. 
Penulis tertarik mengangkat judul ini sebagai skripsi dengan alasan 
yaitu pertama, dalam inseminasi buatan terdapat transaksi jual beli semen 
(sperma) di mana permasalahan ini sesuai dengan bidang jurusan peneliti 
yaitu Hukum Ekonomi Syari‟ah. Kedua, tersedianya cukup data tentang tema 
tersebut. Ketiga, transaksi inseminasi buatan pada sapi sudah menjadi 
kebutuhan peternak di daerah tersebut. Permasalahannya adalah jual beli 
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sperma hewan dalam hukum Islam dilarang hal ini sebagaimana tercantum 
dalam hadis akan tetapi di Kabupaten Karanganyar ternyata dalam praktiknya 
terjadi transaksi jual beli semen (sperma) dalam inseminasi buatan pada sapi.
3
  
Dalam inseminasi buatan pada sapi belum terdapat fatwa MUI 
mengenai kejelasan dibolehkan atau tidaknya  transaksi jual beli semen 
(sperma) dalam inseminasi buatan sedangkan praktiknya di Kabupaten 
Karanganyar itu terdapat praktik inseminasi buatan pada sapi bahkan terdapat 
pula peraturan dari Pemerintah Daerah mengenai inseminasi buatan yang 
tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 
2013 Tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan Dan 
Perikanan Bab IV Pasal 10 yang menjelaskan bahwa, ayat 1 berisi, setiap 
orang, peternak atau badan yang telah menerima pelayanan inseminasi buatan 
(IB) wajib membayar jasa pelayanan inseminasi buatan dan retribusi 
inseminasi buatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku. 
Ayat 2 berisi, alokasi pemanfaatan retribusi pemakaian container di Pos 
Inseminasi Buatan/IB sebesar 85% (delapan puluh lima persen) digunakan 
untuk operasional, sarana dan prasarana IB.
4
 
Judul ini penting diangkat sebagai skripsi mengingat dalam transaksi 
jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi objek yang 
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ditransaksikan yaitu semen (sperma) sapi sedangkan terdapat hadis dari Ibnu 
Umar r.a.,
5
 
3721 - اَن َث َّدَح :َلاَاق ٍرا َّمَع ُوَبأَو ،ٍعيِنَم ُنمب ُدَ محَْأ اَن َث َّدَح  :َلَاق ،َةَّيَلُع ُنمبا ُليِعَا مسِْإ
 َمَّلَسَو ِهميَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُّبَِّنلا ىَه َن :َلَاق َرَمُع ِنمبا ِنَع ،ٍعِفَان منَع ،ِمَكَلحا ُنمب ُّيِلَع َانَر َب مخَأ منَع
 ٍديِعَس بَِأَو ،ٍسََنأَو ،ََةرم يَرُه بَِأ منَع ِباَبلا فَِو .ِل محَفلا ِب مسَع 
. 
Artinya: : 1290. Ahmad bin Mani’ dan Abu Amar menceritakan 
kepada kami, Ali Hakam menceritakan kepada kami dari Nafi’ dari Ibnu 
Umar berkata :”Nabi saw melarang untuk menjual air mani pejantan”. 
 
Hal ini dilarang karena yang diperjualbelikan itu tidak diketahui 
banyak dan timbangannya.
6
 Dalam mu‟āmalah juga harus terhindar dari 
unsur maysir, garar, haram dan riba.
7
 Sedangkan praktik yang terjadi saat ini 
khususnya di Kabupaten Karanganyar yaitu adanya praktik inseminasi buatan 
di mana dalam praktik tersebut pihak dokter hewan melakukan tugasnya 
sebagai inseminator sekaligus menjual semen (sperma) untuk obyek/bahan 
dari inseminasi buatan pada sapi tersebut. Oleh karena itu peneliti mengambil 
judul “Jual Beli Semen Inseminasi Buatan Pada Sapi Dalam Perspektif Fiqh 
Mu‟āmalah (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)”. 
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 Ibnu Mas‟ud, Fiqh Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalat”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 
2007), hlm. 33. 
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 Rahmawati, “Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” Al-Iqtshad, Vol. III, 
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B. Rumusan Masalah 
Berangkat dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, 
penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang “Jual 
Beli Semen Inseminasi Buatan Pada Sapi (Studi Kasus di Kabupaten 
Karanganyar)”. Agar pemikiran tidak melebar, maka kajian hanya untuk 
mencari jawaban atas pertanyaan: 
1. Bagaimana praktik jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi di 
Kabupaten Karanganyar ? 
2. Bagaimana hukum jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi di 
Kabupaten Karanganyar dalam perspektif fiqh mu‟āmalah ? 
 
C. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui praktik jual beli semen (sperma) inseminasi buatan 
pada sapi di Kabupaten Karanganyar. 
2. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli semen (sperma) inseminasi 
buatan pada sapi di Kabupaten Karanganyar menurut perspektif fiqh 
mu‟āmalah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Disamping tujuan di atas penelitian ini juga memanfaatkan dalam 
beberapa hal diantaranya: 
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1. Manfaat Teoritis 
Menambah ilmu atau wawasan mengenai hukum transaksi jual beli semen 
(sperma) inseminasi buatan pada sapi dalam perspektif fiqh mu‟āmalah. 
2. Manfaat Praktis 
Masyarakat atau peternak (muslim) bisa mengetahui bagaimana hukumnya 
diperbolehkan atau tidaknya transaksi jual beli semen (sperma) inseminasi 
buatan pada sapi. 
 
E. Kerangka Teori 
Transaksi mu‟āmalah secara normatif  bersumber pada Al-Qur‟an dan 
as-Sunnah serta îjtihâd ahli hukum. Dalam penelitian ini menggunakan 
kerangka berpikir secara normatif dengan landasan teori akad dan Peraturan 
Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/PK. 
210/10/2016 Tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapid 
an Kerbau Bunting. 
Di era modern saat ini banyak muncul teknologi yang semakin maju 
dan berkembang. Salah satu teknologi dalam bidang kedokteran yang sedang 
berkembang saat ini yaitu teknologi inseminasi buatan pada sapi. Dalam 
praktik inseminasi buatan pada sapi terdapat jual beli semen (sperma) hewan. 
Teori akad dan teori Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 
Nomor 48/Permentan/PK. 210/10/2016 Tentang Upaya Khusus Percepatan 
Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting digunakan untuk 
menganalisis apakah praktik jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada 
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sapi di Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan  akad dalam fiqh 
mu‟āmalah dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 
48/Permentan/PK. 210/10/2016 Tentang Upaya Khusus Percepatan 
Peningkatan Populasi Sapid an Kerbau Bunting. 
1. Akad menurut bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Makna akad dalam 
terjemahan secara bahasa yaitu “Menghubungkan antara dua perkataan, 
masuk juga didalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan 
niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. 
Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara 
kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.”8 Ulama fiqh 
mengartikan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan 
dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga 
menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang 
menerangkan keinginan walaupun sendirian.
9
 
Hal yang harus ada dalam akad atau rukun akad yaitu:
10
 
a) „Âqid atau para pelaku akad 
b) Harus adanya objek dalam akad 
c) Îjâb dan qabûl yaitu ucapan atau perbuatan yang menunjukkan 
kehendak kedua belah pihak. 
Syarat yang harus ada dalam akad: 
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 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, 
(Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 15. 
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a) Tidak menyalahi hukum syariat 
b) Harus sama-sama riḍa dan ada  hak memilih (khiyâr) ketika terdapat 
cacat dalam akad 
c) Akad tersebut harus jelas dan gamblang (mudah dimengerti oleh kedua 
belah pihak). 
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 
48/Permentan/PK. 210/10/2016 Tentang Upaya Khusus Percepatan 
Peningkatan Populasi Sapid an Kerbau Bunting. Bagian ketiga tentang 
pelayanan IB dan kawin alam yang berisi dalam pasal 12 pelayanan IB 
dilakukan melalui penyediaan bahan dan sarana IB, peningkatan jumlah 
dan kompetensi teknisi IB, pemeriksaan kebuntingan hasil IB. 
11
 
Pasal 13 berisi penyediaan bahan dan sarana IB sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 12 dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya 
dan bahan IB sebagaimana dimaksud disediakan oleh BIB, BBIB 
nasional, BIBD provinsi, BIBD kabupaten/kota. 
Pasal 14 berisi peningkatan jumlah dan kompetensi teknisi  IB 
sebagimana dimaksud diilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-
masing daerah sesuai dengan perbandingan antara jumlah akseptor 
dengan jumlah teknisi IB yang tersedia dan meningkatkan efektivitas IB; 
peningkatan jumlah teknisi IB sebagaimana dimaksud dilakukan dengan 
menugaskan inseminator dan petugas PKb yang ada di lokasi tetapi 
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belum memiliki izin untuk melakukan IB dan pemeriksaan kebuntingan 
ternak dan atau mengirimkan calon inseminator dan petugas PKb untuk 
dilatih di Institusi kompeten; inseminator dan petugas PKb yang belum 
memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam melakukan IB dan PKb 
untuk jangka waktu paling lama 1 tahun; penugasan sebagaimana 
dimaksud dilakukan oleh kepala dinas provinsi atau kepala dinas 
kabupaten/ kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan 
hewan; peningkatan kompetensi teknisi IB sebagaimana dimaksud 
dilakukan dengan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis.  
Pasal 15 berisi pemeriksaan kebuntingan hasil IB sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 12 dilakukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah 
pelayanan IB; pemeriksaan kebuntingan hasil IB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilakukan oleh dokter hewan atau petugas PKb. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran 
tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang 
pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan 
dalam penelusuran awal. Masalah inseminasi buatan sudah tidak asing lagi 
bagi sebagian masyarakat, namun masih terdapat masalah yang masih 
diperdebatkan. 
Penelitian ini sebelumnya pernah dibahas dalam skripsi Anas Ibnu 
Safaruddin yang berjudul “Status Hukum Anak Bayi Tabung Dan Hak 
10 
 
Kewarisannya Dalam Hukum Islam”, dalam skripsi tersebut di jelaskan 
bahwasannya bayi tabung merupakan solusi untuk seseorang yang sulit 
mendapatkan keturunan dengan cara alami. Sepanjang proses dan benihnya 
tidak bertentangan dengan syara maka hukumnya diperbolehkan menurut 
agama serta nasab anak hasil bayi tabung dapat dihubungkan kepada orang  
tuanya dan menyandang predikat sebagai anak sah jika benih yang digunakan 
dalam bayi tabung tersebut berasal dari sepasang suami istri yang telah 
melakukan pernikahan secara sah. Namun akan menjadi anak zina jika benih 
yang digunakan tersebut tidak berasal dari sepasang suami istri yang sah 
(benih berasal dari donor orang lain) maka nasab anak tersebut hanya bisa 
dihubungkan dengan ibunya dan juga jika pembuahannya dengan memakai 
rahim orang lain (sewa rahim) maka nasab anaknya bisa dihubungkan dengan 
orang tua genetis yang mempunyai benih atas anaknya.
12
 
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu jika bayi 
tabung subyeknya yaitu antara sepasang suami isteri yang harus sudah ada 
ikatan pernikahan sedangkan yang ingin penulis teliti adalah subyeknya hewan 
yang tanpa adanya ikatan pernikahan. 
Dalam jurnal yang berjudul “Pemindahan Embrio Ke Rahim Wanita 
Lain Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” dijelaskan bahwa 
menurut hukum Islam pemindahan embrio kedalam rahim wanita lain di 
haramkan karena inseminasi dengan memindahkan embrio ke rahim wanita 
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lain pada hakikatnya sama dengan prostitusi, terjadi pencampuran sel sperma 
dan sel telur wanita pertama dengsan wanita yang dititipi embrio atau benih. 
Masalah nasab anak tersebut dinasabkan oleh ibu yang mengandung atau 
melahirkannya. Menurut hukum positif pun juga dilarang yang sesuai dalam 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 bahwa suami istri yang sah dapat 
melakukan kehamilan secara alami, jika memang menurut medis benar-benar 
terbukti tidak bisa secara alami dapat menggunakan pembuahan secara buatan 
yaitu dengan cara sperma dan ovum yang digunakan harus milik suami istri 
yang sah serta harus sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia.
13
 
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu subyeknya 
manusia dan dianggap sebagai prostitusi sedangkan yang ingin penulis teliti 
adalah subyeknya hewan yang tanpa adanya ikatan pernikahan. 
Dalam skripsi Ferdian Rahmaningtyas yang berjudul “Tinjauan 
Maslahah Terhadap Jual Beli Sperma Sapi Dalam Praktik Inseminasi Buatan 
Di Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Ponorogo”, 
dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktik inseminasi buatan di wilayah 
ponorogo menjadi tugas dan wewenang dari Bidang Peternakan Dinas 
Pertanian dan Perikanan Kabupaten ponorogo. Ditinjau dari maṣlaḥah akad 
jual beli sperma sapi dalam inseminasi buatan di Bidang Peternakan Dinas 
Pertanian dan Perikanan Kabupaten ponorogo merupakan maslahah yang 
diperbolehkan karena apabila sperma ini tidak ada maka inseminasi buatan ini 
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tidak mungkin terjadi dan akan mengakibatkan peternak menjadi kesulitan 
dalam pengembangan sapinya.
14
 
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tinjauannya, 
skripsi terdahulu di tinjau dari maṣlaḥah atau manfaat dari penggunaan 
inseminasi buatan sedangkan yang ingin penulis teliti di tinjau dari fiqh 
mu‟āmalah yang terdapat hadis yang melarang jual beli sperma dan jual beli 
yang dilakukan harus terhindar dari unsur maysir, garar dan riba. 
Skripsi yang di tulis oleh Taufiq Muliadi yang berjudul “Pandangan 
Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Sperma Hewan di Desa Saba 
Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah”  menjelaskan bahwa praktik 
jual beli sperma di desa tersebut terdapat dua cara yaitu dengan cara alami 
yang dilakukan oleh pemilik pejantan hewan dan dengan cara inseminasi 
buatan yang dilakukan oleh inseminator. Oleh karena itu terdapat dua 
pandangan tokoh agama terhadap praktik jual beli sperma hewan di Desa Saba 
Kecamatan Janapria dibagi dua yaitu yang pertama tidak diperbolehkan karena 
terdapat hadis yang melarangnya. Kedua yaitu diperbolehkan dilihat dari 
kemaslahatan dan iktikad baik yang ditimbulkan.
15
 
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tinjauannya, 
penelitian terdahulu ditinjau menurut pandangan tokoh agama dan terdapat 
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dua kesimpulan, yang pertama tidak diperbolehkan karena terdapat hadis yang 
melarangnya dan yang kedua yaitu diperbolehkan dilihat dari kemaslahatan 
dan iktikad baik yang ditimbulkan. Sedangkan penelitian ini ditinjau dari 
perspektif fiqh mu‟āmalah di mana terdapat hadis yang melarang dan harus 
terhindar dari unsur maysir, garar dan riba. 
Skripsi yang ditulis oleh M. Sholahuddin Hendhi yang berjudul 
“Tinjauan „Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan di Desa Batealit Kabupaten 
Jepara” dijelaskan bahwa kebiasaan („urf) yang dipraktikkan oleh masyarakat 
Batealit bukanlah transaksi jual beli sperma, tetapi yang menjadi kebiasaan 
(„urf) masyarakat Batealit adalah membayar sejumlah uang/upah (îjârah) 
kepada inseminator yang telah melakukan tugasnya. Masyarakat tidak 
mengatakan jual beli sperma tetapi hanya memberikan upah kepada 
inseminator dari Dinas Peternakan. Upah (îjârah) adalah akad yang 
diperbolehkan dalam hukum Islam.
16
 
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jika 
penelitian terdahulu yaitu hanya îjârah (sewa jasa) sedangkan yang ingin 
penulis teliti adalah jual beli sperma atau semen inseminasi buatan di tinjau 
dari segi fiqh mu‟āmalah di mana dalam fiqh mu‟āmalah terdapat larangan 
hadis jual beli semen dan jual belinya harus terhindar dari unsur maysir, garar 
dan riba. 
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G. Metode Penelitian 
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang 
diperlukan maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yang bersifat 
kualitatif studi kasus. Penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti 
dibidang ilmu sosial dan perilaku, juga oleh para peneliti dibidang yang 
menyoroti masalah yang terkait dengan perilaku dan peranan manusia. Metode 
kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik 
fenomena yang sedikitpun belum diketahui dan juga untuk mendapatkan 
wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui.
17
 Sementara itu 
penelitian studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya 
peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, 
atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan 
peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan 
berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan.
18
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) di 
mana peneliti mencari jawaban atau permasalahan yang diteliti dengan 
kondisi lingkungan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan 
penelitian secara langsung di Kabupaten karanganyar yang dijadikan 
sebagai tempat penelitian. 
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2. Sumber Data 
Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka peneliti 
mengklarifikasi menjadi dua sumber yaitu: 
a. Data Primer 
Yaitu sumber utama yang dijadikan sumber penelitian dalam 
penulisan ini, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka 
yang menjadi sumber utama adalah hasil wawancara, observasi dan 
dokumentasi. 
b. Data Sekunder 
Yaitu sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi 
suatu analisa. Dalam penelitian ini yang di jadikan sumber sekunder 
adalah buku-buku reverensi, karya ilmiah, jurnal yang akan melengkapi 
hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah ada. 
3. Lokasi Penelitian 
Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini peneliti mengambil lokasi 
di Kabupaten Karanganyar karena di wilayah tersebut terdapat praktik 
inseminasi buatan yang di dalamnya terdapat transaksi jual beli semen. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto sebagaimana 
dikutip oleh John W. Creswell adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk 
mengumpulkan data, dimana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang 
16 
 
abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam bentuk benda yang kasat mata, 
tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.
19
 
Dalam hal pengumpulan data ini, peneliti terjun langsung dalam objek 
penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka kami menggunakan 
metode sebagai berikut: 
a. Observasi 
Observasi kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya 
peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan 
aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.
20
  Teknik observasi 
penelitian ini adalah non partisipan (pengamatan tidak terlibat). Dalam 
penelitian ini observasi dilakukan bersama pihak inseminator yaitu 
bapak Agus. 
b. Wawancara 
Wawancara kualitatif adalah peneliti dapat melakukan face to face 
interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, 
wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan 
yang secara umum bersifat terbuka (open ended) yang dirancang untuk 
memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.
21  
Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak 
DISNAKAN (Dinas Perikanan dan Peternakan) Karanganyar yaitu ibu 
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Aries Setyaningsih selaku kepala UPT IB (inseminasi buatan) dan juga 
peternak sapi di Kabupaten Karanganyar yang menggunakan teknologi 
inseminasi buatan sapi yaitu dengan bapak Mitro Sukimin, bapak 
Suroto dan ibu Estu Mulyani. 
c. Dokumentasi 
Dokumen ini bisa berupa dokumen publik seperti koran, makalah, 
jurnal, skripsi, laporan kantor ataupun dokumen privat seperti e-mail. 
Keunggulan ini yaitu peneliti dapat menyajikan data yang berbobot, 
dapat diakses kapan saja dan sebagai bukti tertulis (data ini benar-benar 
dapat menghemat waktu peneliti dalam mentranskrip).
22 
Dokumen yang 
digunakan dalam skripsi ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 
Peternakan, Kesehatan Hewan Dan Perikanan dan Peraturan Menteri 
Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/PK. 210/10/2016 
Tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapid an 
Kerbau Bunting. 
5. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan social historys yaitu 
peneliti mengamati kenyataan sosial yang terjadi saat ini dimana hukum 
bisa berubah dengan kondisi sosial dan harus sesuai dengan substansi 
makna yang dikehendaki syarā‟ (maqāṣid syari’ah) yaitu bertujuan untuk 
mencapai kemaṣlaḥatan umat dan menghindari kemuḍaratan. Dalam 
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penelitian ini jual beli semen (sperma) sangat dibutuhkan peternak untuk 
mengembangbiakan ternak sapinya dan juga jika jual beli semen (sperma) 
tidak ada maka hasil peranakan ternak pun juga otomatis berkurang dan 
terjadi pengurangan produksi daging sapi. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memahami gambaran umum ini atau materi dari skripsi ini 
maka penulis menampilkan penulis skripsi yang terdiri dari lima bab: 
Bab I merupakan pendahuluan pada bab ini akan dibahas tentang latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan sistematika 
pembahasan. 
Bab II Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan Fiqh 
Mu‟āmalah terhadap jual beli semen dalam inseminasi buatan pada sapi yang 
meliputi pengertian fiqh mu‟āmalah, ruang lingkup fiqh mu‟āmalah, 
pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat 
jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, jual beli yang sah 
tetapi dilarang, sejarah inseminasi buatan, maksud dan tujuan inseminasi 
buatan, keuntungan dan kerugian inseminasi. Dalam jual beli semen 
inseminasi buatan pada sapi akan membahas terkait diperbolehkan atau 
tidaknya jual beli semen pada sapi dalam tinjauan fiqh mu‟āmalah. 
Bab III Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 
meliputi tentang letak georafi Kabupaten Karanganyar, ketenagakerjaan 
19 
 
penduduk Kabupaten Karanganyar, pertanian dan peternakan di Kabupaten 
Karanganyar, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 
Karanganyar, tugas dan fungsi DISNAKAN Karanganyar, visi dan misi 
DISNAKAN Karanganyar, struktur organisasi DISNAKAN Karanganyar, 
yang kemudian tentang proses jual beli semen dalam inseminasi buatan pada 
sapi yang dilakukan masyarakat Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.  
Bab IV Bab ini berisi analisis data, disini penulis akan menjelaskan 
mengenai tinjauan Fiqh Mu‟āmalah terhadap proses jual beli semen dan 
inseminasi buatan pada sapi yang dilakukan masyarakat Kabupaten 
Karanganyar.  
Bab V merupakan  penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 
dalam penelitian. 
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BAB II 
JUAL BELI SEMEN (SPERMA) INSEMINASI BUATAN DALAM FIQH 
MU’ᾹMALAH 
 
A. Fiqh Mu’āmalah 
1. Pengertian Fiqh Mu‟āmalah 
Fiqh secara bahasa berarti pengetahuan, pemahaman dan 
kecakapan. Menurut istilah fiqh berarti pengetahuan tentang hukum-
hukum syarā‟ mengenai perbuatan manusia beserta dalil-dalilnya. 
Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antar manusia.
 1
 
Mu‟āmalah menurut kamus lengkap ekonomi islam berarti transaksi-
transaksi, hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia.
2
 Jadi 
fiqh mu‟āmalah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia 
dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak 
kebendaan serta penyelesaian perselisihan di antara mereka.
3
 
2. Ruang Lingkup Fiqh Mu’āmalah 
 Fiqh mu‟āmalah secara garis besar membahas tentang al-mâl 
(harta), al-ḥuquq (hak-hak kebendaan) dan hukum perikatan (al-aqad). 
a. Hukum Benda 
1) Konsep harta (al-mâl), meliputi pembahasan tentang pengertian 
harta, unsur unsurnya dan pembagian jenis-jenis harta. 
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2) Konsep hak (al-buquq), meliputi pembahasan tentang pengrtian hak, 
sumber hak, perlindungan dan pembatasan hak, dan pembagian jenis-
jenis hak. 
3) Konsep tentang hak milik (al-milkiyah), pembahasannya meliputi 
pengertian hak milik, sumber-sumber pemilikan dan pembagian 
macam-macam hak milik. 
b. Konsep umum akad 
Ruang lingkup ini membahas tentang: 
1) Pengertian akad dan taṣarruf 
2) Unsur-unsur akad dan syarat masing-masing unsur. 
3) Macam-macam akad. 
c. Aneka macam akad khusus 
Ruang lingkup ini membahas tentang berbagai macam akad 
(transaksi) muamalah seperti, jual beli (al-bay‟), sewa menyewa (al-
îjârah), utang piutang (al-qarḍ), penanggungan (al-kafâlah), gadai 
(rahn), bagi hasil (mudhârabah), persekutuan (musyârakah), pinjam 
meminjam (āriyah), penitipan (wadi‟ah), dan sebagainya.4 
  
B. Jual Beli 
Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk 
manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai 
kebutuhan yang berbeda-beda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada 
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pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin 
memberinya tanpa imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan 
sesama manusia. Salah satu sarananya adalah dengan jalan melakukan jual 
beli. 
1. Pengertian Jual Beli 
Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang 
memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu 
menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi 
barang, dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan 
syarā‟ dan disepakati.5 
Pengertian jual beli menurut ulama fiqh: 
a. Menurut ulama Hanafiah jual beli terdapat dua pengertian. Pertama, 
bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan 
perak). Kedua, bersifat umum, yaitu pertukaran benda dengan benda 
menurut ketentuan tertentu. Benda disini dapat diartikan barang dan 
mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat 
dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan 
penggunaannya menurut syarā‟. 
b. Menurut ulama Malikiyah jual beli terdapat dua pengertian. Pertama, 
bersifat umum, yaitu transaksi tukar-menukar suatu yang bukan 
kemanfaatan dan kenikmatan. Maksudnya yaitu ikatan yang 
mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), 
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yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang 
ditukarkan oleh pihak lain. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan 
tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang 
mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas 
dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan 
ditangguhkannya. 
c. Menurut ulama Sýafi‟iyyah jual beli adalah pertukaran harta dengan 
harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung 
pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-
menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada 
pihak lain baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. 
d. Menurut ulama Hanabilah jual beli adalah pertukaran harta dengan 
harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum 
dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil.
6
 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Kegiatan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT. QS. Al-Baqarah 
ayat: 275, 
 َوِن ُٰوَطۡي ذشلٱ ًُ ُطذتَخَتَي يِ
ذ
لَّٱ ُمَُقَي اَهَل 
ذ
ِلَإ َنَُمَُقَي 
َ
لَ 
ْ
ا َٰ َبِّرلٱ َنَ
ُلُك
ۡ
َأي َويِ
ذ
لَّٱ
 َٰ َبِّرلٱ َم ذرََحو َعۡيَ
ۡ
لۡٱ ُ ذللَّٱ ذلَح
َ
أَو ْۗ
ْ
ا َٰ َبِّرلٱ ُلۡثِن ُعۡيَ
ۡ
لۡٱ اَه ذِنإ 
ْ
آَ ُ لاَق ۡم ٍُ ذن
َ
ِأة َِكٰلَذ ِّۚ ِّسَه
ۡ
لٱ ِّۚ
ْ
ا
 ۥُهَٓءاَج وَهَف َدَعَ ۡوَنَو ِِۖ ذللَّٱ 
َ
ِلَإ ٓۥ ُهُرۡم
َ
أَو َفَلَس اَن ۥ ًُ َلَف َٰهََتىٱَف ِۦًِّب ذر وِّن ٞثَظَِۡغ َم
 َنو ُِٰلَِخ ا ٍَ ِيف ۡم ٌُ  ِِۖراذلنٱ ُٰبَحۡص
َ
أ َِكئََٰٓلْو
ُ
َأف٢٧٥  
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Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang 
demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. 
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, 
maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka 
mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.7 
 
Kemudian, Al-Qur‟an surat An-nisa ayat 29 menyebutkan: 
 َويِ
ذ
لَّٱ ا ٍَ ُّي
َ
أ ََٰٓي َنََُكت ن
َ
أ ٓ
ذ
ِلَإ ِلِٰطَب
ۡ
لِٱة مُكَيَۡية مُكَٰلَوۡن
َ
أ 
ْ
آَ ُلُك
ۡ
َأت 
َ
لَ 
ْ
َا ُيَناَء
 اٗهيَِحر ۡمُِكة َنَكَ َ ذللَّٱ ذِنإ ِّۚۡمُكَسُفى
َ
أ 
ْ
آَ ُلُتۡقَت 
َ
لََو ِّۚۡمُكيِّن ٖضاََرت وَغ ًةَٰرَِجت٢٩ 
  
Artinya:“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu” (QS. An-nisa : 29).8 
 
Dalam surat An-Nisa 29 tersebut menjelaskan  tentang Allah telah 
mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa 
ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan 
termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak 
dibolehkan oleh syarā‟ baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak 
diketahui).
9
 
3. Hukum Jual Beli 
Para ulama berpendapat bahwa hukum asal jual beli adalah mubāh atau 
jawaz (boleh) apabila terpenuhinya syarat dan rukunnya. Akan tetapi pada 
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hlm. 47. 
       
8
 Ibid.. hlm. 83. 
       
9
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situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib, haram, 
mandûb dan makrûh. Berikut contoh-contohnya:
10
 
a. Jual beli wajib 
Apabila seseorang terdesak untuk membeli makanan atau yang lain, 
maka penjual tidak boleh menimbunnya atau tidak menjualnya. 
b. Jual beli haram 
Memperjual belikan barang yang haram menurut hukum syara‟, seperti 
jual beli anjing, babi, dan lainnya. 
c. Jual beli nadb (sunnah) 
Seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang 
dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana 
ia menjualnya. 
d. Jual beli makrûh 
Memperjual belikan kucing dan kulit binatang buas untuk 
dimanfaatkan kulitnya. 
4. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Menurut jumhur ulama, rukun jual beli yaitu: 
a. Akad (îjâb qabûl) adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Îjâb 
qabûl bisa dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Menurut fatwa ulama 
Syafi‟iyah, jual beli barang yang kecilpun harus terdapat îjâb qabûl, 
tetapi menurut Imam an-Nawawi dan ulama muta‟akhirin syafi‟iyah 
berpendapat bahwa jual beli yang kecil boleh tidak dengan îjâb qabûl. 
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b. Terdapat orang yang berakad yaitu bay‟ (penjual) dan mustari 
(pembeli). 
c. Mâqûd „alaih (objek), yaitu barang yang bermanfaat menurut syarā‟. 
d. Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga 
syarat yakni bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan 
suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.
11
 
Syarat jual beli menurut para ulama: 
a. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad yaitu 
penjual dan pembeli. 
1) Mumayyiz, baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang 
gila, orang yang mabuk, anak kecil, kecuali dengan izin walinya. 
2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak 
dirinya atau yang lainnya. 
3) Tidak terpaksa dalam melakukan akad. Maksudnya yaitu harus 
adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang merupakan salah 
satu rukun jual beli.
12
 
b. Syarat yang berhubungan dengan ma‟qûd „alayh/tsaman dan mutsman 
(nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjual belikan) 
Para ulama menyepakati tiga syarat: 
1) Harta yang diperjual belikan itu harta yang dipandang sah oleh 
agama. 
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2) Harta yang diperjual belikan itu dapat diketahui oleh penjual dan 
pembeli. 
3) Harta yang diperjual belikan itu tidak dilarang oleh agama.13 
c. Syarat yang berkaitan dengan sighat (îjâb dan qabûl) 
1) Îjâb qabûl diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual 
beli yang biasa diketahui masyarakat. Contohnya penjual berkata: 
“Aku jual bolpoin ini kepadamu seharga Rp. 20.000. Kemudian 
pembeli menjawab: “Saya beli bolpoin ini seharga Rp. 20.000. 
Apabila ijab qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah. 
2) Îjâb qabûl dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya kedua belah 
pihak bertemu dan membicarakan topik jual beli tersebut. 
3) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, 
macamnya, sifatnya dan juga harganya barang yang diperjual 
belikan, baik tunai atau tidaknya.
14
 
5. Macam-Macam Jual Beli 
a. Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya 
1) Muqa'izah yakni jual beli barang dengan barang. 
2) Sharf yakni jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak. 
3) Salam yakni jual beli dengan penyerahan barang di belakang.      
Seperti pembelian gandum yang masih di ladangnya. 
4) Mutlaq yakni jual beli bebas barang dengan uang.15 
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b. Jual beli berdasarkan batasan nilai tukar 
1) Bay‟ al-Musawamah, yaitu jual beli dimana penjual tidak 
menyebutkan harga asal barang. 
2) Bay‟ al-Muzayadah, yaitu Penjual memberitahu harga barang di 
pasar terlebih dahulu kemudian pembeli membeli barang tersebut 
dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal. 
3) Bay‟ al-Amanah, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan 
harga awal atau ditambahi atau dikurangi. Contohnya, “saya 
membeli barang ini dengan harga Rp. 100.000 dan sekarang saya 
jual barang ini kepada anda dengan harga Rp. 130.000”. 
c. Jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya 
1) Bay‟ Munjiz al-Tsaman, jual beli yang syarat pembayarannya harus 
tunai. 
2) Bay‟ Muajjal al-Tsaman, yaitu jual beli yang pembayarannya 
secara kredit. 
3) Bay‟ Muajjal al-Mutsman, yaitu jual beli yang serupa dengan bai‟ 
al-salam. 
4) Bay‟ Muajjal al-„Iwadhain, yaitu jual beli utang dengan utang. Jual 
beli ini dilarang oleh syara‟.16 
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d. Jual beli berdasarkan hukumnya 
1) Bay‟ al-Mun‟aqid lawannya bay‟ al-bâṭil, jual beli yang 
diperbolehkan oleh syara‟. 
2) Bay‟ al-Shahih lawannya bay‟ al-fasid, yaitu jual beli yang 
terpenuhi syarat sahnya. 
3) Bay‟ al-Nafidz lawannya bay‟ al-mauquf, yaitu jual beli shahih 
yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti 
baligh dan berakal. 
4) Bay‟ al-Lazim lawannya bay‟ gair al-lazim, yaitu jual beli shahih 
yang sempurna dan tidak ada hak khiyar didalamnya.
17
 
6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 
a. Jual beli yang diharamkan karena garar dan jahalah 
1) Bay‟ al-Munābadah 
Jual beli ini dengan cara lempar melempar, contohnya penjual 
berkata kepada pembeli: “Pakaian yang aku lemparkan kepadamu 
itu untukmu dan harganya sekian”. Cara melempari tersebut 
dianggap sudah terjadi akad jual beli. Jual beli seperti ini dilarang 
dan termasuk jual beli rusak (fasid) karena adanya ketidaktahuan 
(jahalah), penipuan, tidak adanya unsur saling riḍa di dalamnya. 18 
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2) Bay‟ al-Mulāmasah 
Jual beli ini jual beli saling menyentuh. Artinya, apabila pembeli 
meraba kain atau pakaian milik si penjual maka pembeli harus 
membelinya. 
Penafsiran para ulama tentang al-mulamasah yaitu, jika seseorang 
smenyentuh kain atau pakaian milik orang lain dengan tangannya 
sendiri tanpa membolak-balik kain atau pakaian tersebut maka 
diharuskan membeli dan tidak terdapat khiyar baginya.
19
 
3) Bay‟ al-Haṣah 
Jual beli ini yaitu dengan cara seorang penjual atau pembeli 
melemparkan batu (kerikil) dan pakaian mana saja yang terkena 
lemparan batu kecil tersebut, maka pakaian tersebut harus 
dibelinya tanpa merenung terlebih dahulu dan tidak ada hak khiyar 
setelahnya. Jual beli ini dilarang karena tidak adanya hak khiyar 
atau karena tidak ada sigat (ijab dan qabul). 
4) Bay‟ Habl al-Habalah 
Jual beli ini adalah jual beli janin yang masih dalam kandungan 
induknya. Jual beli ini dilarang karena ia adalah bentuk jual beli 
terhadap sesuatu yang bukan hak milik, tidak diketahui, dan tidak 
mampu diserahkan. 
5) Bay‟ al-Maḍamin dan Bai al-Malaqiḥ 
                                                          
       
19
 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 106. 
31 
 
 
Jual beli ini adalah menjual sperma yang berada dalam sulbi unta 
jantan. Maksudnya penjual membawa hewan pejantan kepada 
hewan betina untuk dikawinkan dan anak hewan dari hasil 
perkawinan tersebut menjadi milik pembeli. Sedangkan bay‟ al-
malaqiḥ adalah menjual janin unta hewan yang masih berada 
dalam perut induknya.
20
 
Para ulama sepakat mengenai keharaman kedua jual beli tersebut 
dikarenakan mengandung garar (ketidak jelasan), jahalah (ketidak 
tahuan), dan „adam al-qudrat „ala al-taslim (tidak bisa 
diserahterimakan pada waktu akad). 
6) Bay‟ „Asab al-Fahl 
Jual beli ini adalah jual beli sperma hewan pejantan (landuk). 
Maksudnya adalah jual beli sperma hewan pejantan unggul untuk 
pengembangbiakan hewan agar menghasilkan keturunan yang 
bagus. Jual beli ini dilarang karena sperma bukan termasuk harta 
yang bernilai dan tidak diketahui serta tidak mampu diserahkan. 
7) Bay‟ al-Ṭamar Qabla Badawwi Shalahiha 
Jual beli ini adalah jual beli buah-buahan sebelum tampak baiknya 
(belum masak). 
8) Bay‟ al-Ṡanayā 
Penjualan yang pengecualiannya disebut secara samar (kabur, tidak 
jelas). Contohnya yaitu seseorang menjual sesuatu dan 
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mengecualikan sebagiannya. Jika yang dikecualikan itu dapat 
diketahui seperti pohon secara keseluruhan maka hukumnya sah 
dan jika sebagiannya dari pohon maka hukumnya tidak sah karena 
termasuk jahalah (samar) dan garar (tidak pasti).
21
 
9) Bay‟ ma Laisa „Indahu 
Yaitu jual beli sesuatu yang belum menjadi hak miliknya. Adapun 
dalil yang berhubungan dengan keharaman bay‟ ma laisa „indahu 
adalah hadis Nabi Saw. Yang diriwayatkan Hakim bin Hizam Ra. 
Beliau berkata, “Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang 
kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah 
boleh aku membelikan untuknya dari pasar?” Rasulullah 
menjawab, “Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau 
miliki.” (HR.Ahmad dan Ashab al-Sunan [Abu Dawud, No. 3040, 
Tirmidzi, No. 1153, Nasai, No. 4534 dari Hakim bin Hizam Ra).
22
 
b. Jual Beli yang Dilarang Karena Riba 
1) Bay‟ al-„Inah 
Imam Nawawi dalam Tahdzib al-Asma‟ wa al-Lugah berkata, 
dinamakan „inah karena akad jual beli ini dapat mendatangkan 
„ain, yaitu keuntungan dinar dan dirham. Selanjutnya, Al-Fayumi 
dalam al-Misbah al-Munir menjelaskan „inah adalah seorang 
menjual barang dagangannya dengan cara diangsur (kredit) sampai 
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batas waktu yang telah disepakati. Setelah itu, dia membelinya 
kembali pada majelis yang sama secara kontan dengan harga yang 
lebih murah, agar selamat dari riba. Sebagian ulama mutaqaddimun 
(para pendahulu) menegaskan bahwa jual beli tersebut haram 
karena para ulama menganggap jual beli „inah saudara kandung 
riba.
23
 
2) Bay‟ al-Muzabanah 
Yang dimaksud dengan jual beli tersebut adalah setiap jual beli 
yang tidak diketahui jumlahnya dan timbangannya, menjualnya 
dengan cara hanya dikira-kira saja. Menurut Imam Syafi‟i, menjual 
sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya dan jenisnya dapat 
mengandung riba. 
3) Bay‟ al-Muhaqalah 
Menurut istilah jual beli ini adalah menjual tanaman yang masih di 
ladang atau di sawah (ijon), atau menjual kebun tanah lading 
dengan makanan yang telah disukat dan diketahui jumlahnya. Para 
ulama sepakat keharaman atas jual beli tersebut karena jual beli ini 
mengandung riba dan garar. Alasannya yaitu disebabkan tidak 
dapat diketahui barang yang sejenis dalam hal ukuran atau 
jumlahnya, dan juga samar terhadap barang yang sejenis sama 
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dengan mengetahui adanya jumlah dan kadar yang berbeda 
(kelebihan).
24
 
4) Bay‟ al-Lahmi bi al-Hayawan 
Yaitu menjual (menukarkan) daging dengan seekor hewan yang 
masih hidup. Jual beli ini dilarang karena ia satu jenis dan terdapat 
riba didalamnya, yaitu menjual sesuatu yang aslinya sama 
dengannya. Misalnya tidak bolehnya menjual lampu dengan 
simsim (biji-bijian yang bisa dijadikan bahan bakar lampu).
25
 
5) Bay‟ al-Dain bi al-Dain 
Yaitu jual beli dengan cara berutang dan pembayaran dilakukan 
dengan cara berutang pula. Maksudnya adalah apabila seseorang 
membeli sesuatu dengan menangguhkan pembayaran harga 
sesudah datang waktu pembayaran, dia datang kepada penjual 
karena dia belum bisa membayar harga barang itu, mengatakan: 
“juallah barang ini kepadaku, nanti kubayar pada waktu yang lain 
dengan menambahkan harga”, sedangkan di antara mereka tidak 
ada serah terima barang. 
6) Bay‟ataini fi Bai‟atain 
Yaitu dua penjualan dalam satu produk atau dua akad dalam satu 
akad. Contohnya “saya menjual kebun ini kepadamu dengan harga 
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Rp. 40.000.000 dengan syarat kamu harus menjual rumah milik 
Ahmad kepadaku dengan harga Rp. 70.000.000”.26 
c. Jual Beli yang Dilarang karena Zatnya (Haram lidzatihi) 
1) Bay‟ al-Maitah 
Al-Maitah menurut bahasa adalah binatang yang mati dengan cara 
tidak disembelih (bangkai). Para ulama sepakat bahwa hukum 
memperjual belikan bangkai adalah hukumnya haram, karena 
najisnya.
27
 
2) Jual beli arak (khamr) 
Khamr menurut istilah adalah setiap minuman yang memabukkan 
yang terbuat dari perasan anggur, adapun selain terbuat dari 
perasan anggur disebut nabiz. Para ulama sepakat bahwa haram 
memperjual belikan khamr.
28
 
3) Jual beli anjing 
Menurut Syafi‟iyyah, Hanabilah, dan Malikiyah hukum 
memperjual belikan anjing, yang pertama adalah hukumnya tidak 
diperbolehkan secara mutlak, sekalipun anjing yang terlatih. 
Kedua, menurut Sahnun dari kalangan Malikiyah hukumnya boleh 
memperjualbelikan anjing untuk berburu dan menjaga. Ketiga, 
menurut Hanafiyah hukumnya boleh secara mutlak memperjual 
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belikan anjing, baik yang terlatih ataupun yang tidak terlatih, 
berburu atau menjaga rumah. 
4) Jual beli babi 
Para ulama sepakat mengharamkan jual beli babi karena babi 
termasuk benda najis dan tidak dipandang sebagai benda yang 
dimanfaatkan dan juga karena adanya nậsh sharih yang 
menjelaskan dilarangnya jual beli babi.
29
 
5) Jual beli darah 
Para ulama sepakat mengenai haramnya darah baik sedikit atau 
banyak, yaitu darah yang masih terdapat pada binatang yang masih 
hidup dan juga binatang yang haram dimakan walaupun 
disembelih. Begitu pula dengan darah yang mengalir keluar dari 
binatang yang disembelih. Oleh karena itu darah tidak boleh 
dimanfaatkan oleh manusia, baik itu darah yang berasal dari 
binatang yang dagingnya boleh dimakan maupun tidak.
30
 
7. Jual Beli yang Sah Tetapi Dilarang 
Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah menyakiti 
penjual, pembeli, atau orang lain; menyempitkan gerakan pasaran dan 
merusak ketentraman umum.
31
 
a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, 
sedangkan dia tidak menginginkan barang tersebut. 
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b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa 
khiyar. 
c. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota untuk 
berdagang kemudian membeli barang dagangan tersebut sebelum 
pedagang itu sampai ke pasar dan sewaktu pedagang belum 
mengetahui harga pasar. 
d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang 
lebih mahal, sedangkan masyarakat umum membutuhkan barang 
tersebut. 
e. Menjual barang yang bermanfaat akan tetapi barang tersebut dijadikan 
alat maksiat oleh pembelinya. 
f. Jual beli yang mengandung unsur penipuan. 
 
C. Inseminasi Buatan 
Bioteknologi inseminasi buatan merupakan cara yang tepat untuk 
mendeposisikan  spermatozoa (sel-sel sperma) ke dalam organ reproduksi 
betina dengan menggunakan teknik inseminasi buatan untuk meningkatkan 
mutu genetik ternak. Inseminasi buatan atau kawin buatan (artificial 
breeding), sering pula disebut “kawin suntik” oleh para peternak. Inseminasi 
buatan dalam bahasa inggris disebut artificial insemination (AI). Artificial 
artinya tiruan atau buatan, sedangkan insemination berasal dari kata lain yaitu 
inseminates. In sama dengan pemasukan atau penyampaian deposisi. 
Seminatus berarti semen atau sperma (air mani), yaitu cairan yang 
38 
 
 
mengandung sel kelamin jantan atau sel sperma (disebut spermatozoon jika 
tunggal dan spermatozoa jika jamak) yang di ejakulasi melalui penis pada 
waktu kopulasi atau saat penampungan sperma.
32
 
1. Sejarah Inseminasi Buatan 
Inseminasi buatan mulai ada atau mulai berkembang sejak tahun 1300 
(abad ke-14) di Arab saat terjadinya perang.  Kuda dijadikan sebagai alat 
transportasi perang. Terdapat salah satu pihak yang memiliki kuda dengan 
tenaga yang lemah berharap tenaganya biar menjadi lincah, akhirnya suatu 
saat pihak tersebut mencuri sperma kuda lawannya yang baru dikawinkan, 
kemudian memasukkan spons ke dalam vagina yang baru saja kawin 
dengan kuda yang kuat dan lincah tadi. Kemudian spon tadi diambil dan 
dimasukkan ke vagina kuda miliknya dan akhirnya kuda tersebut bunting 
dan melahirkan seekor kuda yang mirip dengan kuda jantan milik 
musuhnya.
33
 
Tiga abad kemudian, pada tahun 1677 Antoni Van Leeuwenhoek 
yang berasal dari Belanda dengan temannya Johan Hamm bisa melihat sel 
sperma dengan menggunakan mikroskop. Kemudian Lazaro Spallanzani 
pada tahun 1780 berhasil melakukan kawin buatan pada anjing dan pada 
tahun 1803 ia mengetahui pengaruh pendingin (salju) terhadap kehidupan 
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spermatozoa . Ternyata hasilnya positif, dengan pendingin tersebut sperma 
bisa lebih lama hidup. 
Inseminasi buatan sudah lama berkembang di Negara-negara maju 
seperti Amerika, Belanda, Perancis, Inggris, Swedia, Rusia, Australia dan 
Jepang. Sedangkan di Indonesia sendiri inseminasi buatan mulai 
berkembang pada tahun 1950.
34
 
2. Maksud dan Tujuan Inseminasi Buatan Pada Sapi 
Inseminasinasi buatan dimaksudkan untuk membantu peternak dalam 
memperoleh bibit unggul dengan cara yang murah dan mudah, sehingga 
jika peternak ingin mengawinkan ternak betinanya tidak perlu memelihara 
ternak jantan. Selain itu insemenasi buatan juga dimaksudkan untuk 
mencegah terjadinya penyakit kelamin yang sering terjadi jika dikawinkan 
secara alami. Contoh dari penyakit kelamin hewan adalah Brucellosis, 
Vibriosis, Leptospirosis, Trichomoniasis). Dengan menggunakan 
inseminasi buatan juga diharapkan agar terjadinya peningkatan kualitas 
anak yang di lahirkan, seperti berat lahir yang lebih besar, 
pertumbuhannya lebih cepat dan juga harga jualnya lebih mahal.
35
 
Tujuan inseminasi buatan adalah meningkatkan mutu genetika ternak 
sehingga menghasilkan ternak yang berkualitas tinggi (kenaikan berat 
badan, produksi susu atau daging yang lebih banyak) atau bisa 
menghasilkan tenaga yang lebih kuat jika ternak tersebut dijadikan alat 
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untuk transportasi dan tahan terhadap penyakit. Selain itu, inseminasi 
buatan juga mempermudah penyebarluasan bibit unggul secara meluas ke 
pelosok desa dan dengan inseminasi buatan juga dapat meningkatkan 
pendapatan petani-peternak.
36
 
3. Keuntungan dan Kerugian Inseminasi Buatan  
a. Keuntungan inseminasi buatan 
1) Dengan inseminasi buatan sangat menguntungkan untuk peternak 
karena peternak bisa mendapatkan bibit unggul yang menghasilkan 
peranakan yang unggul pula tanpa memelihara pejantan unggul. 
2) Mencegah menularnya penyakit kelamin yang biasanya terjadi jika 
dikawinkan secara alami. 
3) Meningkatkan populasi ternak (sapi/kerbau) yang berkualitas. 
4) Adanya inseminasi buatan maka proses bimbingan dan penyuluhan 
pada peternak berjalan dengan baik. Oleh karena itu peternak bisa 
lebih memahami atau mencermati jika ternaknya sedang birahi. 
5) Pelayanan inseminasi buatan tidak dibatasi oleh tempat dan 
waktu.
37
 
b. Kerugian Inseminasi Buatan 
1) Jika dalam suatu daerah jumlah pejantannya sedikit maka 
menyebabkan hasil bibit sperma juga terbatas dan hal itu akan 
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menyebabkan adanya perkawinan keluarga atau inbreeding 
sehingga produktifitas ternaknya menurun. 
2) Jika sapi atau kerbau dara di IB dengan sperma pejantan yang 
bertubuh besar sering terjadi susah beranak, oleh karena itu 
sebaiknya sapi dikawinkan secara alami terlebih dahulu atau di IB 
dengan hewan yang sejenis. 
3) Jika sperma tercemar penyakit kelamin maka akan mudah terjadi 
penyebaran penyakit secara meluas. 
4) Jika inseminator kasar atau keroboh maka dapat menimbulkan luka 
pada alat kelamin hewan tersebut hingga sampai infeksi.
38
 
4. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Malang (Great Bureau Of AI, 
Singosari, Malang) 
Untuk memenuhi semen beku di Indonesia didirikan Balai 
Inseminasi Buatan di Lembang Bandung pada tahun 1976 dan cabang 
Balai Inseminasi Buatan Wonocolo di Surabaya. Seiring dengan 
perkembangan kebutuhan semen beku semakin meningkat oleh karena itu 
pada tahun 1984 cabang BIB Wonoclo pindah menjadi cabang BIB 
Singosari di Malang. Tahun 1988 BIB Singosari mendapatkan Surat 
Keputusan Menteri Pertanian No. 193/Kpts/OT.210/2/88 BIB Singosari 
mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan BIB Lembang. 
Sejak tanggal 13 Februari 1986 sampai 1 April 1995 BIB Singosari 
mendapat bantuan dari Pemerintah Jepang, sejak itu tugas dan fungsi BIB 
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Singosari menjadi lebih luas yaitu memproduksi dan mendistribusi sperma 
beku keseluruh Indonesia, sebagai pusat pelatihan dan tempat 
melaksanakan uji zuriat
.39 
5. Penampungan Sperma (Semen Collection) 
Sperma yang berkualitas baik ditentukan oleh beberapa faktor yaitu 
tergantung pada tata laksana pejantan dalam kondisi tetap sehat dengan 
pakan yang sehat. Sperma sapi dapat diproduksi atau ditampung pada usia 
1,5 sampai 2,0 tahun, sedangkan kalau kerbau pada usia 2,0 sampai 2,5 
tahun. Sperma dapat ditampung dengan beberapa cara:
40
 
a. Penampungan tanpa aksi perkawinan 
1) Pengurutan (massage) 
Cara penampungan sperma dengan pengurutan mula-mula dilakukan 
oleh Case pada tahun 1925. Sapi yang akan ditampung spermanya 
terlebih dahulu dirangsang dengan sapi yang sedang berahi atau 
dengan sapi betina yang sedang berahi (kalau ada), tetapi dijaga 
jangan sampai terjadi perkawinan atau kopulasi. Setelah pejantan 
cukup terangsang maka segera dapat dilakukan pengurutan, tetapi 
terlebih dahulu perlu memotong bulu-bulu dibagian prepusium 
(preputium) dan membersihkan prepusium dengan air hangat, 
kemudian dilap dengan handuk yang bersih, lalu sapi ditempatkan 
pada kandang khusus, kemudian masukkan tangan kedalam rectum 
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(rectum) secara pelan-pelan dan hati-hati tanpa melawan kontraksi 
rectum karena bila tangan tetap maju melawan kontraksi dapat 
menyebabkan pelukaan atau pendarahan didalam rectum. Kemudian 
kotoran (feaces) didalam rectum dikeluarkan sampai bersih, setelah 
itu tangan sedikit ditekan kebawah untuk mencari dan mengurut 
ampularis dan vesikularis dari arah depan ke belakang secara lembut. 
Ulangi sampai terjadi ejakulasi yang spermanya sudah siap ditampung 
pada tabung penampungan. Apabila sudah dilakukan pengurutan, 
tetapi sperma belum juga keluar, cobalah meluruskan penis yang 
membelok membentuk huruf S (fleksura sigmoid) melalui rectum, 
dengan sedikit menekan kea rah bawah belakang.
41
 
Jika pengurutan dilakukan dibagian ampularis dapat menghasilkan 
sperma antara 0,5 sampai 23,0 ml, sedangkan jika pengurutan 
dilakukan pada bagian vesikularis dapat menghasilkan sperma 
sebanyak 0,5 sampai 21,0 ml.
42
 
2) Rangsangan listrik (electroejaculator) 
Pada tahun 1936 seorang Australia bernama Gunn melakukan 
penampungan sperma domba untuk yang pertama kalinya 
menggunakan elektrojakulator (electroejaculator), kemudian 
dilakukan pula penampungan sperma dengan menggunakan 
elektroejakulator pada sapi. 
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Elektroejakulator terdiri dari transformator, batang karet, dan gelang-
gelang elektroda pada batang karetnya. Batang karet di elektroda pada 
sapi dan kerbau mempunyai ukuran panjang 60 cm dan garis 
penampang 5 cm, serta jarak cincin 4,5 cm.
43
 
Cara menggunakan elektroejakulator yaitu pertama tangan 
dimasukkan kedalam rektum dan membersihkan kotorannya. Batang 
karet (probe) diberi pelican lalu dimasukkan kedalam rektum (30 
sampai 45 cm) pada sapi atau kerbau, lalu probe  ditekan ke dasar 
pelvis. Kemudian voltase dinaik turunkan (dari nol ke dua dan 
seterusnya) dan dikembalikan ke nol setelah dipertahankan 3 sampai 5 
detik, dengan tingkat penambahan voltase sebesar 2 volt. Penis mulai 
ereksi kira kira setelah voltase mencapai 5 volt dan pada saat itulah 
mulai disekresikan cairan dari kelenjar tambahan (accessory glands). 
Ejakulasi biasanya terjadi setelah mencapai 10 sampai 20 volt dengan 
kuat arus sebesar 0,5 sampai 1,0 Ampere. Peningkatan voltase secara 
mendadak berakibat pejantan seakan akan mau meloncat dan 
ejakulasi tanpa ereksi sehingga sperma terkontaminasi dengan kotoran 
dari prepusium. Disamping itu, banyak sperma yang tertinggal di 
prepusium.
44
 
Pada penampungan sperma dengan menggunakan elektroejakulator 
berprinsip bahwa rangsangan harus mengenai pusat ejakulasi yang 
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berada di daerah sumsum tulang belakang (medulla spinalis) dan 
daerah lumbal (antara vertebrae lumbal  ke 4 dengan sacral pertama). 
Jika rangsangan listrik mengenai lumbal terakhir, maka penis tidak 
ereksi dan akan diperoleh sperma yang kental. Namun, apabila 
rangsangan listrik tersebut mengenai sacral pertama, maka penis 
ereksi dan menghasilkan sperma yang encer karena banyak 
mengandung cairan dari kelenjar prostat dan vesikularis. Hasil 
penampungan sperma dengan elektroejakulator biasanya mempunyai 
volume yang lebih besar, dengan konsentrasi yang lebih rendah, tetapi 
dapat memberikan hasil dengan presentase konsepsi yang sama 
apabila dibandingkan dengan sperma dari hasil penampungan dengan 
menggunakan vagina buatan. Penggunaan elektroejakulator terutama 
pada pejantan unggul, tapi karena sesuatu hal, misalnya lumpuh, 
cedera kakinya, atau impoten, maka tidak dapat ditampung dengan 
menggunakan vagina buatan. Umur berpengaruh terhadap kualitas 
sperma.
45
 
Pengaruh umur sapi terhadap volume sperma (VS), konsentrasi 
spermatozoa (KS), motilitas sperma (MS), dan sperma hidup 
(SH) 
Umur 
(bulan) 
N Ejakulasi 
(%) 
VS 
(%/) 
KS 
(x juta/ml) 
MS 
(%) 
SH 
(%) 
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6-12 3 0 0 0 0 0 
13-18 15 26,7 2,6±0,5 320±136 47,5±22,2 78,3±2,7 
19-24 18 83,3 3,I±1,2 354±252 61,0±16,0 82,2±4,8 
25-30 19 100 5,3±2,1 510±240 74,2±14,3 85,3±4,4 
31-36 6 100 5,4±1,0 763±513 73,3±18,6 80,6±4,6 
>36 9 100 8,6±1,6 1018±457 81,3±13,6 82,5±6,3 
 
b. Penampungan dengan aksi perkawinan 
1) Menampung tetesan sperma atau mengambil sperma dari 
vagina/memasang vagina buatan pada ternak betina/memasang 
kondom pada pejantan. 
2) Dengan menggunakan vagina buatan. 
Vagina buatan (VB) pertama kali dibuat oleh G. Amantea pada tahun 
1914. Sekarang ada beberapa model VB yang sudah dimodifikasi, 
yaitu Cambridge, Denmark, Cornel, Australia, dan Jerman.
46
 
Namun demikian, dari beberapa model vagina buatan tersebut 
mempunyai prinsip yang sama, walau bentuk dan ukurannya sedikit 
berbeda, tergantung bangsa ternaknya, yaitu terdiri dari: 
a) Karet tebal berbentuk silinder, kenyal dan kaku, mempunyai 
ukuran panjang 40 cm dengan penampang 5 cm. 
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b) Bagian tengah berlubang dengan dilengkapi tutupnya (untuk 
mengisi air panas). 
c) Selongsong karet dalam tipis (innerliner) dengan ukuran panjang 
70 cm dan lebar 5 cm, dan pada bagian ujungnya dihubungkan 
dengan tabung penampung berskala (ml).
47
 
Cara menggunakan vagina buatan: 
(1) Persiapan 
Sebelum melakukan penampungan, pastikan bahwa VB dalam 
keadaan bersih (steril) dan kering. Masukkan air panas 60ºC, 
oleskan vaselin (steril) pada sepertiga bagian depan lubang VB. 
Bulu bulu prepusium dipotong dan bersihkan prepusium dengan 
menggunakan air, kemudian dilap dengan handuk yang bersih, 
demikian pula bagian belakang betina atau jantan pemancing 
perlu dibersihkan dengan air.
48
 
(2) Pelaksanaan penampungan 
Setelah persiapan selesai, maka segera dilakukan penampungan 
sperma, yaitu dengan membawa pejantan ke tempat pemancing, 
yaitu di tempat khusus (service crate) yang telah tersedia. Setelah 
dilakukan pengekangan 2 sampai 3 kali maka kolektor yang 
berdiri di samping kanan atau kiri dengan membawa VB (suhu 
42ºC sampai 46ºC) yang membentuk sudut kurang lebih 45º siap 
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mengarahkan penis agar masuk ke VB untuk menampung sperma. 
Ejakulasi ditandai dengan adanya loncatan pejantan kea rah depan 
dan diikuti terkulainya kepala pejantan. Setelah itu, VB 
ditegakkan agar sperma segera turun ke tabung penampung dan 
kondisi tabung tetap terlindungi dari sinar matahari secara 
langsung oleh handuk atau isolator. Kemudian sperma diambil 
dan di masukkan ke dalam termos dan dibawa ke laboratorium 
untuk dievaluasi kualitasnya, baik secara makroskopis maupun 
mikroskopis. Pengekangan perlu dilakukan guna untuk 
meningkatkan kualitas sperma. Dengan pengekangan satu kali 
dapat meningkatkan konsentrasi 50%. Bila pengekangan dua kali, 
maka konsentrasinya menjadi dua kali lebih besar bila disbanding 
tanpa pengekangan.
49
 
6. Penilaian Sperma (Semen evaluation) 
Penilaian kualitas sperma secara langsung dapat ditunjukkan dari 
hasil keturunannya, akan tetapi itu memerlukan waktu yang cukup lama 
yaitu 9 bulan sehingga perlu pengamatan secara tidak langsung yang 
meliputi: 
a. Secara makroskopis 
1) Volume sperma 
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Rata-rata volume sperma pada ternak sapi dewasa yang dilakukan 
dengan alat elektrojakulator yaitu 8,6 ±1,6 ml dengan konsentrasi 
1.018 ±457 juta spermatozoa/ml.
50
 
2) Warna sperma 
Warna sperma sapi yang baik (normal) adalah berwarna seperti susu 
atau krem keputih-putihan dan keruh. Ada juga yang kekuning-
kuningan (10%) karena pengaruh riboflavin yang bersifat autosomal 
resesif. Sperma biasanya berbau spesifik. 
3) Keasaman (pH) sperma 
Keasaman sperma dapat diukur dengan alat pH meter atau dengan 
kertas lakmus. Pada sapi, sperma mempunyai pH 6,2 sampai 6,8. 
Sperma sapi biasanya agak asam. 
4) Konsistensi sperma 
Konsistensi atau kekentalan sperma dapat dilihat dengan cara 
menggoyang-goyangkan tabung yang berisi sperma secara pelan. 
Konsistensi ini berkaitan dengan warna sperma. Dengan melihat 
warna sperma (normal) dapat memprediksi konsentrasi spermatozoa, 
yaitu: 
a) Kental atau warna krem: 1.000 sampai 2.000 juta spermatozoa/ml. 
b) Encer atau keruh     : 500 sampai 900 juta spermatozoa/ml. 
c) Cair atau agak keruh     : 100-400 juta spermatozoa/ml. 
d) Jernih             : kurang dari 100 juta spermatozoa/ml.  
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b. Secara mikroskopis 
Untuk mengetahui motilitas sperma harus dilakukan secara cepat 
atau langsung setelah sperma tersebut di tampung, untuk 
mengetahuinya dengan menggunakan mikroskop dengan suhu 37 
derajat Celcius.
51
 Motilitas sperma pada sapi yaitu 81,3 ±13,9%. 
Motilitas spermatozoa di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 
1) Suhu, suhu dingin akan menghambat motilitas sedangkan suhu 
panas akan mempercepat motilitas. 
2) Zat kimia, urine dan kotoran yang mencemari sperma bisa 
menurunkan motilitas. 
3) Ejakulat pertama sesudah istirahat lama biasanya banyak sel sperma 
yang mati dan hal ini menyebabkan menurunnya presentase 
motilitas. 
c. Fisis/kemis 
Untuk mengetahui kualitas sperma secara kemis/fisisv dapat 
dilakukan beberapa uji, yaitu: 
1) Resistensi terhadap 1% NaCl, ambil sperma sebanyak 0,02 sampai 
0,05 ml kemudian masukkan pada tabung Erlenmeyer. Tambahkan 
10 ml 1% NaCl, kemudian periksa dibawah mikroskop. Bila masih 
ada gerakan sel sperma, tambahkan lagi 10n ml, periksa lagi 
dibawah mikroskop. Penambahan terus dilakukan sampai sudah 
tidak terlihat adanya gerakan sperma atau sperma sudah mati. 
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Resistensi bisa dihitung dengan cara mengetahui perbandingan 
antara volume NaCl yang digunakan dengan volume sperma yang 
digunakan. Semakin banyak volume NaCl yang digunakan semakin 
baik kualitas spermanya. Nilai resistensi sperma sapi sekitar 500 
sampai 20.000. Bila resistensi lebih dari 3000 bisa di proses lebih 
lanjut dan digunakan untuk inseminasi buatan.  
52
 
2) Resistensi terhadap dingin (cold shock) 
Ambil 1 sampai 2 ml sperma, kemudian ditaruh di tabung 
reaksi dan masukkan kedalam air es selama 10 menit. Setelah itu 
ambil satu tetes sperma kemudian tambahkan 2 sampai 3 tetes 
methilen blue (eosin) dan buatlah preparat apus. Amati preparat 
apus dibawah mikroskop, hitung berapa sel sperma yang hidup atau 
mati. Bandingkan hasil perhitungan dengan presentase sel sperma 
hidup/mati sebelum sperma didinginkan. Perbedaan presentase sel 
sperma hidup/mati tersebut diakibatkan terjadinya cold shock. 
3) Resistansi terhadap asam 
Sperma segar dititrasi dengan menggunakan 0,1 N H2SO4 atau 
dengan 0,1 N HCl maka akan terjadi penurunan pH antara 0,85 
sampai 1,66. Titrasi terus dilanjutkan sampai tidak ada gerakan 
spermatozoa lagi. 
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BAB III 
PRAKTIK JUAL BELI SEMEN (SPERMA) INSEMINASI BUATAN PADA 
SAPI DI KABUPATEN KARANGANYAR 
 
A. Profil Dinas Perikanan dan Peternakan Karanganyar 
1. Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Karanganyar 
Tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Karanganyar 
sebagaimana Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 113 Tahun 2016 
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja 
Dinas Perikanan dan Peternakan, adalah:
1
 
a. Kepala dinas: 
1) Tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 
pemerintahan sub urusan perikanan dan sub urusan peternakan 
yang menjadi kewenangan daeran dan ditugaskan kepala 
Daerah. 
2) Fungsi: Untuk perumusan kebijakan bidang perikanan dan 
bidang peternajan, pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang 
perikanan dan di bidang peternakan, pelaksanaan kebijakan di 
bidang perikanan dan bidang peternakan, pelaksanaan evaluasi 
dan pelaporan di bidang perikanan dan di bidang peternakan, 
pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan dan di 
bidang peternakan, pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas, 
pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksanaan Teknis 
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Daerah, pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
b. Sekretaris 
1) Tugas: melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, pemantauan, evaluasi, keuangan, asset, 
kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, 
ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan 
administrasi.
2
 
2) Fungsi: pengkoordinasian kegiatan, pengkoordinasian dan 
penyusunan rencana dan program kerja, pembinaan dan 
pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, 
kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggan, kerjasama, 
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, pengkoordinasian 
tata laksana, pengkoordinasian dan penyusunan peraturan 
perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, 
pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian intern 
pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi, 
penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan 
pelayanan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan monitoring, 
evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, 
pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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c. Kepala Bidang Perikanan 
1) Tugas: perencanaan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan budidaya perikanan. 
2) Fungsi: penyusunan kebijakan teknis produksi, pengembangan, 
dan pengelolaan hasil perikanan, pelaksanaan kebijakan teknis 
produksi, pengembangan, dan pengolahan hasil perikanan, 
pemantauan evaluasi dan pelaporan teknis produksi, 
pengembangan, dan pengolahan hasil perikanan, pelaksanaan 
tugas lain sesuai denagn tugas dan fungsinya. 
d. Kepala Bidang Peternakan: 
1) Tugas: perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan budidaya peternakan. 
2) Fungsi: penyusunan kebijakan teknis produksi, pengembangan, 
dan pengolahan dan kesehatan hewan, pelaksanaan kebijakan 
teknis produksi, pengembangan, dan pengolahan dan kesehatan 
hewan, pemantauan evaluasi dan pelaporan teknis produksi, 
pengolahan dan kesehatan hewan, pelaksanaan tugas lain sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
2. Visi dan Misi Dinas Perikanan dan Peternakan Karanganyar 
a. Visi 
Visi yang ingin dicapai Dinas Perikanan dan Peternakan 
Karanganyar adalah “Terwujudnya Perikanan dan Peternakan yang 
55 
 
unggul, tangguh menuju masyarakat sehat, cerdas, produktif, 
sejahtera, dan berdaya saing”.3 
Adapun maksud dari setiap visi yang telah ditetapkan: 
SEHAT: 
1) Sehat jasmani dan rohani masyarakat Karanganyar semakin 
meningkat. 
2) Peningkatan ekonomi masyarakat. 
3) Kualitas lingkungan yang sehat semakin meningkat. 
4) Peningkatan derajat kesehatan lingkungan keluarga. 
5) Peningkatan derajat kesehatan lingkungan masyarakat 
Karanganyar. 
6) Meminimaliser penyakit yang berkembang di masyarakat. 
CERDAS: 
1) Kecerdasan masyarakat Karanganyar semakin meningkat. 
2) Dengan mengkonsumsi susu, daging dan ikan masyarakat akan 
lebih cerdas. 
3) Peningkatan pola hidup masyarakat. 
4) Masyarakat lebih berdaya saing. 
5) Peningkatan ekonomi rakyat. 
PRODUKTIF: 
1) Mampu menciptakan lapagan pekerjaan. 
2) Peningkatan ekonomi masyarakat. 
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3) Masyarakat mampu berkarya secara mandiri. 
SEJAHTERA: 
1) Menciptakan masyarakat yang makmur. 
2) Peningkatan ekonomi masyarakat. 
3) Pengentasan kemiskinan. 
BERDAYA SAING: 
1) Menciptakan masyarakat yang mampu berdaya saing dengan 
lainnya. 
2) Peningkatan ekonomi yang berdaya saing. 
3) Menciptakan masyarakat yang mandiri. 
4) Mampu bersaing dengan daerah lain dalam budidaya ternak 
maupun budi daya ikan sampai dengan pemesanannya. 
b. Misi 
Misi Dinas Peternakan dan Perikanan Karanganyar adalah: 
1) Mewujudkan peningkatan produksi sub sector perikanan dan 
peternakan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya 
perikanan dan peternakan di Kabupaten Karanganyar. 
Dimaksudkan agar potensi-potensi sumberdaya lokal yang ada di 
Kabupaten Karanganyar dapat dioptimalkan, sehingga 
mendukung produksi peternakan dan perikanan yang tetap 
berbasis pada pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan.
 4
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2) Meningkatkan nilai tambah dari daya saing produk perikanan dan 
peternakan. 
Dimaksudkan agar usaha peternakan dan perikanan di Kabupaten 
Karanganyar dapat dikelola baik sesuai dengan standarisasi yang 
ada sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing 
produk. 
3) Meningkatkan kualitas dan etos kerja aparatur Dinas Perikanan 
dan Peternakan. 
Dimaksudkan agar setiap aparatur memiliki kemampuan sesuai 
dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga mampu memberikan 
kinerja yang optimal. 
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3. Struktur Organisasi di Dinas Perikanan dan Peternakan Karanganyar 
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Ka Subbag 
Pelaksanaan dan 
Keuangan 
Sunardi, SE, MM 
Kepala Bidang Peternakan 
Ir.Siti Shofiyah, MSI 
Kepala Bidang Perikanan 
Kepala Seksi Pengembangan 
Peterbakan 
Ida Suyamtiningsih, S.Pt, MM 
Kepala Seksi Pengolahan 
Ir. Tri Atmini, MM 
Kepala Seksi Kesehatan Hewan 
Ir. Rusdjajanto, MM 
Kepala Seksi Produksi & 
Pengembangan Perikanan 
Ir. Sri Ambarwati, MM 
Kepala Seksi Usaha dan 
Pengolahan Hasil Perikanan 
Eko Purnomo, S.Pt 
 
Kepala UPT 
BBI 
Winarno, SP 
Kepala UPT 
RPH 
Hartono, S.Pt, 
MM 
Kepala UPT IB 
Aries Setyaningsih, 
S.Pt 
Kepala UPT 
Pelayanan 
Kesehatan Hewan 
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4. Geografi Kabupaten Karanganyar 
Kabupaten karanganyar adalah salah satu kabupaten yang 
terletak disebelah timur pada Provinsi Jawa Tengah yang berbatas 
dengan Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Ngawi dan Kabupaten 
Magetan), disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri 
dan Kabupaten Sukoharjo, disebelah barat berbatasan dengan kota 
Surakarta dan Kabupaten Boyolali, sedangkan disebelah utara 
berbatasan dengan Kabupaten Sragen. Letak astronomis Kabupaten 
Karanganyar yaitu 110º 40º – 110º 70º Bujur Timur dan 7º 28º – 7 º46º 
Lintang Selatan. Pada ketinggian rata-rata 511 m di atas permukaan 
laut, Kabupaten karanganyar memiliki luas wilayah 77.378,64 Ha.
5
 
5. Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Karanganyar 
Lingkup penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karanganyar 
adalah dalam sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan 
sebesar 23,90 persen, sektor industri pengolahan sebesar 21,49 persen, 
dalam sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel 
sebesar 24,49 persen, sektor jasa kemasyarakatan 14,28 persen dan 
sektor lainnya sebesar 14,27 persen.
6
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 Wulan Retno Hapsari, Statistik Daerah Kabupaten Karanganyar 2018, (Karanganyar: BPS 
Kabupaten Karanganyar, 2018), hlm. 1. 
      
6
 Ibid.. hlm. 9. 
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6. Pertanian di Kabupaten Karanganyar 
Sektor pertanian merupakan sektor kedua yang mendukung 
perekonomian masyarakat Karanganyar. Tanaman pangan terbesar 
yaitu padi sawah sebesar 67,61 persen dari total produksi. Sedangkan 
tanaman sayuran, wortel sebanyak 28,64 persen. Tanaman buah-
buahan terbanyak yaitu tanaman nangka sebanyak 22,45 persen dari 
total produksi buah-buahan. Tanaman biofarmaka jahe adalah 
sebanyak 85,44 persen, tanaman tebu dalam bentuk gula kristal sebesar 
61,04 persen. Hasil peternakan besar sapi potong sebanyak 99,03 
persen, sedangkan ternak kecil domba sebesar 56,92 persen dan ungags 
yang menjadi populasi terbesar adalah ayam sebanyak 71,03 persen.
7
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 Wulan Retno Hapsari, Statistik Daerah Kabupaten Karanganyar 2018, (Karanganyar: BPS 
Kabupaten Karanganyar, 2018), hlm. 22. 
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Populasi Ternak Besar Di Kabupaten Karanganyar 2017, sebagai berikut :
8
 
KELURAHAN Kuda Sapi Perah Sapi Potong Kerbau 
Lalung - - 639 4 
Bolong - - 511 - 
Jantiharjo - - 744 - 
Tegalgede - 33 586 - 
Jungke 3 - 373 - 
Cangakans - - 95 - 
Karanganyar - - 36 - 
Bejen 3 - 442 9 
Popongan - - 942 - 
Gayamdompo 2 - 525 - 
Delingan - - 612 - 
Gedong 1 228 847 - 
Jumlah 9 261 6,352 13 
 
7. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar 
Dalam rencana APBD Kabupaten Karanganyar tercatat bahwa 
anggaran pendapatan daerah sebesar Rp 2.088.890.803.385,00 dan 
anggaran belanja daerah sebesar Rp 2.298.650.777.480,00 
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 Kecamatan Karanganyar Dalam Angka 2018, (Karanganyar: Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Karanganyar, 2018), hlm. 48. 
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B. Inseminasi Buatan Pada Sapi  
Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi 
terutama dalam bidang kesehatan atau kedokteran yaitu adanya inseminasi 
buatan. Inseminasi buatan ada 2 macam yaitu, inseminasi buatan pada 
manusia dan inseminasi buatan pada hewan. Inseminasi buatan pada 
manusia atau yang sering disebut dengan istilah bayi tabung. Bayi tabung  
merupakan sebuah keberhasilan dari kerjasama antara pakar kedokteran 
dan pakar teknologi farmasi, dimana mereka mengawinkan sperma dan 
ovum di luar rahim dalam sebuah tabung yang dipersiapkan lebih dulu 
untuk itu. Setelah terjadi pembuahan, barulah ditempalkan ke dalam rahim 
wanita yang dipersiapkan sebelumnya.
9
 
Sedangkan inseminasi buatan pada hewan, salah satunya yaitu 
inseminasi buatan pada sapi atau yang sering disebut dengan istilah kawin 
suntik. Inseminasi buatan pada sapi atau dalam bahasa inggris disebut 
artificial insemination (AI). Artificial artinya tiruan atau buatan, 
sedangkan insemination berasal dari kata lain yaitu inseminates. In sama 
dengan pemasukan atau penyampaian deposisi. Seminatus berarti semen 
atau sperma (air mani), yaitu cairan yang mengandung sel kelamin jantan 
atau sel sperma (disebut spermatozoon jika tunggal dan spermatozoa jika 
jamak) yang di ejakulasi melalui penis pada waktu kopulasi atau saat 
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 Syarif Zubaidah, Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif 
Hukum Islam, Al Mawarid, Edisi VII, 1999, hlm. 45. 
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penampungan sperma.
10
 Menurut ibu Aries selaku kepala UTP IB di 
DISNAKAN Karanganyar, inseminasi buatan pada sapi adalah teknologi 
reproduksi untuk menghasilkan anak dengan cara kawin secara buatan. 
Teknologi ini sangat membantu para peternak yang ingin mengawinkan 
sapi betina tetapi tidak memiliki sapi pejantan yang unggul untuk 
mengawininya, maka diefisiensi oleh teknologi dengan menggunakan 
inseminasi buatan hewan atau kawin suntik.
 11
 Masa kehamilan pada sapi 
dan manusia yaitu sama 9 bulan 10 hari. 
1. Tujuan atau manfaat inseminasi buatan pada sapi  
a. Memperbaiki keturunan dari peternak 
Inseminasi buatan bisa memperbaiki keturunan dari ternak karena 
semen (sperma) yang digunakan untuk inseminasi buatan adalah 
semen dari pejantan yang unggul dengan kualitas yang bagus.  
b. Mempercepat peningkatan populasi 
Jika sapi terdapat tanda-tanda birahi maka peternak langsung bisa 
menghubungi inseminator untuk mengawinkan ternaknya dengan 
inseminasi buatan tanpa harus bersusah payah mencari pejantan 
yang unggul. Inseminasi buatan bisa mempercepat peningkatan 
populasi karena setelah ternak melahirkan dan terdapat birahi maka 
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 Ismaya, Bioteknologi Inseminasi Buatan Pada Sapi Dan Kerbau (Biotechnology Of 
Artificial Insemination On Catle And Buffalo), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2014), hlm. 1. 
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 Aries, Kepala UPT IB DISNAKAN Karanganyar, Wawancara Pribadi, 18 Februari 2019, 
Jam 09.00-10.00 WIB. 
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ternak langsung bisa di kawinkan suntik lagi, jadi dalam satu tahun 
peternak bisa mendapatkan satu anak (pedet). 
c. Secara ekonomis peternak mendapatkan keuntungan 
Jika peternak hanya memiliki satu sapi yaitu sapi betina maka 
peternak tidak perlu harus membeli sapi jantan supaya bisa 
mengawini sapi betinanya. Peternak hanya menghubungi jasa 
inseminator untuk mengawinkan sapi betinanya maka peternak 
bisa mendapatkan peranakan sapi yang unggul.
12
 
2. Alat atau barang yang dipergunakan dalam kegiatan inseminasi buatan 
pada sapi 
 
 
Gambar 1.1 
Ket: Gun 
 
Gambar 1.2 
Ket: Plastik Glove 
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 Aries, Kepala UPT IB DISNAKAN Karanganyar, Wawancara Pribadi, 18  Februari 2019, 
Jam 09.00-10.00 WIB. 
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Gambar 1.3 
Ket: Semen Beku 
 
Gambar 1.4 
Ket: Plastik Shet 
 
Gambar 1.5 
Ket: Tissue 
 
Gambar 1.6 
Ket: Gunting 
 
Gambar 1.7 
Ket: Tabung N2 Cair 
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3. Prosedur inseminasi buatan pada sapi 
a. Cairkan semen beku (thawing) dengan N2  terlebih dahulu. 
b.Keluarkan semen beku dari nitrogen cair (N2) kemudian masukkan 
kedalam air hangat selama 7-18 detik. 
c. Setelah di thawing, straw dikeluarkan dari air kemudian di keringkan 
dengan tissue. 
d.Kemudian straw dimasukkan dalam gun, dan ujung yang mencuat 
dipotong menggunakan gunting yang bersih. 
e. Selanjutnya plastik sheath dimasukkan pada gun yang sudah berisi 
semen beku/straw. 
f. Sapi dipersiapkan dengan cara mengikatnya agar tidak meronta. 
g.Inseminator memakai sarung tangan (glove) pada tangan yang akan 
dimasukkan ke rectum. 
h.Tangan inseminator dimasukkan ke rektuk sampai memegang leher 
rahim (servix), jika dalam rectum banyak kotoran maka kotoran 
tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu. 
i. Kemudian semen disuntikkan pada badan uterus. 
j. Setelah semua itu dilakukan maka tahap terakhir yaitu mengeluarkan 
gun dari uterus dan servix dengan perlahan-lahan.
13
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 Agus, Inseminator, Wawancara Pribadi,  17 Maret 2019, jam 08.00-09.00 WIB. 
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C. Praktik Jual Beli Semen (Sperma) Inseminasi Buatan Pada Sapi di 
Kabupaten Karanganyar 
Inseminasi buatan merupakan teknik perkawinan secara buatan 
yang telah lama diterapkan peternak di Kabupaten Karanganyar. Pada 
tahun 2017 Dinas Peternakan Karanganyar mendapatkan atau membeli 
semen (sperma) dari BIB singosari kemudian mulai pada tahun 2018 
semen (sperma) dibeli langsung dari BIB lembang. Jenis semen beku 
(straw) yang digunakan Dinas Peternakan Karanganyar yaitu shimental 
(semen untuk sapi metal), PO (semen untuk peranakan ongol), limosin. 
Dinas Peternakan Karanganyar membeli semen (sperma)  langsung dari 
BIB (Badan Inseminasi Buatan).  
Dalam pelaksanaan inseminasi buatan pada sapi terkadang sekali 
suntik sapi bisa langsung hamil dan terkadang juga harus 3 sampai 5  kali 
suntikan sapi baru bisa hamil itu disebabkan karena faktor genetik, jika 
sapi PO (peranakan ongol/ sapi yang genetikannya masih murni) itu sekali 
suntik bisa langsung jadi hamil, akan tetapi jika genetik sapi yang sudah 
shimpo (genetika yang sudah ada persilangan) itu di kawin suntik 
terkadang sudah sulit, 3 sampai 5 kali suntik sapi baru bisa hamil.
14
 Salah 
satu contohnya yaitu sapi milik bapak mitro sukimin yang memiliki sapi 
jenis shimental, beliau menyatakan bahwa jika melakukan kawin suntik itu 
untung-untungan, terkadang 4-5 kali suntikan sapinya baru hamil itu 
dikarenakan sapi bapak Mitro Sukimin gennya termasuk shimpo atau 
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 Aries, Kepala UPT IB DISNAKAN Karanganyar, Wawancara Pribadi, 18 Februari 2019, 
Jam 09.00-10.00 WIB. 
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sudah terjadi persilangan. Akan tetapi, beliau mengatakan bahwa dengan 
adanya teknologi inseminasi buatan pada sapi beliau merasa terbantu 
karena di jaman sekarang ini hampir tidak ada lagi orang yang 
menyewakan sapi jantannya untuk mengawini sapi betina.
15
 Bapak Suroto 
juga memberikan pendapat yang hampir sama dengan bapak Mitro 
Sukimin, sapi yang dimiliki bapak Suroto juga berjenis shimental, beliau 
juga berpendapat kalau terkadang 3-4 kali suntikan sapinya baru bisa 
bunting, tetapi dahulu pernah sapinya (shimental) di lakukan sekali kawin 
suntik langsung bunting.  
Dalam jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi 
biasanya peternak bisa langsung menghubungi inseminator terdekat, dalam 
satu kecamatan minimal terdapat satu inseminator.
16
 jika mengetahui 
ternaknya ada ciri-ciri birahi (minta kawin) maka peternak langsung 
menghubungi inseminator dan berkata:  
“pak niki sapinipun ngedalaken liur wonten alat kelaminipun, kadosipun 
nyuwun kawin (birahi)”,17 inseminator menjawab: “nggih mangkih kulo 
tindak mriko”.  
Setelah 7 jam dari munculnya tanda birahi pada sapi inseminator 
datang ke peternak untuk melihat keadaan sapinya. Setelah inseminator 
memastikan bahwa sapi tersebut benar-benar birahi (minta kawin) 
selanjutnya inseminator melakukan proses inseminasi buatan pada sapi 
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 Mitro Sukimin, Peternak, Wawancara Pribadi, 11 Juni 2019, jam 11.00-11.20 WIB. 
       
16
 Aries, Kepala UPT IB DISNAKAN Karanganyar, Wawancara Pribadi, 18 Februari 2019, 
Jam 09.00-10.00 WIB. 
       
17
 Suroto, Buruh, Wawancara Pribadi, 11 juni 2019, jam 11.30-12.00 WIB. 
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dengan memasukkan semen (sperma) ke alat kelamin sapi.
18
 Biasanya 
peternak membayar Rp. 60.000/ kawin suntik.
19
 
Terdapat PERDA Karanganyar yang mengatur mengenai 
pelaksanaan inseminasi buatan, yaitu pada Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 
Peternakan, Kesehatan Hewan Dan Perikanan Bab IV Pasal 10 yang 
menjelaskan bahwa, ayat 1 berisi, setiap orang, peternak atau badan yang 
telah menerima pelayanan IB wajib membayar jasa pelayanan IB dan 
retribusi IB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku. 
Ayat 2 berisi, alokasi pemanfaatan retribusi pemakaian container di Pos 
Inseminasi Buatan/IB sebesar 85% (delapan puluh lima persen) digunakan 
untuk operasional, sarana dan prasarana IB.
20
 Yang dimaksud operasional, 
sarana dan prasarana pada pasal 10 ayat 2 yaitu seperti semen beku, plastik 
sheat dan plastic glup (sarung tangan). 
21
 Pembayaran pada kegiatan 
inseminasi buatan itu tergantung kepada kesepakatan para inseminator dan 
yang terkadang adanya perbedaan harga itu dikarenakan para inseminator 
itu sudah menyepakati harganya sesuai dengan jarak rumah peternak, jika 
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 Agus, Inseminator, Wawancara Pribadi,  17 Maret 2019, jam 08.00-09.00 WIB. 
       
19
 Mitro Sukimin, Peternak, Wawancara Pribadi, 11 Juni 2019, jam 11.00-11.20 WIB. 
        
20
 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 Tentang 
Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan 
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 Aries, Kepala UPT IB DISNAKAN Karanganyar, Wawancara Pribadi, 18 Februari 2019, 
Jam 09.00-10.00 WIB. 
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jarak antara inseminator dengan rumah peternak itu lumayan jauh maka 
ada biaya tambahan sedikit untuk sarana transportasi inseminator.
22
 
Di Karanganyar jika ingin melakukan inseminasi buatan itu masih 
bayar, beda dengan daerah lain seperti sukoharjo, klaten, boyolali yang 
sudah digratiskan itu dikarenakan kalau di Karanganyar tidak mengikuti 
program upsus yang diadakan oleh pemerintah karena lebih 
mengutamakan PERDA yang ada di Karanganyar tersebut. Dana dari hasil 
inseminasi buatan tersebut masuk ke PAD (pendapatan asli daerah). 
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 Aries, Kepala UPT IB DISNAKAN Karanganyar, Wawancara Pribadi, 18 Februari 2019, 
Jam 09.00-10.00 WIB. 
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BAB IV 
ANALISIS FIQH MU’ᾹMALAH TERHADAP JUAL BELI SEMEN 
INSEMINASI BUATAN PADA SAPI DI KABUPATEN KARANGANYAR 
 
A. Analisis Praktik Jual Beli Semen (Spema) Inseminasi Buatan Pada 
Sapi Di Kabupaten Karanganyar 
Seiring dengan perubahan zaman, terdapat pengaruh terhadap 
perubahan kebutuhan manusia. Perubahan kebutuhan manusia yang terjadi 
terutama dalam hal muamalah. Dalam Islam terdapat dua sumber hukum 
yaitu Al-Qur‟an dan hadis. Kedua sumber hukum tersebut merupakan 
prinsip dasar yang harus dipegang oleh umat manusia dalam 
kehidupannya. Adapun untuk merespon perputaran zaman dan mengatur 
kehidupan manusia secara terperinci Allah SWT memberikan anugerah 
berupa akal pikiran kepada manusia.
1
 
Dalam banyak hal, pola hukum Islam menyerahkan soal-soal 
rincian bidang muamalah kepada akal manusia. Tidak adanya rincian 
inilah yang dapat memberikan elastisitas luas kepada hukum Islam. 
Dengan demikian, para ulama sepakat bahwa secara umum, nāsh-nāsh 
bidang muamalah merupakan wilayah ijtiⱨād yang luas karena muamalah 
merupakan jenis hukum manusia. Secara eksterm manusia dapat 
mengatakan, karena muamalah itu merupakan urusan dunia mereka maka 
para pelakunyalah yang paling mengerti segi-segi kemaslahatannya.
2
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 Pujiono, Hukum Islam & Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran 
Perilaku Kaum Santri, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 116. 
       
2
 Pujiono, Hukum Islam & Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran 
Perilaku Kaum Santri, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 117. 
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1. Praktik jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi 
ditinjau dari segi rukun dan syaratnya 
Dalam jual beli semen (sperma) pada inseminasi buatan pada sapi 
sudah memenuhi rukun jual beli dalam Islam yang terdiri dari: 
a. Akad (îjâb qabûl) 
Dalam jual beli semen (sperma) sapi pada inseminasi buatan pada 
sapi yaitu dengan cara peternak telfon atau sms inseminator dengan 
bilang kalau sapi (ternaknya) sedang birahi dan membutuhkan 
inseminasi buatan atau kawin suntik setelah 6 jam dari birahi 
barulah inseminator (mantri hewan) datang kerumah peternak 
dengan membawa alat-alat yang digunakan untuk inseminasi buatan 
termasuk semen (sperma) dan mengecek kondisi ternaknya.
3
 
b. Terdapat orang yang berakad yaitu bay‟ (penjual) dan mustari 
(pembeli). 
Dalam jual beli semen (sperma) pada inseminasi buatan sapi pihak 
bay (penjualnya) adalah inseminator (mantri hewan) sedangkan 
yang menjadi mustari (pembelinya) adalah pihak peternaknya. 
c. Maqûd „alayh (objek) 
Objek yang ditransaksikan dalam jual beli semen (sperma) 
inseminasi buatan pada sapi yaitu semen (sperma) sapi. Semen 
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 Mitro Sukimin, Peternak, Wawancara Pribadi, 11 Juni 2019, jam 11.00-11.20 WIB. 
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(sperma) inseminasi buatan pada sapi harus memenuhi penilaian-
penilaian, berikut penilaiannya: 
Penilaian kualitas sperma secara langsung dapat ditunjukkan dari 
hasil keturunannya, akan tetapi itu memerlukan waktu yang cukup 
lama yaitu 9 bulan sehingga perlu pengamatan secara tidak 
langsung yang meliputi:
4
 
1) Secara makroskopis 
a) Volume sperma 
Rata-rata volume sperma pada ternak sapi dewasa yang 
dilakukan dengan alat elektrojakulator yaitu 8,6 ±1,6 ml 
dengan konsentrasi 1.018 ±457 juta spermatozoa/ml. 
b) Warna sperma 
Warna sperma sapi yang baik (normal) adalah berwarna 
seperti susu atau krem keputih-putihan dan keruh. Ada juga 
yang kekuning-kuningan (10%) karena pengaruh riboflavin 
yang bersifat autosomal resesif. Sperma biasanya berbau 
spesifik. 
c) Keasaman (pH) sperma 
Keasaman sperma dapat diukur dengan alat pH meter atau 
dengan kertas lakmus. Pada sapi, sperma mempunyai pH 6,2 
sampai 6,8. Sperma sapi biasanya agak asam. 
d) Konsistensi sperma 
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 Ismaya, Bioteknologi Inseminasi Buatan Pada Sapi Dan Kerbau…, (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 2014), hlm.35. 
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Konsistensi atau kekentalan sperma dapat dilihat dengan cara 
menggoyang-goyangkan tabung yang berisi sperma secara 
pelan. Konsistensi insi berkaitan dengan warna sperma. 
Dengan melihat warna sperma (normal) dapat memprediksi 
konsentrasi spermatozoa, yaitu: 
(1) Kental atau warna krem : 1.000 sampai 2.000 juta 
spermatozoa/ml. 
(2) Encer atau keruh         : 500 sampai 900 juta 
spermatozoa/ml. 
(3) Cair atau agak keruh      : 100-400 juta 
spermatozoa/ml. 
(4) Jernih           : kurang dari 100 juta 
spermatozoa/ml.  
2) Secara mikroskopis 
Untuk mengetahui motilitas sperma harus dilakukan secara cepat 
atau langsung setelah sperma tersebut di tampung, untuk 
mengetahuinya dengan menggunakan mikroskop dengan suhu 37 
derajat Celcius.  Motilitas sperma pada sapi yaitu 81,3 ±13,9%. 
Motilitas spermatozoa di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 
a) Suhu, suhu dingin akan menghambat motilitas sedangkan 
suhu panas akan mempercepat motilitas. 
b) Zat kimia, urine dan kotoran yang mencemari sperma bisa 
menurunkan motilitas. 
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c) Ejakulat pertama sesudah istirahat lama biasanya banyak sel 
sperma yang mati dan hal ini menyebabkan menurunnya 
presentase motilitas. 
3) Fisis/kemis 
Untuk mengetahui kualitas sperma secara kemis/fisisv dapat 
dilakukan beberapa uji, yaitu: 
a) Resistensi terhadap 1% NaCl, ambil sperma sebanyak 0,02 
sampai 0,05 ml kemudian masukkan pada tabung 
Erlenmeyer. Tambahkan 10 ml 1% NaCl, kemudian periksa 
dibawah mikroskop. Bila masih ada gerakan sel sperma, 
tambahkan lagi 10n ml, periksa lagi dibawah mikroskop. 
Penambahan terus dilakukan sampai sudah tidak terlihat 
adanya gerakan sperma atau sperma sudah mati. Resistensi 
bisa dihitung dengan cara mengetahui perbandingan antara 
volume NaCl yang digunakan dengan volume sperma yang 
digunakan. Semakin banyak volume NaCl yang digunakan 
semakin baik kualitas spermanya. Nilai resistensi sperma sapi 
sekitar 500 sampai 20.000. Bila resistensi lebih dari 3000 bisa 
di proses lebih lanjut dan digunakan untuk inseminasi buatan.   
b) Resistensi terhadap dingin (cold shock) 
Ambil 1 sampai 2 ml sperma, kemudian ditaruh di tabung 
reaksi dan masukkan kedalam air es selama 10 menit. Setelah 
itu ambil satu tetes sperma kemudian tambahkan 2 sampai 3 
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tetes methilen blue (eosin) dan buatlah preparat apus. Amati 
preparat apus dibawah mikroskop, hitung berapa sel sperma 
yang hidup atau mati. Bandingkan hasil perhitungan dengan 
presentase sel sperma hidup/mati sebelum sperma 
didinginkan. Perbedaan presentase sel sperma hidup/mati 
tersebut diakibatkan terjadinya cold shock. 
c) Resistansi terhadap asam 
Sperma segar dititrasi dengan menggunakan 0,1 N H2SO4 
atau dengan 0,1 N HCl maka akan terjadi penurunan pH antara 
0,85 sampai 1,66. Titrasi terus dilanjutkan sampai tidak ada 
gerakan spermatozoa lagi. 
 Sperma yang berkualitas baik ditentukan oleh beberapa faktor yaitu 
tergantung pada tata laksana pejantan dalam kondisi tetap sehat dengan 
pakan yang sehat. Sperma sapi dapat diproduksi atau ditampung pada usia 
1,5 sampai 2,0 tahun, sedangkan kalau kerbau pada usia 2,0 sampai 2,5 
tahun. Sperma dapat ditampung dengan beberapa cara: 
a. Penampungan tanpa aksi perkawinan 
1) Pengurutan (massage) 
Cara penampungan sperma dengan pengurutan mula-mula di 
lakukan oleh Case pada tahun 1925. Sapi yang akan ditampung 
spermanya terlebih dahulu dirangsang dengan sapi yang sedang 
berahi atau dengan sapi betina yang sedang berahi (kalau ada), 
tetapi dijaga jangan sampai terjadi perkawinan atau kopulasi. 
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Setelah pejantan cukup terangsang maka segera dapat di 
lakukan pengurutan, tetapi terlebih dahulu perlu memotong bulu-
bulu dibagian prepusium (preputium) dan membersihkan 
prepusium dengan air hangat, kemudian dilap dengan handuk yang 
bersih, lalu sapi ditempatkan pada kandang khusus, kemudian 
masukkan tangan kedalam rectum (rectum) secara pelan-pelan dan 
hati-hati tanpa melawan kontraksi rectum karena bila tangan tetap 
maju melawan kontraksi dapat menyebabkan pelukaan atau 
pendarahan didalam rectum. Kemudian kotoran (feaces) didalam 
rectum dikeluarkan sampai bersih, setelah itu tangan sedikit 
ditekan kebawah untuk mencari dan mengurut ampularis dan 
vesikularis dari arah depan ke belakang secara lembut. Ulangi 
sampai terjadi ejakulasi yang spermanya sudah siap ditampung 
pada tabung penampungan.  
Apabila sudah dilakukan pengurutan, tetapi sperma belum 
juga keluar, cobalah meluruskan penis yang membelok membentuk 
huruf S (fleksura sigmoid) melalui rectum, dengan sedikit menekan 
kea rah bawah belakang.
5
 Jika pengurutan dilakukan dibagian 
ampularis dapat menghasilkan sperma antara 0,5 sampai 23,0 ml, 
sedangkan jika pengurutan dilakukan pada bagian vesikularis dapat 
menghasilkan sperma sebanyak 0,5 sampai 21,0 ml.
6
 
                                                          
       
5
 Ismaya, Bioteknologi Inseminasi Buatan Pada Sapi Dan Kerbau…, (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 2014), hlm. 31. 
       
6
 Ibid. 
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2) Rangsangan listrik (electroejaculator) 
 Pada tahun 1936 seorang Australia bernama Gunn 
melakukan penampungan sperma domba untuk yang pertama 
kalinya menggunakan elektrojakulator (electroejaculator), 
kemudian dilakukan pula penampungan sperma dengan 
menggunakan elektroejakulator pada sapi. 
 Elektroejakulator terdiri dari transformator, batang karet, 
dan gelang-gelang elektroda pada batang karetnya. Batang karet di 
elektroda pada sapi dan kerbau mempunyai ukuran panjang 60 cm 
dan garis penampang 5 cm, serta jarak cincin 4,5 cm.
7
 
 Cara menggunakan elektroejakulator yaitu pertama tangan 
dimasukkan kedalam rektum dan membersihkan kotorannya. 
Batang karet (probe) diberi pelican lalu dimasukkan kedalam 
rektum (30 sampai 45 cm) pada sapi atau kerbau, lalu probe  
ditekan ke dasar pelvis. Kemudian voltase dinaik turunkan (dari 
nol ke dua dan seterusnya) dan dikembalikan ke nol setelah 
dipertahankan 3 sampai 5 detik, dengan tingkat penambahan 
voltase sebesar 2 volt. Penis mulai ereksi kira kira setelah voltase 
mencapai 5 volt dan pada saat itulah mulai disekresikan cairan dari 
kelenjar tambahan (accessory glands). Ejakulasi biasanya terjadi 
setelah mencapai 10 sampai 20 volt dengan kuat arus sebesar 0,5 
sampai 1,0 Ampere. Peningkatan voltase secara mendadak 
                                                          
       7 Ibid. 
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berakibat pejantan seakan akan mau meloncat dan ejakulasi tanpa 
ereksi sehingga sperma terkontaminasi dengan kotoran dari 
prepusium. Disamping itu, banyak sperma yang tertinggal di 
prepusium.
8
 
 Pada penampungan sperma dengan menggunakan 
elektroejakulator berprinsip bahwa rangsangan harus mengenai 
pusat ejakulasi yang berada di daerah sumsum tulang belakang 
(medulla spinalis) dan daerah lumbal (antara vertebrae lumbal  ke 
4 dengan sacral pertama). Jika rangsangan listrik mengenai lumbal 
terakhir, maka penis tidak ereksi dan akan diperoleh sperma yang 
kental. Namun, apabila rangsangan listrik tersebut mengenai sacral 
pertama, maka penis ereksi dan menghasilkan sperma yang encer 
karena banyak mengandung cairan dari kelenjar prostat dan 
vesikularis. Hasil penampungan sperma dengan elektroejakulator 
biasanya mempunyai volume yang lebih besar, dengan konsentrasi 
yang lebih rendah, tetapi dapat memberikan hasil dengan 
presentase konsepsi yang sama apabila dibandingkan dengan 
sperma dari hasil penampungan dengan menggunakan vagina 
buatan. Penggunaan elektroejakulator terutama pada pejantan 
unggul, tapi karena sesuatu hal, misalnya lumpuh, cedera kakinya, 
atau impoten, maka tidak dapat ditampung dengan menggunakan 
                                                          
       
8
 Ismaya, Bioteknologi Inseminasi Buatan Pada Sapi Dan Kerbau…, (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 2014), hlm. 32. 
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vagina buatan. Umur berpengaruh terhadap kualitas sperma.
9
 
Semen (sperma) ketika ditransaksikan untuk kegunaan inseminasi 
buatan pada sapi dalam bentuk semen (sperma beku) kemudian 
dicairkan oleh cairan N2. 
d. Ada nilai tukar pengganti barang. 
Nilai tukar pengganti semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi 
sekaligus jasa penyuntikannya yaitu berupa uang, biasanya peternak 
membayar dengan harga Rp. 60.000.
10
 
 Disamping itu, selain harus memenuhi rukun jual beli, dalam Islam 
juga harus memenuhi syarat jual beli yaitu: 
1. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad yaitu penjual 
dan pembeli. 
a. Mumayyiz, baligh dan berakal.  
Dalam jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi pelaku 
yang berakad semuanya mumayyiz, baligh dan berakal. Ini 
dibuktikan dengan peternak (pembeli) yaitu bapak Mitro Sukimin 
yang sudah berusia 65 tahun dan pekerjaannya sebagai petani; 
bapak Suroto yang sudah berusia 58 tahun dan bekerja sebagai 
buruh; ibu Estu Mulyani yang sudah berusia 40 tahun dan bekerja 
sebagai buruh.  
                                                          
       
9
 Ismaya, Bioteknologi Inseminasi Buatan Pada Sapi Dan Kerbau…, (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 2014), hlm. 33. 
       
10
 Mitro Sukimin, Peternak, Wawancara Pribadi, 11 Juni 2019, jam 11.00-11.20 WIB. 
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b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya 
atau yang lainnya. 
Dalam jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi pelaku 
yang berakad memang benar-benar saling membutuhkan dan tidak 
menyia-nyiakan hartanya (pemborosan). Seperti pernyataan ibu 
Estu Mulyani bahwa, beliau mengatakan bahwa beliau sangat 
membutuhkan teknik inseminasi buatan pada sapi karena beliau 
tidak bisa mengawinkan sapinya dengan cara alami serta dijaman 
sekarang hampir tidak ada peternak yang menyewakan sapi 
jantannya untuk mengawini sapi betinanya.
11
 
c. Tidak terpaksa dalam melakukan akad.  
Dalam jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi para 
pelaku melakukannya atas dasar mau sama mau (saling 
membutuhkan) dan tidak adanya keterpaksaan. 
2. Syarat yang berhubungan dengan ma‟qud „alaih/tsaman dan mutsman 
(nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjual belikan) 
Para ulama menyepakati tiga syarat: 
a. Harta yang diperjual belikan itu harta yang dipandang sah oleh 
agama. 
Para ulama Hanafiyyah, Malikiyah, Syafi‟iyyah dan 
Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah melakukan jual beli 
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 Estu Mulyani, Buruh, Wawancara Pribadi, 11 juni 2019, jam 12.00-12.30 WIB. 
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khamar, babi, bangkai, darah dan sperma karena semua itu 
menurut asalnya tidak dianggap mal (harta).
12
 
“Dari Ibn Umar r.a. ia berkata: Nabi Saw. Telah melarang jual 
beli sperma kuda jantan.” (HR. al-Bukhari). 
 
Mengawinkan kuda jantan dengan kuda betina, kemudian 
mendapatkan jasa dari perbuatan itu dilarang dalam Islam. Sperma 
jantan menurut ulama fiqh tidak termasuk mal mûtaqâwwim dan 
tidak diketahui kadarnya serta tidak dapat diserah terimakan secara 
jelas. 
Akan tetapi praktik yang terjadi sekarang ini jual beli 
semen (sperma) sangat memberikan nilai ekonomis bagi peternak 
dan juga sangat memberikan dampak positif bagi para peternak dan 
juga semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi bisa diketahui 
kadar kualitas dan kuantitasnya dan juga bisa diserahterimakan. 
b. Harta yang diperjual belikan itu dapat diketahui oleh penjual dan 
pembeli. 
Dalam jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada 
sapi sperma tersebut dapat diketahui takarannya melalui penilaian 
kualitas dan kuantitas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 
c.  Harta yang diperjual belikan itu tidak dilarang oleh agama. 
Dalam Islam terdapat hadis yang melarang jual beli sperma yaitu:
13
 
                                                          
       
12
 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan…, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016), hlm. 
77. 
13
 Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dhahak al-Tirmidzi, “Sunan al-Tirmidzi”, 
“Babu majaa fi karahiyati ngasbifa‟li”, (Beirut: Dar al-Maghrib al-Islamiy, 1998), II:563. Hadis 
dari Ahmad bin Mani‟ dan Abu Amar. 
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3721 -  :َلَاق ،َةَّيَلُع ُنمبا ُليِعَا مسِْإ اَن َث َّدَح :َلاَاق ٍرا َّمَع ُوَبأَو ،ٍعيِنَم ُنمب ُدَ محَْأ اَن َث َّدَح
 َمَّلَسَو ِهميَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُّبَِّنلا ىَه َن :َلَاق َرَمُع ِنمبا ِنَع ،ٍعِفَان منَع ،ِمَكَلحا ُنمب ُّيِلَع َانَر َب مخَأ
.ِل محَفلا ِب مسَع منَع 
 َو.ٍديِعَس بَِأَو ،ٍسََنأَو ،ََةرم يَرُه بَِأ منَع ِباَبلا فِ 
 
Artinya: 1290. Ahmad bin Mani‟ dan Abu Amar menceritakan kepada 
kami, Ali Hakam menceritakan kepada kami dari Nafi‟ dari Ibnu 
Umar berkata :”Nabi saw melarang untuk menjual air mani 
pejantan”.14 
 
Akan tetapi, praktik yang terjadi sekarang ini terdapat jual beli 
semen (sperma) pada inseminasi buatan pada sapi, ini terjadi karena 
inseminasi buatan pada sapi sangat dibutuhkan oleh peternak dan jika 
tidak adanya inseminasi buatan pada sapi maka pertama, peternak akan 
mengalami kesusahan jika sapi ternaknya mengalami birahi (minta 
kawin) sedangkan peternak tidak memiliki pejantan unggulan. Kedua, 
dipastikan hasil populasi ternak sapi juga akan menurun dan hasil 
produksi daging sapi di daerah Karanganyar juga akan mengalami 
penurunan. Terbukti menurut badan statistik kabupaten karanganyar 
tahun 2017, hasil ternak besar tertinggi yaitu sapi sebanyak 99,03% 
dengan bantuan inseminasi buatan pada sapi. Ketiga, mudahnya ternak 
terkena penyakit menular pada kelamin. 
Berikut merupakan manfaat tehnik inseminasi buatan pada sapi: 
a. Secara ekonomis peternak mendapatkan keuntungan 
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 Abu Isa Muhammad bin „Isa bin Surah At Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi Jilid II, terj.Moh. 
Zuhri,dkk., (Semarang: CV. Asy Syifa‟,1992), hlm. 632. 
84 
 
Jika peternak hanya memiliki satu sapi yaitu sapi betina maka 
peternak tidak perlu harus membeli sapi jantan supaya bisa 
mengawini sapi betinanya. Peternak hanya menghubungi jasa 
inseminator untuk mengawinkan sapi betinanya maka peternak 
bisa mendapatkan peranakan sapi yang unggul.
15
 
b. Mencegah menularnya penyakit kelamin yang biasanya terjadi jika 
dikawinkan secara alami. 
c. Meningkatkan populasi ternak (sapi) yang berkualitas. 
d. Adanya inseminasi buatan maka proses bimbingan dan penyuluhan 
pada peternak berjalan dengan baik. Oleh karena itu peternak bisa 
lebih memahami atau mencermati jika ternaknya sedang birahi. 
e. Pelayanan inseminasi buatan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. 
Sedangkan kerugian inseminasi buatan adalah: 
a. Jika dalam suatu daerah jumlah pejantannya sedikit maka 
menyebabkan hasil bibit sperma juga terbatas dan hal itu akan 
menyebabkan adanya perkawinan keluarga atau inbreeding 
sehingga produktifitas ternaknya menurun. 
b. Jika sapi atau kerbau dara di IB dengan sperma pejantan yang 
bertubuh besar sering terjadi susah beranak, oleh karena itu 
sebaiknya sapi dikawinkan secara alami terlebih dahulu atau di IB 
dengan hewan yang sejenis. 
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 Aries, Kepala UPT IB DISNAKAN Karanganyar, Wawancara Pribadi, 18 Februari 2019, 
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c. Jika sperma tercemar penyakit kelamin maka akan mudah terjadi 
penyebaran penyakit secara meluas. 
d. Jika inseminator kasar atau ceroboh maka dapat menimbulkan luka 
pada alat kelamin hewan tersebut hingga sampai infeksi.
16
 
3. Syarat yang berkaitan dengan sîghat (îjâb dan qabûl) 
a. Îjâb qabûl diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual 
beli yang biasa diketahui masyarakat.  
Dalam jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada 
sapi biasanya peternak jika mengetahui ternaknya ada ciri-ciri 
birahi (minta kawin) maka peternak langsung menghubungi 
inseminator dan berkata:  
“pak niki sapinipun ngedalaken liur wonten alat kelaminipun, 
kadosipun nyuwun kawin (birahi)”,17  
 
inseminator menjawab: “nggih mangkih kulo tindak mriko”. 
Setelah 6 jam dari munculnya tanda birahi pada sapi inseminator 
datang ke peternak untuk melihat keadaan sapinya. Setelah 
inseminator memastikan bahwa sapi tersebut benar-benar birahi 
(minta kawin) selanjutnya inseminator melakukan proses 
inseminasi buatan pada sapi dengan memasukkan semen (sperma) 
ke alat kelamin sapi. Setelah proses inseminasi buatan pada sapi 
selesai kemudian peternak membayar jasa pelayanan IB dan 
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 Ismaya, Bioteknologi Inseminasi Buatan Pada Sapi Dan Kerbau…, (Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 2014), hlm. 6. 
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 Suroto, Buruh, Wawancara Pribadi, 11 juni 2019, jam 11.30-12.00 WIB. 
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retribusi IB sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Ayat 2 
berisi, alokasi pemanfaatan retribusi pemakaian container di Pos 
Inseminasi Buatan/IB sebesar 85% (delapan puluh lima persen) 
digunakan untuk operasional, sarana dan prasarana IB. Yang 
dimaksud operasional, sarana dan prasarana pada pasal 10 ayat 2 
yaitu seperti semen beku, plastic sheat dan plastik glup (sarung 
tangan).
18
    
b. Îjâb qabûl dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya kedua belah 
pihak bertemu dan membicarakan topik jual beli tersebut. 
Setelah 6 jam dari munculnya tanda birahi pada sapi 
inseminator datang ke peternak untuk melihat keadaan sapinya. 
Setelah inseminator memastikan bahwa sapi tersebut benar-benar 
birahi (minta kawin) selanjutnya inseminator melakukan proses 
sinseminasi buatan pada sapi dengan memasukkan semen (sperma) 
ke alat kelamin sapi.  
Pembayaran pada kegiatan inseminasi buatan itu tergantung 
kepada kesepakatan para inseminator dan yang terkadang adanya 
perbedaan harga itu dikarenakan para inseminator itu sudah 
menyepakati harganya sesuai dengan jarak rumah peternak, jika 
jarak antara inseminator dengan rumah peternak itu lumayan jauh 
                                                          
       
18
 Aries, Kepala UPT IB DISNAKAN Karanganyar, Wawancara Pribadi, 18 Februari 2019, 
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maka ada biaya tambahan sedikit untuk sarana transportasi 
inseminator. 
 
2. Praktik jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi ditinjau 
dari macam-macam jual beli yang dilarang dalam fiqh mu’āmalah 
Selain melihat syarat dan rukun jual beli, dalam Islam juga harus 
mengetahui bahwa adanya macam-macam jual beli yang dilarang 
diantaranya adalah: 
1. Jual beli garar 
a) Bay‟ al-Maḍamin dan Bay‟ al-Malaqiḥ 
Jual beli ini adalah menjual sperma yang berada dalam sulbi 
unta jantan. Maksudnya penjual membawa hewan pejantan kepada 
hewan betina untuk dikawinkan dan anak hewan dari hasil 
perkawinan tersebut menjadi milik pembeli. Sedangkan bay‟ al-
malaqiḥ adalah menjual janin unta hewan yang masih berada 
dalam perut induknya.
19
 
Para ulama sepakat mengenai keharaman kedua jual beli 
tersebut dikarenakan mengandung garar (ketidakjelasan), jahalah 
(ketidaktahuan), dan „adam al-qudrat „ala al-taslim (tidak bisa 
diserahterimakan pada waktu akad). 
 Akan tetapi dalam jual beli semen (sperma) inseminasi 
buatan pada sapi yang berkembang saat ini semen (spemanya) bisa 
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 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 109 
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di ketahui banyak dan kualitasnya dan semen (spermanya) itu 
berbentuk semen beku kemudian jika ingin digunakan untuk 
kegiatan inseminasi buatan baru dicairkan dengan cairan N2 maka 
semen (sperma) bisa diserah terimakan. Jual beli semen (sperma) 
untuk kegiatan inseminasi buatan pada sapi sangat dibutuhkan 
untuk pengembangbiakan. Jika tidak terdapat jual beli semen 
(sperma) ini tidak ada maka peternak akan kesusahan untuk 
pengembangbiakan sapinya dan bahkan bisa saja sapi tersebut 
populasinya bisa berkurang hingga punah. 
b) Bay‟ „Ashab al-Fahl 
Jual beli ini adalah jual beli sperma hewan pejantan 
(landuk). Maksudnya adalah jual beli sperma hewan pejantan 
unggul untuk pengembangbiakan hewan agar menghasilkan 
keturunan yang bagus. Jual beli ini dilarang karena sperma bukan 
termasuk harta yang bernilai dan tidak diketahui serta tidak mampu 
diserahkan.
20
 
Bay‟ Ashab al-Fahl dilarang karena sperma dianggap bukan 
termasuk harta yang bernilai. Akan tetapi dalam kenyataanya 
sekarang ini paktik jual beli semen (sperma) inseminasi buatan 
pada sapi yang terjadi justru sangat memiliki nilai ekonomis untuk 
para peternaknya. Contohnya jika tidak ada jual beli semen 
(sperma) peternak akan kesusahan jika sapinya mengalami birahi 
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(minta kawin) karena tidak memiliki sapi pejantan yang 
kualitasnya bagus yang bisa memberikan keturunan yang bagus 
pula. Inseminasi buatan pada sapi ini sangat memberi nilai 
ekonomis buat peternak karena disamping bisa memberi hasil 
peranakan yang unggul juga memudahkan peternak untuk 
mengawinkan sapinya (minimal satu tahun peternak bisa 
menanghasilkan satu peranakan sapi). Obyek yang di jual belikan 
semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi bisa diketahui bentuk 
atau wujudnya dan bisa diserah terimakan dalam bentuk semen 
beku. 
2. Jual beli yang dilarang karena riba 
Dalam jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi tidak 
terdapat riba, walaupun dalam praktiknya terkadang adanya perbedaan 
harga itu dikarenakan dalam jual beli ini pihak yang menjual semen 
(sperma) dan jasa yaitu inseminator (dokter hewan). Inseminator 
tersebut memiliki kelompok kerja dengan inseminator lain dan 
mengenai ketentuan harganya inseminator memiliki ketentuan sendiri, 
tergantung pada radius atau jaraknya. Jika jarak rumah peternak dengan 
inseminator (dokter hewan) semakin jauh maka bayarnya juga semakin 
mahal dikarenakan adanya tambahan untuk uang transportasi yang 
semakin banyak.
21
 Jual beli semen (sperma) insemansi buatan pada sapi 
juga tidak bisa dikatakan maysir karena belum tentu sekali 
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menyuntikkan spermanya sapi langsung bunting itu dikarenakan faktor 
genetika. Jika gen sapi masih murni (sapi jawa/sapi putih) biasanya 
sekali suntik langsung bunting, tetapi jika gen sapi udah campuran atau 
sudah adanya persilangan (shimpo/sapi putih campur coklat) itu 
biasanya tiga sampai lima kali penyuntikan sperma sapi baru bisa 
bunting. 
 
B. Analisis Jual Beli Semen (Sperma) Inseminasi Buatan Pada Sapi 
Dalam Perspektif Fiqh Mu’āmalah 
Hukum Islam tidak lahir dari yang hampa (eksnihilo), di ruang 
hampa (innihilo), melainkan terlahir di tengah dinamika pergulatan 
kehidupan masyarakat sebagai jawaban solusi atas problematika aktual 
yang muncul. Problematika masyarakat selalu berkembang dan berubah 
seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu sendiri.
22
 
Dalam hal ini hukum Islam telah memberikan prinsip-prinsip 
penting mengenai pengembangan yang rasional dalam upaya adaptasi 
dengan lingkungan barunya. Guna memperoleh ketentuan-ketentuan 
hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan 
kebutuhan masyarakat, menurut Dr. Pujioni yang dikutip dari Ahmad 
                                                          
       
22
 Pujiono, Hukum Islam & Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran 
Perilaku Kaum Santri, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 59. 
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Azhar Basyir menjelaskan bahwa hukum mu‟āmalah Islam mempunyai 
prinsip-prinsip yaitu:
23
 
1. Pada dasarnya segala bentuk mu‟āmalah adalah mubah, kecuali yang 
ditentukan lain oleh Al-Qur‟ān dan Sunnah Rasul saw. 
Terdapat hadis yang melarang jual beli sperma yaitu hadis Dari Ibnu 
Umar ia berkata, “Rasulullah SAW. melarang menjual semen 
hewan”.24 Hal ini dilarang karena yang diperjual belikan itu tidak 
diketahui banyak dan timbangannya. Akan tetapi, dengan 
perkembangan zaman dan teknologi yang terjadi sekarang ini jual beli 
semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi dapat diketahui takaran 
kualitas dan kuantitasnya. Bahkan juga bisa diserahterimakan karena 
semen (sperma) yang dijual dalam bentuk semen beku. 
2. Mu‟āmalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur 
paksaan. 
Dari hasil wawancara dengan peternak menunjukkan bahwa peternak 
tidak ada unsur paksaan, justru dengan adanya inseminasi buatan pada 
sapi ini peternak merasa terbantu karena dijaman sekarang sudah tidak 
ada lagi yang menyewakan sapi betina untuk mengawini sapi 
jantannya (kawin alami). Peternak juga tidak perlu memiliki sapi 
jantan jika ingin mengawinkan sapi betinanya. 
                                                          
       
23
 Pujiono, Hukum Islam & Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran 
Perilaku Kaum Santri, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 120. 
       
24
 Ibnu Mas‟ud, Fiqh Madzhab Syafi‟I Buku 2: Muamalat”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 
2007), hlm. 33. 
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3. Mu‟āmalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat 
dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. 
Dalam jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi 
memberikan dampak positif untuk masyarakat khususnya peternak 
seperti yang telah dijelaskan diatas. 
4. Mu‟āmalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, 
menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan 
kesempatan dalam kesempitan. 
Dalam jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi yaitu 
dengan memelihara keadilan yaitu penjual (inseminator) merasa 
diuntungkan secara materiil, peternak juga merasa diuntungkan yaitu 
tanpa memiliki sapi jantanpun dengan teknologi inseminasi buatan sapi 
betinanya sudah bisa hamil dan memiliki peranakan dan juga dalam 
segi harga juga sudah jelas terdapat peraturannya yaitu dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 
Tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan Dan 
Perikanan Bab IV Pasal 10 yang menjelaskan bahwa, ayat 1 berisi, 
setiap orang, peternak atau badan yang telah menerima pelayanan 
inseminasi buatan (IB) wajib membayar jasa pelayanan inseminasi 
buatan dan retribusi inseminasi buatan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah yang berlaku. Ayat 2 berisi, alokasi pemanfaatan 
retribusi pemakaian container di Pos Inseminasi Buatan/IB sebesar 
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85% (delapan puluh lima persen) digunakan untuk operasional, sarana 
dan prasarana IB.
25
 
 Jadi dapat diketahui bahwa jual beli semen (sperma) inseminasi 
buatan pada sapi sekarang ini berbeda dengan jual beli sperma pada 
zaman dahulu. Jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi 
dapat diketahui takaran kualitas dan kuantitasnya dan juga bisa diserah 
terimakan dalam bentuk semen beku. 
 Berdasarkan keterangan diatas maka dapat di tarik kesimpulan 
bahwa jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi sudah 
memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam fiqh mu‟amalah. Jual beli 
Semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi juga tidak terdapat garar 
atau ribanya. Dengan adanya jual beli ini juga memberikan dampak 
yang positif untuk para peternak dibuktikan dengan meningkatnya 
populasi ternak sapi di Kabupaten Karanganyar. 
 
                                                          
       
25
 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 
Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab 
sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan 
penelitian. Dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Dalam jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi di 
Kabupaten Karanganyar sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli 
dalam fiqh mu’āmalah. Jual beli semen (sperma) inseminasi buatan 
pada sapi tersebut juga tidak terdapat garar karena semen (sperma) 
inseminasi buatan pada sapi dapat diketahui takaran kualitas dan 
kuantitasnya, jika sapi sekali suntik tidak bisa langsung hamil harus 
dilakukan 3-4 kali suntikan baru bisa bunting, ini juga tidak bisa 
dikatakan garar karena itu disebabkan oleh faktor genetika. Jual beli 
ini tidak terdapat riba karena praktik yang terjadi di Kabupaten 
karanganyar semua harga praktik inseminasi buatan pada sapi sama 
yaitu Rp 60.000,- jika ada yang berbeda harganya itu dikarenakan 
faktor jarak atau radius (tambahan untuk uang transportasi). 
2. Guna memperoleh ketentuan-ketentuan hukum mu’āmalah yang baru 
timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, menurut 
Dr. Pujioni yang dikutip dari Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa 
hukum mu’āmalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yaitu: 
a. Pada dasarnya segala bentuk mu’āmalah adalah mubah, kecuali 
yang ditentukan lain oleh Al-Qur’ān dan Sunnah Rasul saw. 
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b. Mu’āmalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung 
unsur paksaan. 
c. Mu’āmalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan 
manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat 
d. Mu’āmalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, 
menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan 
kesempatan dalam kesempitan. 
Oleh karena itu, jual beli semen (sperma) inseminasi buatan pada 
sapi ini diperbolehkan mengingat terpenuhinya rukun dan syarat jual beli 
dalam fiqh mu’āmalah dan banyaknya manfaat yang ditimbulkan dengan 
adanya teknologi tersebut untuk peternak sapi dibandingkan dengan 
mudharatnya serta jual beli ini juga terbebas dari maysir, garar dan riba. 
 
B. Saran 
Adapun saran-saran yang dianjurkan penyusun pada permasalahan 
yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini yaitu:  
1. Kasus inseminasi buatan pada sapi tersebut belum ada fatwa dari MUI, 
penulis berharap kasus ini dapat di fatwakan agar umat muslim di 
Indonesia mendapatkan kejelasan hukum mengenai kasus tersebut.  
2. Sebaiknya adanya sosialisasi atau informasi mengenai dana 
pembayaran kegiatan inseminasi buatan itu kemana, soalnya terkadang 
ada peternak yang bertanya kenapa ada perbedaan, di daerah lain saja 
kegiatan inseminasi buatan tidak dipungut biaya, akan tetapi di 
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Kabupaten Karanganyar kegiatan inseminasi buatan masih dipungut 
biaya.   
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Lampiran 4 
Hasil Wawancara (Field Note) 
 
Catatan Lapangan Hasil wawancara 1 
Informan : Aries  
Profesi  : Kepala UPT IB 
Waktu  : 18 Februari 2019 jam 09.00-10.00 WIB  
Tempat : DISNAKAN Karanganyar 
 
1. Apakah inseminasi buatan itu ? 
Jawaban:  
Inseminasi buatan pada sapi adalah teknologi reproduksi untuk 
menghasilkan anak dengan cara kawin secara buatan. Teknologi ini sangat 
membantu para peternak yang ingin mengawinkan sapi betina tetapi tidak 
memiliki sapi pejantan yang unggul untuk mengawininya, maka diefisiensi 
oleh teknologi dengan menggunakan inseminasi buatan hewan atau kawin 
suntik 
2. Tujuan atau manfaat inseminasi buatan ? 
Jawaban:  
a. Memperbaiki keturunan dari peternak 
Inseminasi buatan bisa memperbaiki keturunan dari ternak karena semen 
(sperma) yang digunakan untuk inseminasi buatan adalah semen dari 
pejantan yang unggul dengan kualitas yang bagus.  
b. Mempercepat peningkatan populasi 
Jika sapi terdapat tanda-tanda birahi maka peternak langsung bisa 
menghubungi inseminator untuk mengawinkan ternaknya dengan 
inseminasi buatan tanpa harus bersusah payah mencari pejantan yang 
unggul. Inseminasi buatan bisa mempercepat peningkatan populasi 
karena setelah ternak melahirkan dan terdapat birahi maka ternak 
langsung bisa di kawinkan suntik lagi, jadi dalam satu tahun peternak 
bisa mendapatkan satu anak (pedet). 
c. Secara ekonomis peternak mendapatkan keuntungan 
Jika peternak hanya memiliki satu sapi yaitu sapi betina maka peternak 
tidak perlu harus membeli sapi jantan supaya bisa mengawini sapi 
betinanya. Peternak hanya menghubungi jasa inseminator untuk 
mengawinkan sapi betinanya maka peternak bisa mendapatkan 
peranakan sapi yang unggul. 
3. Apa saja alat/barang yang dipergunakan untuk kegiatan inseminasi buatan 
pada sapi ? 
Jawaban: 
Gun, plastik glove, semen beku, plastic shet, Tissue, gunting, tabung N2 
cair. 
4. Apa saja macam-macam semen beku atau straw yang digunakan Dinas 
Peternakan Karanganyar untuk melakukan inseminasi buatan tersebut ? 
Jawaban:  
Jenis semen beku (straw) yang digunakan Dinas Peternakan Karanganyar 
yaitu shimental (semen untuk sapi metal), PO (semen untuk peranakan 
ongol), limosin.  
5. Cara memperoleh semen tersebut bagaimana dan berapa harganya ? 
Jawaban:  
Dinas Peternakan Karanganyar membeli semen (sperma)  langsung dari 
BIB (Badan Inseminasi Buatan). 
 
 
 
6. Adakah peraturan dari Dinas Peternakan yang mengatur tentang kegiatan 
inseminasi buatan pada sapi ? 
Jawaban:  
Ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 
Tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan Dan Perikanan. 
7. Didalam PERDA Karanganyar pasal 10 yang menyebutkan bahwa : 
a. Setiap orang, peternak atau badan yang telah menerima pelayanan IB 
wajib membayar jasa pelayanan IB dan retribusi IB sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah yang berlaku. 
b. Alokasi pemanfaatan retribusi pemakaian container di Pos Inseminasi 
Buatan/IB sebesar 85% (delapan puluh lima persen) digunakan untuk 
operasional, sarana dan prasarana IB. 
Operasional, sarana dan prasarana yang dijelaskan dalam pasal 10 ayat 2 
itu meliputi apa saja ? 
Jawaban:  
Operasional, sarana dan prasarana yang dimaksud disitu adalah semua 
peralatan yang digunakan dalam praktik inseminasi buatan pada sapi 
sekaligus jasa inseminator. 
8. Apa yang membedakan dari kebijakan pemerintah mengenai UPSUS 
SIWAP yang di terapkan di sukoharjo,klaten,boyolali di gratiskan dan di 
karanganyar masih perlu membayar ? 
Jawaban:  
Karena di Karanganyar lebih mengutamakan Perda maka semen bekunya 
dari pihak dinas juga beli sendiri ke BIB Lembang. 
9. Berapa % (persen) peternak sapi di kabupaten karanganyar dan berapa % 
peternak sapi yang menggunakan jasa inseminasi buatan pada sapi ? 
Jawaban:  
sekitar 95% 
10. Bagaimana cara peternak jika ingin melakukan jasa inseminasi buatan 
tersebut? ke inseminator yang ada di wilayah tersebut atau melalui dinas? 
Jawaban:  
Biasanya peternak langsung menghubungi inseminator yang ada di daerah 
sekitar. Minimal satu kecamatan terdapa satu inseminator. 
11. Apakah ada nota pembayaran dalam transaksi jasa inseminasi buatan 
tersebut ? 
Jawaban: Tidak terdapat nota, biasanya langsung membayar ke inseminator. 
 
 
Catatan Lapangan Hasil Wawancara 2 
Informan : Agus 
Profesi  : Inseminator 
Tempat : Delanggu Klaten 
Waktu  :17 Maret 2019 jam 08.00-09.00 WIB 
 
1. Alat apa saja yang digunakan dalam inseminasi buatan pada sapi? 
Jawaban: Gun, plastik glove, semen beku, plastic shet, Tissue, gunting, 
tabung N2 cair. 
2. Apa saja jenis semen (sperma) inseminasi buatan pada sapi yang 
digunakan? 
Jawaban: Shimental, PO dan limosin. 
3. Bagaimana cara dalam melakukan praktik inseminasi buatan pada sapi? 
Jawaban:  
a. Cairkan semen beku (thawing) dengan N2  terlebih dahulu. 
b. Keluarkan semen beku dari nitrogen cair (N2) kemudian masukkan 
kedalam air hangat selama 7-18 detik. 
c. Setelah di thawing, straw dikeluarkan dari air kemudian di keringkan 
dengan tissue. 
d. Kemudian straw dimasukkan dalam gun, dan ujung yang mencuat 
dipotong menggunakan gunting yang bersih. 
e. Selanjutnya plastik sheath dimasukkan pada gun yang sudah berisi 
semen beku/straw. 
f. Sapi dipersiapkan dengan cara mengikatnya agar tidak meronta. 
g. Inseminator memakai sarung tangan (glove) pada tangan yang akan 
dimasukkan ke rectum. 
h. Tangan inseminator dimasukkan ke rektuk sampai memegang leher 
rahim (servix), jika dalam rectum banyak kotoran maka kotoran 
tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu. 
i. Kemudian semen disuntikkan pada badan uterus. 
j. Setelah semua itu dilakukan maka tahap terakhir yaitu mengeluarkan 
gun dari uterus dan servix dengan perlahan-lahan. 
 
 
Catatan Lapangan Hasil Wawancara 3: 
Informan : Mitro Sukimin 
Profesi : Petani 
Tempat : Klangon Wetan, Matesih, Karanganyar 
Waktu : 11 juni 2019 jam 11.00-11.20 WIB 
1. Mengapa peternak menggunakan jasa inseminasi buatan pada sapi ? 
Jawaban:  
Menggunakan jasa inseminasi buatan pada sapi dikarenakan tidak bisa 
mengawinkan ternaknya secara alami. 
2. Apakah peternak merasa terbantu dengan adanya jasa inseminasi buatan 
pada sapi tersebut? 
Jawaban: 
Sangat terbantu karena di jaman sekarang sudah tidak ada orang yang 
menyewakan sapi jantan untuk mengawini sapi betina secara alami. 
3. Apakah biasanya jika menyuntikkan sapinya tersebut bisa langsung bunting 
atau harus beberapa kali suntik terlebih dahulu baru bisa bunting ? 
Jawaban: Biasanya 4-5 kali penyuntikan baru bisa bunting. 
4. Berapa biaya kawin suntik ? 
Jawaban: Sekali penyuntikan biasanya membayar Rp. 60.000,00 (Bapak 
Mitro Sukimin, Bapak Suroto dan Ibu Estu Mulyani). 
5. Bagaimana cara peternak jika membutuhkan jasa inseminasi buatan pada 
sapi ? ke inseminator yang ada di wilayah tersebut atau harus melalui dinas 
peternakan terlebih dahulu ? 
Jawaban: Biasanya langsung telfon ke mantri (inseminator). 
 
 
Catatan Lapangan Hasil Wawancara 4: 
Informan : Suroto 
Profesi : Buruh 
Tempat : Klangon Wetan, Matesih, Karanganyar 
Waktu : 11 juni 2019 jam 11.30-12.00 WIB 
1. Mengapa peternak menggunakan jasa inseminasi buatan pada sapi ? 
Jawaban:  
Menggunakan jasa inseminasi buatan pada sapi dikarenakan tidak bisa 
mengawinkan ternaknya secara alami. 
2. Apakah peternak merasa terbantu dengan adanya jasa inseminasi buatan 
pada sapi tersebut? 
Jawaban:  
Sangat terbantu karena saya sendiri tidak bisa mengawinkan sapi secara 
alami. 
3. Apakah biasanya jika menyuntikkan sapinya tersebut bisa langsung bunting 
atau harus beberapa kali suntik terlebih dahulu baru bisa bunting? 
Jawaban: Tidak, biasanya 3-4 kali baru bunting tetapi dulu pernah satu kali 
penyuntikan langsung bunting (untung-untungan). 
4. Berapa biaya kawin suntik ? 
Jawaban: Sekali penyuntikan biasanya membayar Rp. 60.000,00  
5. Bagaimana cara peternak jika membutuhkan jasa inseminasi buatan pada 
sapi ? ke inseminator yang ada di wilayah tersebut atau harus melalui dinas 
peternakan terlebih dahulu ? 
Jawaban: Biasanya langsung telfon ke mantri (inseminator). 
 
 
Catatan Lapangan Hasil Wawancara 5: 
Informan : Estu Mulyani 
Profesi : Buruh 
Tempat : Klangon Wetan, Matesih, Karanganyar 
Waktu : 11 juni 2019 jam 12.00-12.30 WIB 
1. Mengapa peternak menggunakan jasa inseminasi buatan pada sapi ? 
Jawaban:  
Menggunakan jasa inseminasi buatan pada sapi dikarenakan tidak bisa 
mengawinkan ternaknya secara alami. 
2. Apakah peternak merasa terbantu dengan adanya jasa inseminasi buatan 
pada sapi tersebut? 
Jawaban:  
Sangat terbantu karena saya tidak bisa mengawinkan sapi secara alami. 
3. Apakah biasanya jika menyuntikkan sapinya tersebut bisa langsung bunting 
atau harus beberapa kali suntik terlebih dahulu baru bisa bunting ? 
Jawaban: Biasanya 3-4 kali penyuntikan baru bisa bunting. 
4. Berapa biaya kawin suntik ? 
Jawaban: Sekali penyuntikan biasanya membayar Rp. 60.000,00. 
5. Bagaimana cara peternak jika membutuhkan jasa inseminasi buatan pada 
sapi ? ke inseminator yang ada di wilayah tersebut atau harus melalui dinas 
peternakan terlebih dahulu ? 
Jawaban: Biasanya langsung telfon ke mantri (inseminator). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
Daftar Informan 
 
A. Daftar Pejual 
 
B.Pembeli atau Peternak 
 
 
 
No. Nama Pekerjaan Agama Umur Alamat 
1. Aries 
Setyaningsih 
Kepala UPT IB 
DISNAKAN 
Karanganyar 
Islam - - 
2. Agus Inseminator di 
Kabupaten 
Klaten 
Islam - Delanggu, Klaten, Jawa 
Tengah 
No. Nama Pekerjaan Agama Umur Alamat 
1. Mitro Sukimin Petani Islam 65 th Klangon Wetan, 
Matesih, 
Karanganyar 
2. Estu Mulyani Buruh Islam 40 th Klangon Wetan, 
Matesih, 
Karanganyar 
3. Suroto Buruh Islam 58 th Klangon Wetan, 
Matesih, 
Karanganyar 
 
Lampiran 6 
Dokumentasi Wawancara 
 
Keterangan: 
Melihat praktik inseminasi buatan pada sapi dengan Bapak Agus (Inseminator 
Kab. Klaten). 
 
Keterangan: 
Melihat proses mencairkan semen beku menggunakan cairan N2. 
 
 
 
 
  
 
 
Keterangan : 
Wawancara dengan Bapak Mitro Sukimin (Peternak Sapi). 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
Wawancara dengan Bapak Suroto (Peternak Sapi). 
 
Keterangan: 
Wawancara dengan Ibu Estu Mulyani (Peternak Sapi). 
 Keterangan: 
Wawancara dengan Ibu Aries (Kepala UPT IB DISNAKAN Karanganyar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
2. Nama   : Santy Dyah Pratiwi 
3. Nim   : 152111190 
4. Tempat, Tanggal lahir : Sukoharjo, 27 Juli 1997 
5. Jenis kelamin  : Perempuan 
6. Alamat  : Kranon Rt.02/08 Blimbing, Gatak,Sukoharjo         
7. Nama ayah  : Maryanto 
8. Nama ibu  : Tutik 
9. Riwayat Pendidikan 
a. SD Negeri Blimbing 03 lulus tahun 2009 
b. SMP Negeri 1 Gatak lulus tahun 2012 
c. SMA Negeri 1 Kartasura lulus tahun 2015 
d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2015 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. 
 
 
Surakarta, 17 Juni 2019 
 
 
Santy Dyah Pratiwi  
 
 
 
 
 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR   11  TAHUN 2013 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN 
PERIKANAN 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR, 
Menimbang  : a. Bahwa dalam rangka melindungi dan 
meningkatkan kualitas sumber daya hewan 
untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, 
utuh dan halal, perlu dikembangkan wawasan 
dan paradigma baru dibidang peternakan, 
kesehatan hewan dan perikanan di Kabupaten 
Karanganyar sehingga pemanfaatannya dapat  
diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat; 
  b. bahwa dalam rangka peningkatan produksi dan 
produktifitas ternak dan ikan, mendorong 
pertumbuhan dan perkembangan usaha 
peternakan dan perikanan, serta menciptakan 
iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Daerah 
perlu menetapkan kebijakan  penyelenggaraan 
peternakan, kesehatan hewan dan perikanan; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu 
membentuk peraturan daerah tentang 
Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan 
dan Perikanan; 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 
Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 1992 Nomor 3495); 
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran 
 
 
Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 
  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5073); 
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5014); 
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 
tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, 
dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3101); 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 
tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3509); 
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 
tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
131, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3867); 
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 
tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4002); 
 
 
 
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 
tentang Keamanan, Mutu dan Gizi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4424); 
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 
Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 
2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5356); 
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12); 
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2008 Nomor 7); 
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 
2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 1). 
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR 
dan 
BUPATI KARANGANYAR 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN, KESEHATAN 
HEWAN DAN PERIKANAN 
 
 
 
 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar; 
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta 
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah; 
 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar; 
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang membidangi fungsi Peternakan, 
Kesehatan Hewan dan Perikanan; 
 5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan 
dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau 
bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, 
budidaya ternak, panen, pasca panen, 
pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya; 
 6. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang 
berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan 
hewan, pelayanan kesehatan hewan, 
pengendalian dan penanggulangan penyakit 
hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, 
medik konservasi, obat hewan dan peralatan 
kesehatan hewan, serta keamanan pangan; 
 7. Perikanan adalah semua kegiatan yang 
berhubungan dengan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya ikan dan 
lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, 
pengolahan sampai dengan pemasaran, yang 
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis 
perikanan; 
 8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh 
atau sebagian dari siklus hidupnya berada di 
darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara 
maupun yang dihabitatnya; 
 9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya 
diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan 
baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya 
yang terkait dengan pertanian; 
 10. Peternak adalah perorangan warga Negara 
Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha 
peternakan; 
 11. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di 
darat, air, dan/atau udara yang masih 
mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas 
maupun yang dipelihara oleh manusia; 
 12. Ternak besar adalah sapi, kerbau dan kuda; 
 13. Ternak kecil adalah kambing, domba dan babi; 
 
 
 
14. Unggas adalah setiap jenis burung yang 
dimanfaatkan untuk pangan antara lain : ayam, 
itik, entok, kalkun, angsa, merpati dan burung 
 
 
 puyuh; 
15. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk 
mengubah komposisi genetik pada sekelompok 
ternak dari suatu rumpun/ galur guna mencapai 
tujuan tertentu; 
 16. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih 
adalah bahan reproduksi hewan yang dapat 
berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan 
embrio; 
 17. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit 
adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan 
mewariskan serta memenuhi persyaratan 
tertentu untuk dikembangbiakkan; 
 18. Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut bakalan 
adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat 
unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi; 
 19. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau 
campuran baik yang diolah maupun yang tidak 
diolah, yang diberikan kepada hewan untuk 
kelangsungan hidup, berproduksi, dan 
berkembang biak; 
 20. Inseminasi buatan yang selanjutnya disingkat IB 
adalah teknik memasukkan mani atau semen ke 
dalam alatreproduksi ternak betina sehat untuk 
dapat membuahi sel telur dengan mengunakan 
alat inseminasi dengan tujuan agar ternak 
bunting; 
 21. Inseminator adalah Petugas yang diberi 
kewenangan  melakukan kegiatan inseminasi 
buatan; 
 22. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal 
dari hewan yang masih segar dan/atau telah 
diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, 
farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan 
lain bagi pemenuhan kebutuhan dan 
kemaslahatan manusia; 
 23. Bahan asal hewan yang selanjutnya disingkat 
BAH adalah bahan yang berasal dari hewan yang 
dapat diolah lebih lanjut; 
 24. Hasil bahan asal hewan yang selanjutnya 
disingkat HBAH adalah bahan asal hewan yang 
telah diolah; 
 25. Susu adalah suatu hasil pemerahan dari hewan 
yang dapat digunakan sebagai bahan makanan 
yang aman dan sehat; 
 26. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan 
atau korporasi, baik yang berbentuk badan 
hukum maupun yang bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan 
skala tertentu; 
 27. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan 
yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan 
yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap 
jenis ternak skala tertentu; 
 
 
 28. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan 
yang menghasilkan produk dan jasa yang 
menunjang usaha budi daya ternak; 
 29. Usaha dibidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner adalah kegiatan yang 
menghasilkan produk dan jasa yang menunjang 
upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner; 
 30. Alat dan mesin peternakan adalah semua 
peralatan yang digunakan berkaitan 
dengankegiatan peternakan dan kesehatan 
hewan, yang dioperasikan dengan motor 
pengerak maupun tanpa motor pengerak; 
 31. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala 
bentuk urusan yang berhubungan dengan hewan 
dan produk hewan yang secara langsung atau  
tidak langsung mempengaruhi kesehatan 
masyarakat; 
 32. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan 
dengan hewan dan penyakit hewan; 
 33. Medik Veteriner adalah Penyelenggaraan kegiatan 
praktik kedokteran hewan; 
 34. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi 
dibidang kedokteran hewan, sertifikat 
kompetensi, dan kewenangan medik veteriner 
dalam melaksanakan pelayanan kesehatan 
hewan;  
35. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan 
yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan 
kewenanganya berdasarkan jangkauan tugasnya 
pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan 
hewan; 
 36. Medik Reproduksi adalah penerapan medik 
veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan 
hewan di bidang reproduksi hewan; 
 37. Penyakit hewan adalah adalah gangguan 
kesehatan hewan pada hewan yang  antara lain 
disebabkan oleh cacat genetik, proses 
degeratif,ganguan metabolisme, trauma, 
keracunan, infestasi parasit, dan infeksi 
mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, 
cendawan, dan ricketsia; 
 38. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang 
ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan 
manusia, serta hewan dan media pembawa 
penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung 
atau tidak langsung dengan media perantara 
mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, 
peralatan, dan manusia atau dengan media 
perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba 
atau jamur; 
 39. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang 
dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan 
masyarakat dan / atau kematian hewan yang tinggi; 
 40. Zoonosis adalah penyakit yang menular dari hewan 
kepada manusia atau sebaliknya; 
 
 
 41. Obat hewan adalah sediaan yang dapat 
digunakan untuk mengobati hewan, 
membebaskan gejala atau memodifikasi proses 
kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan 
biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan 
alami; 
 42. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang 
berhubungan dengan keadaan fisisk dan mental 
hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, 
yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk 
melindungi hewan dari perlakuan setiap orang 
yang tidak layak terhadap hewan yang 
dimanfaatkan manusia; 
 43. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang 
menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan 
berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik 
veteriner yang hierarkis sesuai dengan 
pendidikan formal dan / atau pelatihan 
kesehatan bersertifikasi; 
 44. Rumah potong hewan yang selanjutnya disebut 
RPH adalah suatu bangunan atau komplek 
bangunan dengan desain dan syarat tertentu 
yang digunakan sebagai tempat memotong hewan 
bagi konsumen masdyarakat umum; 
 45. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan yang 
bertugas pada SKPD untuk memeriksa dan 
mengawasi kesehatan ternak dan ikan atau 
petugas lain yang ditunjuk dibawah pengawasan 
Dokter Hewan tersebut; 
 46. Pemeriksaan dalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dan mengolah data, keterangan, 
dan / atau bukti yang dilaksanakan secara 
obyektif dan profesional berdasarkan suatu 
standar pemerinksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban dan / atau untuk tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
 47. Setiap Orang adalah orang perorangan atau 
korporasi, baik yang berbadan hukum maupun 
yang tidak berbadan hukum, yang melakukan 
kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan 
hewan;  
48. Badan adalah Badan adalah sekumpulan orang 
dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau 
badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 
tetap. 
 
 
 49. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis 
ikan; 
 50. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan 
tempat kehidupan sumber dayaa ikan, termasuk 
biota dan faktor alamiah sekitarnya; 
 51. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh 
atau sebagian dari siklus hidupnya berada di 
dalam lingkungan perairan; 
 52. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk 
memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam 
keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara 
apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan 
kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, 
mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau 
mengawetkannya; 
 53. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk 
memelihara, membesarkan, dan/atau 
membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam 
lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan 
yang menggunakan kapal untuk memuat, 
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, 
menangani, mengolah, dan/atau 
mengawetkannya; 
 54. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, 
termasuk proses yang terintegrasi dalam 
pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, 
konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi 
sumber daya ikan, dan implementasi serta 
penegakan hukum dari peraturan Perundang-
Undangan di bidang perikanan, yang dilakukan 
oleh pemerintah atau otoritas lain yang 
diarahkan untuk mencapai kelangsungan 
produktivitas sumber daya hayati perairan dan 
tujuan yang telah disepakati; 
 55. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya 
perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan 
sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, 
dan genetik untuk menjamin keberadaan, 
ketersediaan, dan kesinambungannya dengan 
tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 
nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan; 
56. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya 
melakukan penangkapan  ikan; 
57. Nelayan kecil adalah orang yang mata 
pencahariannya melakukan penangkapan  ikan. 
Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; 
58. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata 
pencahariannya melakukan pembudidayaan 
ikan; 
59. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata 
pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; 
60. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya 
disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus 
dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan 
usaha perikanan dengan menggunakan sarana 
 
 
produksi yang tercantum dalam izin tersebut; 
61. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil tertentu yang diberi wewenang dan 
kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap 
penyelenggaraan peraturan daerah yang memuat 
ketentuan pidana; 
62. Penyidikan Tindak Pidana di bidang peternakan 
dan kesehatan hewan adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti untuk 
membuat terang Tindak Pidana. 
 
 
 
BAB II 
ASAS  DAN  TUJUAN 
 
Pasal 2 
(1) Peternakan, kesehatan hewan dan perikanan 
dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Daerah 
secara tersendiri dan/atau melalui integrasi 
dengan budidaya tanaman pangan, perkebunan, 
kehutanan atau bidang lainnya yang terkait. 
(2) Penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan 
dan perikanan berasaskan kemanfaatan dan 
berkelanjutan, keamanan dan kesehatan, 
kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan 
keterpaduan, kemandirian, kemitraan dan 
profesionalisme. 
 
Pasal 3 
(1) Pengelolaan sumber daya hewan dan perikanan 
dilakukan secara bermartabat, bertanggung 
jawab dan berkelanjutan yang bertujuan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
(2) Pengelolaan sumber daya hewan dan perikanan 
dilakukan guna mencukupi kebutuhan pangan, 
barang dan jasa asal hewan dan ikan secara 
mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi 
peningkatan kesejahteraan peternak, petani ikan  
dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan 
pangan nasional. 
(3) Pengelolaan sumber daya hewan dan perikanan 
dilakukan untuk melindungi, mengamankan 
dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang 
dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan 
manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan 
lingkungan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
SUMBER DAYA 
 
Pasal 4 
(1) Pemerintah Daerah wajib melindungi usaha 
pembudidayaan dan pemuliaan. 
(2) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus mengoptimalkan 
pemanfaatan keanekaragaman hayati dan 
pelestarian sumberdaya lokal genetik sebagai 
plasma nutfah. 
  
 
 
BAB IV 
PETERNAKAN 
 
Bagian Kesatu 
Kewenangan dan Tugas Pemerintah Daerah 
    
Pasal 5 
Wewenang Pemerintah Daerah adalah: 
a. melakukan pengawasan atas  penyediaan dan 
peredaran pakan, bibit dan produk hasil ternak serta 
obat hewan.  
b. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan 
pengujian standardisasi, identifikasi dan registrasi 
produk hewan.  
c. Wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan 
sanitasi usaha peternakan.  
d. mengawasi dan memfasilitasi pengembangbiakan 
ternak dalam rangka peningkatan produktivitas . 
  
Bagian Kedua 
Lokasi 
    
Pasal 6 
(1) Lokasi penyebaran ternak harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 
a. bebas dari penyakit hewan menular; 
b. sesuai dengan sosial budaya masyarakat 
setempat; 
c. sesuai dengan tata ruang; 
d. adanya akses yang mendukung pemasaran 
ternak; dan 
e. daya dukung wilayah memadai. 
f. sesuai ketentuan rencana tata ruang yang 
bersangkutan. 
(2) Setiap jenis dan jumlah ternak yang akan 
dikembangkan harus disesuaikan dengan daya 
tampung lokasi dan kemampuan peternak dalam 
memelihara ternak sebagai ternak unggulan di 
lokasi bersangkutan. 
(3) Lokasi Perusahaan peternakan ayam ras petelur, 
ayam ras pedaging,  burung puyuh, sapi 
potong/perah, kambing/domba dan unggas lain: 
a. tidak bertentangan dengan ketertiban dan 
 
 
kepentingan umum setempat; 
b. jarak dari pemukiman penduduk sekurang-
kurangnya 250 (dua ratus lima puluh )meter; 
c. tidak bertentangan dengan rencana tata 
ruang dan wilayah; 
d. batas lokasi perusahaan diberi pagar keliling 
yang rapat sekurang-kurangnya setinggi 1,75 
meter dari atas tanah. 
(4) Lokasi Perusahaan Peternakan babi : 
a. tidak bertentangan dengan ketertiban dan 
kepentingan umum setempat sesuai dengan 
lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah; 
b. jarak dari pemukiman penduduk sekurang-
kurangnya 500 (lima ratus) meter; 
c. tidak bertentangan dengan rencana tata 
ruang dan wilayah; 
d. batas lokasi perusahaan diberi pagar keliling 
yang rapat sekurang-kurangnya setinggi 1,75 
meter dari atas tanah. 
(5) Lokasi Peternakan rakyat : 
a. tidak bertentangan dengan ketertiban dan 
kepentingan umum setempat; 
b. adanya persetujuan lingkungan dalam radius 
250 (dua ratus lima puluh) meter; 
c. menghindari timbulnya polusi dan gangguan 
lain peternakan rakyat yang dapat 
mengganggu lingkungan berupa bau, suara, 
serangga, tikus, serta pencemaran air sungai. 
 
Bagian Ketiga 
Benih, Bibit dan Bakalan 
    
Pasal 7 
(1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit 
dan/atau bakalan dilakukan dengan 
mengutamakan produksi lokal. 
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan 
usaha pembibitan yang dilakukan oleh 
masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, 
bibit, dan/atau bakalan. 
(3) Setiap benih atau bibit yang beredar harus 
memiliki sertifikat kelayakan benih atau   bibit, 
yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih 
atau bibit yang terakreditasi. 
  
Pasal 8 
(1) Pemerintah Daerah mengusahakan sumber bibit 
pada wilayah yang berpotensi menghasilkan 
suatu rumpun ternak dengan mutu dan 
keragaman jenis yang unggul untuk sifat 
produksi dan/atau reproduksi. 
(2) Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, dengan 
mempertimbangkan jenis ternak, agroklimat, 
sosial ekonomi, budaya serta ilmu pengetahuan 
 
 
dan teknologi. 
  
Pasal 9 
(1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan 
pembibitan ternak, Pemerintah Daerah mengatur 
penyediaan dan penempatan tenaga Inseminator 
untuk melayani inseminasi buatan sesuai dengan 
kebutuhan. 
(2) Tenaga Inseminator sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah petugas yang telah mempunyai 
sertifikat di bidang inseminasi buatan sesuai 
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 
(3) Ketentuan mengenai  pelaksanaan inseminasi 
buatan diatur oleh Kepala SKPD. 
  
Pasal 10 
(1) Setiap orang, peternak atau badan yang telah 
menerima pelayanan IB wajib membayar jasa 
pelayanan IB dan retribusi IB sebagaimana diatur 
dalam  Peraturan Daerah yang berlaku. 
(2) Alokasi pemanfaatan retribusi pemakaian 
container di Pos Inseminasi Buatan/IB sebesar 
85% (delapan puluh lima persen) digunakan 
untuk operasional, sarana dan prasarana IB. 
  
Bagian Keempat 
Pakan 
    
Pasal 11 
(1) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak 
harus mencukupi kebutuhan pakan dan 
kesehatan ternaknya. 
(2) Pembinaan dalam rangka mencukupi kebutuhan 
pakan yang baik dilakukan oleh SKPD. 
  
Pasal 12 
(1) Pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran 
bahan baku pakan dan tumbuhan/tanaman 
pakan yang tergolong bahan pangan 
dikoordinasikan oleh Bupati. 
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi penyediaan lahan untuk keperluan 
budidaya tanaman pakan, penetapan kebijakan 
bahan baku pakan lokal, pengadaan dan 
pemasukan pakan dari luar daerah serta 
pengawasan dan pengendalian peredaran bahan 
baku pakan. 
(3) Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman 
pakan dilakukan melalui sistem pertanaman 
monokultur dan/atau terpadu dengan jenis 
tanaman lain dengan tetap mempertimbangkan 
ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang sistem budidaya tanaman. 
  
 
 
 
 
Pasal 13 
Setiap orang yang memproduksi pakan atau bahan 
baku pakan untuk diedarkan secara komersial wajib 
memperoleh izin usaha sesuai ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
  
Pasal 14 
(1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan harus 
memenuhi standar atau persyaratan teknis 
minimal, keamanan pakan dan pembuatannya 
memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan 
yang baik. 
(2) Pakan sebagaimana ayat (1) harus berlabel 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
(3) Setiap orang dan/atau Badan  dilarang : 
a. mengedarkan pakan yang tidak layak 
dikonsumsi 
b. menggunakan dan atau mengedarkan pakan 
ruminansia yang mengandung bahan pakan 
yang berupa darah, daging, dan/atau tulang. 
c. menggunakan pakan yang dicampur 
antibiotik dan/atau hormon tertentu sebagai 
imbuhan pakan. 
  
Bagian Kelima 
Alat dan Mesin Peternakan 
    
Pasal 15 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran 
alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan. 
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD. 
  
Bagian Keenam 
Budidaya Ternak 
    
Pasal 16 
(1) Budidaya merupakan usaha untuk menghasilkan 
hewan peliharaan dan produk hewan. 
(2) Pengembangan budidaya dapat dilakukan dalam 
satu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan 
tata ruang. 
(3) Pelaksanaan budidaya dengan pemanfaatan 
satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang konversi 
sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 
(4) Perusahaan Peternakan dan peternakan rakyat 
wajib mengikuti tatacara budidaya ternak yang 
baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum. 
  
 
 
 
 
 
 
Bagian Ketujuh 
Panen, Pasca Panen, Pemasaran dan Industri 
Pengolahan Hasil Peternakan 
    
Pasal 17 
(1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan 
tatacara panen yang baik untuk mendapatkan 
hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang 
tinggi. 
(2) Pelaksanaan panen hasil budidaya harus 
mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan 
hayati dan kaidah agama, etika serta estetika 
untuk menjamin keamanan bagi konsumen. 
  
Pasal 18 
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan 
unit-unit pascapanen produk hewan skala kecil 
menegah bersama dengan Pemerintah Propinsi 
dan Pemerintah Pusat. 
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya 
unit usaha pasca panen yang memanfaatkan 
produk hewan sebagai bahan baku pangan, 
pakan, farmasi dan industri. 
  
Pasal 19 
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan 
promosi dan distribusi produk hewan di dalam 
negeri maupun ke luar negeri. 
(2) Promosi dan distribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diutamakan untuk meningkatkan 
produksi dan konsumsi protein hewani dalam 
mewujudkan ketersediaan pangan bergizi 
seimbang. 
(3) Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk 
menciptakan mekanisme pasar yang sehat bagi 
produk hewan. 
  
Pasal 20 
(1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi 
berkembangnya industri pengolahan produk 
hewan dengan mengutamakan penggunaan 
bahan baku lokal. 
(2) Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya 
kemitraan yang sehat antara industri pengolahan 
dengan peternak dan/atau koperasi yang 
menghasilkan produk asal hewan yang 
digunakan sebagai bahan baku industri. 
  
Pasal 21 
(1) Untuk penyebaran dan pengembangan ternak 
Pemerintah Daerah dapat membentuk kawasan 
peternakan, yang bertujuan untuk meningkatkan 
pendapatan peternak, meningkatkan populasi 
dan produksi ternak dalam rangka 
memberdayakan masyarakat melalui wadah 
kelompok tani ternak. 
 
 
(2) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berdasarkan hasil identifikasi serta 
sesuai dengan tata ruang. 
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Bupati. 
  
Bagian Kedelapan 
Pengusahaan 
    
Pasal 22 
(1) Budidaya ternak dapat diselenggarakan dalam 
bentuk perusahaan peternakan dan/atau 
peternakan rakyat menurut jumlah dan jenis 
ternak. 
(2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)  yaitu yang mempunyai jumlah 
populasi ternak sebagai berikut : 
a. Perusahaan Peternakan Ayam Ras Petelur 
yang mempunyai populasi minimal 10.000 
ekor induk atau lebih, ayam Ras Pedaging 
persiklus minimal 15.000 ekor atau lebih; 
b. Perusahaan Peternakan itik, angsa dan atau 
entok yang mempunyai jumlah minimal 
15.000 ekor campuran atau lebih; 
c. Perusahaan Peternakan kalkun yang 
mempunyai jumlah minimal 10.000 ekor 
campuran atau lebih; 
d. Perusahaan Peternakan burung puyuh yang 
mempunyai jumlah minimal 25.000 ekor 
campuran atau lebih; 
e. Perusahaan Peternakan burung dara yang 
mempunyai jumlah minimal 25.000 ekor 
campuran atau lebih; 
f. Perusahaan Peternakan kambing atau domba 
yang mempunyai jumlah minimal 300 ekor 
campuran atau lebih; 
g. Perusahaan Peternakan sapi potong yang 
mempunyai jumlah minimal 100 ekor 
campuran atau lebih; 
h. Perusahaan Peternakan sapi perah yang 
mempunyai jumlah minimal 20 ekor 
campuran atau lebih; 
i. Perusahaan Peternakan kerbau yang 
mempunyai jumlah minimal 75 ekor 
campuran atau lebih; 
j. Perusahaan Peternakan kuda yang 
mempunyai jumlah minimal 50 ekor 
campuran atau lebih; 
k. Perusahaan Peternakan kelinci yang 
mempunyai jumlah minimal 1500 ekor 
campuran atau lebih; 
l. Perusahaan Peternakan babi yang mempunyai 
jumlah minimal 125 ekor campuran atau 
lebih. 
 
 
 
 
(3) Peternakan rakyat yaitu yang mempunyai jumlah 
ternak sebagai berikut : 
a. Peternakan Rakyat untuk Ayam Ras yang 
mempunyai jumlah ternak kurang dari 10.000 
ekor induk Ayam Ras Petelur atau yang 
mempunyai produksi kurang dari 15.000 ekor 
Ayam Ras Pedaging per siklus; 
b. Peternakan Rakyat untuk Itik, Angsa dan atau 
Entok yang mempunyai jumlah ternak kurang 
dari 15.000 ekor campuran; 
c. Peternakan Rakyat untuk Kalkun yang 
mempunyai jumlah ternak kurang dari10.000 
ekor campuran; 
d. Peternakan Rakyat untuk Burung Puyuh yang 
mempunyai jumlah ternak kurang dari 25.000 
ekor campuran; 
e. Peternakan Rakyat untuk Burung Dara yang 
mempunyai jumlah ternak kurang dari 25.000 
ekor campuran; 
f. Peternakan Rakyat untuk Kambing atau 
Domba yang mempunyai jumlah ternak 
kurang dari 300 ekor campuran; 
g. Peternakan Rakyat untuk Sapi Potong yang 
mempunyai jumlah ternak kurang dari  100 
ekor campuran; 
h. Peternakan Rakyat untuk Sapi Perah yang 
mempunyai jumlah ternak kurang dari  20 
ekor campuran; 
i. Peternakan Rakyat untuk Kerbau yang 
mempunyai jumlah ternak maksimal 75 ekor 
campuran; 
j. Peternakan Rakyat untuk Kuda yang 
mempunyai jumlah ternak kurang dari  50 
ekor campuran; 
k. Peternakan Rakyat untuk kelinci yang 
mempunyai jumlah ternak kurang dari  1.500 
ekor campuran; 
l. Peternakan Rakyat untuk Babi yang 
mempunyai jumlah ternak kurang dari  125 
ekor campuran. 
    
Pasal 23 
(1) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak 
dalam bentuk perusahaan sebagaimana 
dimaksud  dalam Pasal 22 ayat (2) wajib  
memiliki izin usaha peternakan dari SKPD. 
(2) Setiap orang yang mengusahakan peternakan 
rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 
ayat (3) tidak wajib memiliki izin usaha 
peternakan tetapi wajib memiliki Tanda 
Pendaftaran Peternakan Rakyat dari SKPD. 
(3) Izin usaha peternakan dan/atau Tanda 
Pendaftaran Peternakan Rakyat berlaku selama 3 
(tiga) Tahun dan dapat diperpanjang kembali. 
(4) Tanda pendaftaran peternakan rakyat 
sebagaimana tercantum pada ayat (3) memiliki 
 
 
kedudukan sederajat dengan izin usaha 
peternakan. 
(5) Segala biaya yang timbul akibat adanya 
permohonan izin Usaha Peternakan dan tanda 
pendaftaran peternakan rakyat tersebut 
dibebankan kepada pemohon 
(6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) 
Syarat dan tata cara Pemberian Izin Usaha 
Peternakan diatur sebagai berikut: 
a. mengisi formulir permohonan Izin Usaha 
Peternakan; 
b. menyertakan fotokopi KTP pemohon yang 
masih berlaku; 
c. menyertakan fotokopi Akta Pendirian 
Perusahaan; 
d. menyertakan fotokopi izin lokasi; 
e. menyertakan fotokopi Izin Gangguan (HO); 
f. menyertakan pas foto pemohon ukuran 4x6 
sebanyak 2 (dua) lembar. 
Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Peternakan 
Rakyat   diatur sebagai berikut:  
a. mengisi formulir permohonan pendaftaran 
peternakan rakyat; 
b. melampirkan fotocopy KTP pemohon yang 
masih berlaku; 
c. melampirkan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 
(dua) lembar; 
d. melampirkan surat pernyataan tidak 
keberatan/ditanda tangani oleh lingkungan 
sekitarnya dan diketahui oleh Ketua RT, 
Kepala Dusun dan Kepala Desa/Lurah serta 
Petugas Operasional Kecamatan. 
 
Pasal 24 
Perusahaan Peternakan yang telah memperoleh Izin 
Usaha serta Peternakan Rakyat yang telah terdaftar, 
wajib: 
a. menyampaikan Laporan secara berkala setiap 6 
(enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya 
kepada SKPD sesuai ketentuan yang ditetapkan 
Kepala SKPD;  
b. memelihara kesehatan lingkungan dan 
melaksanakan pencegahan penyakit;  
c. menerima petugas yang datang untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan. 
 
Pasal 25 
(1) Rekomendasi teknis Kepala SKPD bisa 
diterbitkan  atas permintaan pemohon untuk 
melengkapi persyaratan perizinan dan/atau 
untuk keperluan lainnya. 
 
 
(2) Rekomendasi dapat diterbitkan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. mengisi formulir permohonan rekomendasi; 
b. melampirkan foto copy KTP; 
c. melampirkan pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar; 
d. melampirkan surat pernyataan tidak 
keberatan/ditanda tangani oleh lingkungan 
sekitarnyad dan diketahui oleh Ketua RT, 
Kepala Dusun dan Kepala Desa/Lurah serta 
Petugas Operasional Kecamatan. 
e. untuk rekomendasi kemitraan usaha perlu 
ditambahkan : 
1) Fotocopi  Akta Pendirian Perusahaan 
2) Fotocopi  Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP) 
3) Fotocopi  Tanda Daftar Perusahaan  (TDP) 
4) Fotocopi  NPWP 
5) Fotocopi Izin HO 
f. Syarat lain sesuai peraturan perundang – 
undangan yang berlaku. 
(3) Biaya yang timbul akibat adanya permohonan 
rekomendasi  tersebut dibebankan kepada 
pemohon. 
 
Bagian Kesembilan 
Kemitraan Usaha 
 
Pasal 26 
(1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di 
bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian 
yang saling memperkuat dan saling 
menguntungkan. 
(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan antar peternak, atau 
peternak dengan perusahaan peternakan dan 
perusahaan di bidang lainnya seperti bidang 
kesehatan hewan, perkebunan, pertanian, 
perikanan, kehutanan serta dengan pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten. 
(4) Perusahaan peternakan yang akan 
melaksanakan kemitraan usaha di Daerah harus 
mempunyai izin Usaha Kemitraan Peternakan 
dari SKPD. 
(5) Perusahaan peternakan yang  melaksanakan 
kemitraan usaha di Daerah wajib menyampaikan 
laporan secara berkala setiap 3 bulan sekali 
mengenai kegiatan usahanya sesuai ketentuan 
yang ditetapkan kepala SKPD; 
(6) SKPD melakukan pembinaan kemitraan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan 
di bidang kemitraan usaha. 
 
 
 
 
Bagian Kesepuluh 
Pengawasan dan Pembinaan peternakan 
    
Pasal 27 
(1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan 
untuk pengembangan budidaya yang dilakukan 
oleh peternak menjadi usaha peternakan yang 
menguntungkan serta mendorong memberikan 
fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan 
koperasi dan badan usaha di bidang peternakan 
yang menguntungkan. 
(2) Kepala SKPD berkewajiban mengadakan 
pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan 
usaha peternakan. 
(3) Petugas Operasional SKPD atau Petugas yang 
ditunjuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan 
teknis kegiatan Usaha Peternakan. 
  
 
 
BAB V 
KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN 
MASYARAKAT VETERINER 
 
Bagian Kesatu 
Kesehatan Hewan 
    
Pasal 28 
Pengendalian penyakit hewan merupakan 
penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk 
pengamatan dan pengindentifikasian, pencegahan, 
pengamanan, pemberantasan dan/atau pengobatan. 
  
Pasal 29 
(1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit 
hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
dilakukan melalui kegiatan surveillans dan 
pemetaan, penyidikan dan peringatan dini serta 
pemeriksaan dan pengujian. 
(2) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit 
hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
dilakukan oleh SKPD. 
(3) Dalam hal pengamatan dan pengidentifikasian 
penyakit hewan, SKPD dapat melakukan 
kerjasama dengan laboratorium di wilayah 
sekitar dan atau laboratorium regional terdekat. 
    
Pasal 30 
(1) Pengamatan dan pengidentifikasian  terhadap 
penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 dilaksanakan melalui: 
a. pengendalian penyakit hewan menular 
strategis; 
b. penetapan kawasan pengamanan penyakit 
hewan; 
 
 
c. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity; 
d. pengebalan hewan; 
e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan 
dan media pembawa penyakit hewan lainnya 
di luar wilayah kerja karantina; 
f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; 
dan/atau 
g. penerapan kewaspadaan dini. 
(2) Ketentuan pengamatan terhadap penyakit hewan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Kepala SKPD. 
(3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang 
melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran 
hewan, produk hewan dan/atau media pembawa 
penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan 
hewan. 
(4) Apabila tidak memenuhi persyaratan teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
SKPD menolak permohonan rekomendasi 
pemasukan dan pengeluaran. 
  
Pasal 31 
(1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 meliputi penutupan 
daerah, pembatasan lalu lintas hewan, isolasi 
hewan sakit atau tersangka sakit, penanganan 
hewan sakit, pemusnahan bangkai, eradikasi 
penyakit hewan dan depopulasi hewan. 
(2) Depopulasi hewan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan status 
konservasi hewan dan/atau status mutu genetik 
hewan. 
(3) Pemerintah Daerah tidak memberikan 
kompensasi kepada orang dan/atau badan 
hukum atas tindakan depopulasi terhadap 
hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan.  
    
Pasal 32 
(1) Setiap orang yang berusaha dibidang peternakan 
mengetahui terjadinya penyakit hewan menular 
wajib melaporkan kejadian tersebut kepada 
Pemerintah Daerah melalui SKPD dan/atau 
dokter hewan berwenang setempat. 
(2) Setelah menerima laporan dari masyarakat, maka 
petugas dan/atau dokter hewan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan 
pengamatan dan penelusuran penyakit. 
 
Pasal 33 
(1) Apabila daerah dinyatakan sebagai daerah 
wabah, maka pemerintah daerah menutup 
wilayah tertular, melakukan pengamanan dan 
pemberantasan serta pengobatan penyakit 
hewan. 
 
 
(2) Dalam hal wabah penyakit hewan menular 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata 
merupakan penyakit hewan menular eksotik, 
maka seluruh hewan yang tertular harus 
dilakukan tindakan pemusnahan dengan 
memperhatikan status konservasi hewan yang 
bersangkutan. 
(3) Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau 
yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dibidang 
konservasi sumberdaya alam hayati dan 
ekosistemnya. 
(4) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau 
memasukkan hewan, produk hewan dan/atau 
media pembawa penyakit hewan lainnya dari 
daerah tertular dan/atau tersangka ke daerah 
bebas. 
  
Pasal 34 
(1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab 
pemilik hewan, peternak, atau perusahaan 
peternakan, baik sendiri maupun dengan 
bantuan tenaga kesehatan hewan. 
(2) Hewan atau kelompok hewan yang menderita 
penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan 
berdasarkan visum dokter hewan berwenang 
serta membahayakan kesehatan manusia dan 
lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan 
pemilik hewan atau peternak atau perusahaan 
peternakan dan/atau Pemerintah Daerah. 
(3) Pemusnahan hewan atau kelompok hewan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan 
hewan dibawah pengawasan dokter hewan 
dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan 
hewan. 
  
Pasal 35 
Penyelenggaraan pengawasan lalu lintas ternak 
dilakukan dengan cara: 
a. Pemeriksaan kesehatan hewan di pasar hewan; 
b. Pemeriksaan kesehatan hewan terhadap ternak 
yang akan dikeluarkan ke luar daerah; dan 
c. Pemeriksaan kesehatan hewan terhadap ternak 
yang masuk kedalam daerah. 
  
Pasal 36 
Dalam hal Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang 
bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, 
dokter hewan yang berwenang dan/atau Petugas yang 
ditunjuk melakukan:  
a. Pemeriksaan dokumen pengantar pengiriman 
ternak dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan 
(SKKH) dari daerah asal; 
b. Pembuatan dan pemberian Surat Keterangan 
Kesehatan Hewan (SKKH) bagi hewan atau ternak 
 
 
yang sehat; 
b. Penahanan dan pengamatan terhadap Hewan 
yang diduga atau mengidap penyakit hewan 
menular; 
c. Pembuatan dan pemberian   Surat  Bukti  Hasil  
Pemeriksaan  dan  atau  Berita  Acara 
Pemusnahan; 
d.  Pemusnahan hewan yang  dianggap  berbahaya  
bagi kesehatan manusia dan hewan karena dapat 
menularkan penyakit/menyebabkan penyakit; dan 
e.  Apabila diperlukan mengambil contoh (sampel) 
untuk pemeriksaan laboratorium.  
    
Pasal 37 
(1) Dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit 
hewan  maka setiap ternak  yang dikeluarkan 
atau dimasukkan dari atau ke Daerah harus 
sehat dan bebas dari penyakit hewan menular  
dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan 
Laboratorium dari laboratorium yang kompeten  
dan atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan 
(SKKH).  
(2) Pemeriksaan kesehatan hewan yang akan 
dikeluarkan dari Daerah dilakukan oleh Dokter 
Hewan yang berwenang. 
    
Pasal 38 
(1) Berdasarkan sediaannya obat hewan dapat 
digolongkan kedalam sediaan biologik, 
farmakoseutika,  premiks dan obat alami. 
(2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian 
dan akibatnya, obat hewan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 
obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas. 
    
Pasal 39 
(1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan 
maksud untuk diedarkan di daerah harus 
memiliki nomor pendaftaran yang dikeluarkan 
oleh pihak berwenang. 
(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya melakukan pengawasan atas  
penyediaan dan peredaran obat hewan. 
    
Pasal 40 
(1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan 
dan/atau pengobatan terhadap penyakit hewan 
hanya dapat diperoleh dengan resep dokter 
hewan. 
(2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh 
dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan 
dibawah pengawasan dokter hewan. 
(3) Setiap orang atau badan hukum dilarang 
menggunakan obat hewan tertentu pada ternak 
yang produknya untuk konsumsi manusia. 
  
 
 
Pasal 41 
Setiap orang dilarang membuat, menyediakan 
dan/atau mengedarkan obat hewan yang : 
a. tidak memiliki nomor pendaftaran; 
b. tidak diberi label penandaan; 
c. tidak memenuhi standar mutu; dan 
d. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak 
ada di Indonesia. 
    
Bagian kedua 
Kesehatan Masyarakat Veteriner 
    
Pasal 42 
Kesehatan masyarakat veteriner merupakan 
penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk : 
a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis; 
b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan 
kehalalan produk hewan; 
c. penjaminan higiene dan sanitasi; 
d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan 
e. penanganan bencana. 
  
Pasal 43 
(1) Bupati menetapkan jenis zoonosis yang 
memerlukan prioritas pengendalian dan 
penanggulangan. 
(2) Pengendalian dan penanggulangan zoonosis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang 
berlaku. 
(3) Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), pengendalian dan penanggulangan 
zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dilakukan secara terkoordinasi dengan 
SKPD. 
  
Pasal 44 
(1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang 
aman, sehat, utuh dan halal, SKPD sesuai 
kewenangannya melaksanakan pengawasan, 
pemeriksaan dan pengujian standarisasi, 
identifikasi, dan registrasi produk hewan. 
(2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan 
berturut-turut dilakukan di tempat produksi, 
pada waktu pemotongan, pemerahan, 
penampungan dan pengumpulan, pada waktu 
dalam keadaan segar, sebelum pengawetan dan 
pada waktu peredaran setelah pengawetan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti  ketentuan 
yang diatur pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
(4) Untuk pangan olahan asal hewan wajib 
memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. 
  
 
 
Pasal 45 
(1) 
 
 
(2) 
Setiap orang yang mempunyai unit usaha 
produk hewan wajib mengajukan permohonan 
untuk memperoleh nomor kontrol veteriner. 
SKPD menerbitkan Rekomendasi untuk 
memperoleh nomor kontrol veteriner kepada unit 
usaha produk hewan. 
(3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit 
usaha yang memproduksi dan/atau 
mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh 
unit usaha skala rumah tangga yang belum 
memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.  
    
Pasal 46 
(1) Hewan-hewan sebelum dipotong harus diperiksa 
dulu oleh petugas pemeriksa dengan 
pemeriksaan ante mortem yang meliputi 
pemeriksaan sederhana dan atau pemeriksaan 
laboratorium. 
(2) Dari hasil pemeriksaan, petugas pemeriksaan 
memutuskan bahwa hewan tersebut : 
a. Diizinkan untuk disembelih;  
b. Ditolak untuk disembelih. 
(3) Hewan diizinkan disembelih apabila dalam batas 
waktu selama 24 jam sejak waktu pemeriksaan 
dinyatakan sehat. 
(4) Hewan dinyatakan ditolak untuk disembelih 
apabila dalam pemeriksaan ante mortem 
ternyata: 
a. Hewan tersebut dalam keadaan mati; 
b. Hewan tersebut menderita atau menunjukkan 
salah satu gejala penyakit berbahaya; dan 
c. Hewan tersebut tidak disertai dengan 
dokumen yang berupa Surat Keterangan Asal 
Hewan dan atau Surat Keterangan Hasil 
Pemantauan Kesehatan Hewan. 
  
Pasal 47 
(1) Usaha rumah potong hewan terdiri dari 2 (dua) 
jenis, yaitu: 
a. Rumah Potong Hewan Ruminansia (Ternak 
Besar dan Ternak Kecil);  
b. Rumah Potong Unggas (RPU). 
(2) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan 
harus : 
a. dilakukan di RPH;  
b. mengikuti cara  penyembelihan yang 
memenuhi kaidah  kesehatan masyarakat 
veteriner dan kesejahteraan hewan. 
(3) Dalam rangka menjamin ketentraman batin 
masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana  
dimaksud  pada  ayat (1)  harus memperhatikan 
kaidah agama. 
(4) Persyaratan rumah potong dan tata cara 
pemotongan hewan yang baik dilaksanakan 
 
 
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
(5) Pemotongan   hewan    sebagaimana    
disebutkan    pada    ayat (1) dikecualikan untuk  
keperluan hari besar keagamaan, upacara  adat 
dan pemotongan darurat, berada di  bawah 
pengawasan dokter hewan atau petugas 
kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter 
hewan berwenang. 
(6) Pelaksanaan   pemotongan  hewan  dalam   
keadaan   darurat   dapat dilakukan di  luar RPH  
apabila hewan tersebut jauh dari lokasi RPH, dan  
setelah penyembelihan harus  segera dibawa ke   
RPH   dan/atau untuk penyelesaian 
penyembelihan dan pemeriksaan post mortem. 
    
Pasal 48 
(1) Pemerintah  Daerah  wajib memiliki RPH  yang 
memenuhi  persyaratan teknis. 
(2) RPH  dapat diusahakan oleh swasta setelah 
memiliki izin usaha RPH  dari Bupati. 
(3) Usaha RPH  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus dilakukan di bawah pengawasan  dokter 
hewan berwenang di  bidang pengawasan 
kesehatan masyarakat veteriner. 
(4) Pelaku pemotongan  hewan  yang  selanjutnya   
disebut   jagal  wajib memiliki izin pemotongan 
hewan dari Bupati. 
  
Pasal 49 
(1) Bahan Asal Hewan (BAH)  dan Hasil Bahan Asal 
Hewan(HBAH)  dari luar daerah harus dilengkapi  
a. Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal 
Hewan   dan Hasil Bahan Asal Hewan;    
b. Surat Keterangan Asal Bahan Asal Hewan   
dan Hasil Bahan Asal Hewan . 
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan di  Rumah Potong Hewan        asal. 
  
Pasal 50 
Bahan Asal Hewan   dan Hasil Bahan Asal Hewan  
yang dibawa keluar daerah harus  dilengkapi dengan : 
a. Surat Keterangan  Kesehatan Bahan Asal Hewan   
dan Hasil Bahan Asal Hewan; 
b. Surat Keterangan Asal Bahan Asal Hewan   dan 
Hasil Bahan Asal Hewan ;  dan 
c. Surat Keterangan sebagaimana yang dimaksud 
pada huruf a dan b dikeluarkan oleh dokter hewan 
berwenang atau  petugas yang ditunjuk.  
  
Pasal 51 
Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, 
menyimpan, mengolah Bahan Asal Hewan   dan Hasil 
Bahan Asal Hewan dan/atau bagian lainnya yang 
berasal dari : 
a. daging ilegal; 
 
 
b. daging gelonggongan; 
c. daging oplosan; 
d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya 
yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; 
dan 
e. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat  
kesehatan  dan tidak layak konsumsi. 
  
Pasal 52 
Daging yang dibawa keluar  dari RPH  harus diangkut 
dengan kendaraan pengangkut  khusus   daging  
sesuai   ketentuan   Peraturan   Perundang- 
undangan yang berlaku. 
  
Pasal 53 
(1) Tempat penjualan   daging  harus   terpisah   dari   
tempat   penjualan komoditas lainnya. 
(2) Penjualan daging babi harus dipisahkan  dari 
penjualan  daging dan hewan lain dengan 
memperhatikan kaidah agama. 
(3) Syarat-syarat tempat penjualan  daging 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
    
Pasal 54 
(1) Daging beku atau  daging dingin yang ditawarkan  
dan dijual di  toko daging harus ditempatkan 
dalam : 
a. kotak pamer berpendingin dengan suhu  yang 
sesuai dengan suhu yang diperlukan daging;  
b. kotak pamer  harus  dilengkapi lampu  yang 
pantulan  cahayanya tidak mengubah warna 
asli daging. 
(2) Toko  daging yang menjual daging beku 
sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  harus  
mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal 
daging beku yang dimaksud. 
    
Pasal 55 
Setiap  orang  atau   perusahaan   peternakan   yang  
melakukan   usaha susu harus memenuhi 
persyaratan tentang kesehatan sapi/kambing perah, 
kandang, kesehatan lingkungan, kamar susu, tempat 
penampungan susu  dan alat-alat serta keadaan air 
yang dipergunakan dalam kaitannya dengan produksi 
susu.  
  
Pasal 56 
Bibit  sapi  dan/atau  kambing perah  harus  berasal  
dari  tempat  atau peternakan yang bebas dari 
penyakit hewan menular. 
  
Pasal 57 
Untuk  menghasilkan susu  yang sehat  dan  
berkualitas,  setiap  usaha peternakan sapi dan/atau 
kambing perah wajib melakukan vaksinasi. 
 
 
  
Pasal 58 
(1) Susu murni yang beredar harus memenuhi 
persyaratan kualitas yang telah ditentukan. 
(2) Setiap  orang  dilarang  memalsu,   mencampuri,   
membubuhi   susu dengan apapun  atau  
mengurangi, merubah susunan  susu  dengan 
cara apapun sehingga merusak atau mengurangi 
kualitas susu sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
    
Pasal 59 
Susu yang berasal dari sapi dan/atau  kambing perah 
yang nyata diduga sakit atau menderita penyakit 
hewan lain yang dapat mempengaruhi kelayakan 
kesehatan susu dilarang dimanfaatkan untuk 
konsumsi manusia. 
  
Pasal 60 
(1) Susu yang beredar diawasi dan diuji kualitasnya  
oleh dokter hewan  yang ditunjuk  yang 
pelaksanaannya  dilakukan di  laboratorium yang 
sudah mendapat standarisasi. 
(2) Pengawasan kualitas susu meliputi : 
a. pemeriksaan terhadap  kesehatan  sapi  
dan/atau   kambing  perah, vaksinasi dan 
pengujian terhadap brucellosis dan 
tuberculosis; 
b. pengambilan contoh susu untuk pemeriksaan 
laboratorium; 
c. pemeriksaan   terhadap    tempat   
pemerahan,   cara   pemerahan, kebersihan 
kamar susu dan peralatan yang dipergunakan 
dan lain- lain yang berhubungan  dengan 
kesehatan  sapi dan/atau kambing perah dan 
kualitas  susu; dan 
d. penahanan,   penyitaan  dan   pemusnahan   
air  susu   yang  tidak memenuhi syarat, yang 
dipalsukan dan beredar tanpa izin. 
(3) Dalam   melaksanakan    pengawasan   kualitas    
susu,    pejabat mempunyai wewenang : 
a. sewaktu-waktu memasuki unit usaha sapi 
dan/atau  unit kambing perah, penampungan 
susu dan penjualan susu;  
b. sewaktu-waktu menghentikan  pengedar  
dan/atau   penjual  susu dan/ atau 
kendaraan pengangkut susu. 
    
Pasal 61 
(1) Contoh susu  yang akan  diuji kualitasnya  
diambil dari  tempat usaha  sapi  dan/atau  
kambing  perah,  pengumpul,  penampung  susu 
dan kendaraan pengangkut susu. 
(2) Jumlah contoh susu yang diambil sekurang-
kurangnya 500 ml. 
   
 
 
Pasal 62 
(1) Pemerintah  Daerah  sesuai  kewenangannya  
wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan 
sanitasi. 
(2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan: 
a. pengawasan, inspeksi dan audit terhadap  
tempat produksi, Rumah Potong Hewan, 
tempat pemerahan,  tempat penyimpanan, 
tempat pengolahan dan tempat  penjualan  
atau  penjajaan  serta  alat  dan  mesin  
produk hewan; 
b. surveilans terhadap residu obat hewan, 
cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; 
dan 
c. pembinaan  terhadap  orang yang terlibat  
secara  langsung  dengan aktivitas tersebut. 
(3) Kegiatan higiene dan  sanitasi  sebagaimana  
dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh dokter  
hewan  yang berwenang  di  bidang kesehatan 
masyarakat veteriner.  
  
Pasal 63 
Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman  
terhadap  kesehatan masyarakat    yang   ditimbulkan    
oleh   hewan    dan/atau    perubahan lingkungan 
sebagai dampak bencana  alam yang memerlukan 
kesiagaan dan   cara   penanggulangan  terhadap   
zoonosis,  masalah   higiene  dan sanitasi lingkungan. 
  
Pasal 64 
(1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan 
dilakukan tindakan yang berkaitan dengan 
penangkapan dan penanganan, penempatan, 
pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, 
pengangkutan, cara pemotongan dan 
pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman 
yang wajar terhadap hewan. 
(2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara manusiawi meliputi : 
a. penangkapan dan penanganan satwa dari 
habitatnya harus sesuai dengan peraturan 
perundangan di bidang konservasi; 
b. tempat dan perkandangan harus 
memungkinkan hewan dapat 
mengekspresikan perilaku alaminya; 
c. pemeliharaan dan perawatan hewan wajib 
dilakukan sedemikian rupa sehingga hewan 
bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, 
penganiayaan dan penyalahgunaan, rasa 
takut dan tertekan; 
d. pengangkutan hewan dilakukan dengan cara 
sedemikian rupa sehingga hewan bebas dari 
rasa takut dan tertekan serta bebas dari 
 
 
penganiayaan; 
e. penggunaan dan pemanfaatan hewan 
dilakukan sedemikian rupa sehingga hewan 
bebas dari penganiayaan dan 
penyalahgunaan; 
f. pemotongan dan pembunuhan hewan 
dilakukan secara manusiawi sehingga hewan 
bebas dari rasa sakit, rasa takut dan 
tertekan, penganiayaan, dan 
penyalahgunaan; dan 
g. perlakuan dan pengayoman yang wajar oleh 
manusia terhadap hewan diwujudkan dalam 
tindakan yang manusiawi dalam penyediaan 
tempat dan atau perkandangan, 
pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, 
cara pemotongan dan pembunuhan. 
(3) Ketentuan yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan kesejahteraan hewan 
diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang 
belakang dan sebagian hewan yang tidak 
bertulang belakang yang dapat merasa sakit. 
 
Bagian Ketiga 
Perizinan Bidang Pengusahaan Kesehatan Hewan dan 
Kesehatan Masyarakat Veteriner 
 
Pasal 65 
(1) Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perorangan 
atau badan usaha yang berhubungan dengan 
usaha kesehatan hewan dan kesehatan 
masyarakat veteriner wajib memiliki izin usaha  
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat 
veteriner atau Surat Tanda Daftar usaha  
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat 
veteriner. 
(2) Jenis usaha yang berhubungan dengan 
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat 
yang harus memiliki izin usaha  kesehatan 
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner: 
a. Dokter Hewan Praktek; 
b. Klinik Hewan; 
c. Toko Obat Hewan; 
d. Pet shop; 
e. Tempat  Penyimpanan Daging; 
f. Rumah Potong Unggas; 
g. Rumah Potong Hewan; 
h. Jagal Hewan; 
i. Kios Daging;  
j. Penampungan Susu;dan 
k. Poultry Shop 
Pasal 66 
(1) Surat izin jagal sebagaimana yang dimaksud 
pada pasal 65 wajib dimiliki oleh pelaku usaha 
pemotongan ternak dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Izin Jagal bagi pemotongan Sapi/kerbau/, 
 
 
berlaku bagi kapasitas pemotongan minimal 
5 (lima) ekor per hari; 
b.  Izin Jagal bagi pemotongan 
Kambing/Domba/, berlaku bagi kapasitas 
pemotongan minimal 50 (lima puluh) ekor per 
hari; dan 
c. Izin Jagal bagi pemotongan unggas, berlaku 
bagi kapasitas pemotongan minimal 500 (lima 
ratus) ekor per hari dan atau sudah 
mengunakan mesin pencabut bulu.  
(2) Pelaku Usaha Pemotongan Hewan dengan 
kapasitas kurang dari sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat 1, wajib memiliki Tanda 
Daftar Jagal Hewan. 
    
Pasal 67 
(1) Izin usaha  kesehatan hewan dan kesehatan 
masyarakat veteriner di keluarkan oleh SKPD 
dengan memuat identitas pemohon, jenis usaha 
dan lokasi usaha. 
(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 
berlaku selama pemegang izin masih melakukan 
kegiatan. 
(3) Izin usaha dicabut apabila : 
a. terbukti tidak memiliki penanggungjawab 
teknis; 
b. dalam jangka waktu satu Tahun setelah 
mendapatkan izin usaha  tidak melakukana 
kegiatan; 
c. memindahkan lokasi usaha tanpa persetujuan 
pemberi izin; 
d. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum 
dalam izin usaha; 
e. tidak memenuhi ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku; 
f. tidak melakukan pelaporan berturut-turut 
dalam waktu satu Tahun. 
(4) Biaya yang ditimbulkan akibat terbitnya izin atau 
Tanda daftar  Usaha dibebankan kepada 
pemohon. 
  
Pasal 68 
Pemegang Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha  
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat 
veteriner, berkewajiban : 
a. melaksanakan usaha selambat-lambatnya 3(tiga) 
bulan sejak dikeluarkan izin usaha atau Tanda 
Daftar Usaha dan atau tidak menghentikan 
kegiatan usaha selama1 (satu) Tahun berturut 
turut; 
b. membuat permohonan tertulis untuk 
mendapatkan izin atau tanda daftar baru apabila 
akan melakukan pemindahan lokasi usaha, 
perluasan usaha. 
c. memberikan laporan kegiatan secara berkala; 
d. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan 
 
 
penyakit hewan menular serta keselamatan kerja 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; dan 
e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
    
Pasal 69 
Tata cara memiliki Izin Usaha Kesehatan Hewan dan 
Kesehatan masyarakat veteriner serta Surat Tanda 
Daftar Usaha Kesehatan Hewan dan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner diatur dalam Keputusan Kepala 
SKPD. 
  
Bagian Keempat 
Pelayanan Kesehatan Hewan 
    
Pasal 70 
Pemerintah Daerah menyelenggaraan pelayanan 
kesehatan hewan  yang dilaksanakan oleh SKPD. 
Pasal 71 
(1) Pemerintah Daerah wajib mengadakan pusat 
kesehatan hewan di wilayah padat ternak.  
(2) Pemerintah Daerah mengadakan sarana 
prasarana pelayanan kesehatan hewan di Unit 
Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan 
Hewan.  
Pasal 72 
(1) 
 
 
 
Petugas pelayananan kesehatan hewan Unit 
Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan 
adalah Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan 
petugas yang diberi kewenangan melakukan 
pelayanan kesehatan hewan. 
(2) Petugas Paramedik Veteriner dan Petugas 
sebagaimana yang dimaksud  ayat (1) dibawah 
penyeliaan dokter hewan / medik Veteriner  Unit 
Pelayanan Teknis  Pusat Kesehatan Hewan. 
    
Pasal 73 
(1) Obyek pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan 
meliputi: 
a. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan 
Tipe C; 
b. Pemeriksaan; 
c. Pengobatan; dan 
d. Tindakan.                                                                                                                
(2) Pelayanan kesehatan hewan dapat dilakukan 
dengan cara kunjungan ke peternak. 
  
Pasal 74 
Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Tipe C 
sebagaimana yang dimaksud pada pasal 73 meliputi 
kewenangan pengujian contoh yang telah diatur dalam 
peraturan perundang undangan, seperti : 
a. Uji HA/HI test; 
b. Uji Telur Cacing; 
 
 
c. Rose Bengal Test; 
d. Uji Mikroskopis; dan 
e. Uji organoleptik. 
    
Pasal 75 
Biaya yang ditimbulkan atas penggunaan  jasa 
tindakan medis kesehatan hewan, pemakaian 
bahan/obat dan transportasi petugas ditanggung 
oleh pengguna jasa. 
  
Pasal 76 
(1) Pelayanan kesehatan Hewan sebagaimana yang 
dimaksud pada pasal 70 dapat dilakukan oleh 
swasta. 
(2) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) meliputi Dokter Hewan 
Praktek dan Klinik hewan. 
(3) Setiap orang yang berusaha dibidang pelayanan 
kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib memiliki izin  dari Bupati. 
  
Pasal 77 
(1) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala 
urusan kesehatan hewan berdasarkan 
kompetensi medik veteriner yang diperolehnya 
dalam pendidikan kedokteran hewan. 
(2) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana 
kesehatan hewan melaksanakan urusan 
kesehatan hewan kecuali yang tidak menjadi 
kompetensinya dan dilakukan dibawah 
penyeliaan dokter hewan yang berwenang. 
  
 
BAB VI 
PERIKANAN 
 
Bagian kesatu 
Wilayah Pengelolaan Perikanan 
 
Pasal 78 
Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan 
ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi  sungai, 
waduk dan genangan air lainnya yang dapat 
diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang 
potensial di Daerah. 
 
Pasal 79 
(1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah Kabupaten 
Karanganyar dilakukan untuk tercapainya 
manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta 
terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. 
(2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan 
penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan 
harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau 
kearifan lokal serta memperhatikan peran serta 
masyarakat. 
 
 
Pasal 80 
(1) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan 
kelestarian produksi sumber daya ikan, perlu 
memperhatikan : 
a. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan 
ikan;  
b. jenis, jumlah, ukuran ikan yang 
dibudidayakan; 
c. daerah dan waktu atau musim penangkapan 
ikan; 
d. persyaratan atau standar prosedur 
operasional penangkapan ikan; 
e. jenis,bahan dan ukuran alat penangkapan 
ikan 
f. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali;  
g. pencegahan pencemaran dan kerusakan 
sumber daya ikan serta lingkungannya; 
h. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya 
ikan serta lingkungannya. 
(2) Dalam rangka mempercepat pembangunan 
perikanan, pemerintah membentuk Dewan 
Pertimbangan Pembangunan Perikanan 
Kabupaten yang diketuai oleh Bupati, yang 
anggotanya terdiri atas SKPD terkait, asosiasi 
perikanan, dan perorangan yang mempunyai 
kepedulian terhadap pembangunan perikanan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan 
organisasi dan tata kerja Dewan Pertimbangan 
Pembangunan Perikanan Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 
    
Bagian Kedua 
Pelestarian Sumberdaya Ikan 
Pasal 81 
(1) Untuk kepentingan kelestarian produksi sumber 
daya ikan dan pemanfaatan lahan pembudidayan 
ikan, Bupati menetapkan suatu keadaan kritis 
yang dapat membahayakan sediaan ikan, spesies 
ikan, atau lahan pembudidayaan ikan dalam 
wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten 
Karanganyar. 
(2) SKPD terkait mengumumkan dan 
menyebarluaskan langkah-langkah keadaan 
kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Pasal 82 
(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan 
sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di 
wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten 
Karanganyar. 
(2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan 
yang dapat membahayakan sumber daya ikan, 
lingkungan Sumber daya ikan, dan/atau 
kesehatan manusia di wilayah pengelolaan 
perikanan Kabupaten Karanganyar. 
 
 
(3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan 
hasil rekayasa genetika yang dapat 
membahayakan sumber daya ikan, lingkungan 
sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia 
di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten 
Karanganyar. 
(4) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan 
dalam pembudidayaan ikan yang dapat 
membahayakan sumber daya ikan, lingkungan 
sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia 
di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten 
Karanganyar. 
 
Pasal 83 
(1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, 
dilakukan upaya pelestarian ekosistem dan jenis 
ikan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian 
ekosistem dan  jenis ikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diatur dengan Peraturan 
Perundangan yang sejenis yang berlaku secara 
Nasional. 
Pasal 84 
(1) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah 
yang berkaitan dengan sumber daya ikan. 
(2) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah 
yang berkaitan dengan sumber daya ikan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan 
dan pelestarian plasma nutfah sumber daya ikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Perundangan yang sejenis yang berlaku secara 
Nasional. 
Pasal 85 
Pemerintah Daerah mengatur dan mengembangkan 
penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan 
ikan dalam rangka pengembangan pembudidayaan 
ikan. 
    
Bagian Ketiga 
Pengembangan dan Pemberdayaan Perikanan 
    
Pasal 86 
Pemerintah Daerah mengatur, mendorong, dan/atau 
menyelenggarakan pengembangan perikanan untuk 
menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang 
dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan 
agar lebih efektif, efisien, berdaya saing tinggi, dan 
ramah lingkungan, serta menghargai kearifan 
tradisi/budaya lokal. 
 
Pasal 87 
(1) Pengembangan perikanan dapat dilaksanakan 
oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga 
swadaya masyarakat, dan/atau lembaga 
penelitian dan pengembangan milik pemerintah 
 
 
dan/atau swasta. 
(2) Perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya 
masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan 
pengembangan milik pemerintah dan/atau 
swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat melakukan kerja sama dengan: 
a. pelaksana penelitian dan pengembangan; 
b. pelaku usaha perikanan; 
c. asosiasi perikanan dan lembaga penelitian. 
(3) Pemerintah Daerah memberdayakan nelayan 
kecil dan pembudi daya ikan kecil melalui: 
a. fasilitasi skim kredit bagi nelayan kecil dan 
pembudidaya ikan kecil, baik untuk modal 
usaha maupun biaya operasional dengan 
cara yang mudah, bunga pinjaman yang 
rendah, dan sesuai dengan kemampuan 
nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil; 
b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan 
pembinaan bagi nelayan kecil serta pembudi 
daya-ikan kecil untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan di bidang 
penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, 
dan pemasaran ikan; dan 
c. penumbuhkembangan kelompok nelayan 
kecil, kelompok pembudi daya ikan kecil, dan 
koperasi perikanan. 
(4) Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-
ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat juga dilakukan oleh masyarakat. 
(5) Nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
wajib menaati ketentuan konservasi dan 
ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati. 
(6) Nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil harus 
ikut serta menjaga kelestarian lingkungan 
perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
Pasal 88 
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, 
pelatihan, dan pembinaan perikanan untuk 
meningkatkan pengembangan sumber daya manusia 
di bidang perikanan. 
 
Pasal 89 
Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan 
lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun di 
tingkat internasional, dalam menyelenggarakan 
pendidikan, pelatihan, dan pembinaan perikanan. 
  
Bagian Keempat 
Pengusahaan Perikanan 
    
Pasal 90 
Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis 
perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, 
 
 
pengolahan, dan pemasaran. 
  
Pasal 91 
(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikan di 
bidang penangkapan, pembudidayaan, 
pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan 
di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten 
Karanganyar wajib melaporkan kepada SKPD. 
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau 
pembudidaya ikan kecil. 
 
Pasal 92 
(1) Proses pengolahan ikan dan produk perikanan 
wajib memenuhi persyaratan kelayakan 
pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan 
keamanan hasil perikanan. 
(2) Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil 
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri atas subsistem; 
a. pengawasan dan pengendalian mutu; 
b. pengembangan dan penerapan persyaratan 
atau standar bahan baku, sanitasi, higiene 
dan teknik penanganan serta pengolahan. 
(3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan 
pengolahan ikan wajib memenuhi dan 
menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan 
ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil 
perikanan. 
 
Pasal 93 
Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, 
bahan tambahan makanan, bahan penolong, 
dan/atau alat yang membahayakan kesehatan 
manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan 
penanganan dan pengolahan ikan. 
  
Bagian Kelima 
Pembinaan dan Pengawasan 
    
Pasal 94 
(1) Pembinaan dan Pengawasan perikanan 
dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. 
(2) Petugas perikanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertugas untuk membina dan mengawasi 
tertib pelaksanaan Peraturan Perundang-
Undangan di bidang perikanan. 
    
 
BAB VII 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 
 
Pasal 95 
(1) Sumberdaya manusia peternakan, kesehatan 
hewan dan perikanan meliputi aparat 
pemerintah, seluruh pelaku usaha dan semua 
 
 
pihak yang terkait dengan bidang peternakan, 
kesehatan hewan dan perikanan. 
(2) Sumberdaya manusia peternakan, kesehatan 
hewan dan perikanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan 
dikembangkan kualitasnya agar lebih terampil, 
profesional, mandiri, berdedikasi dan berakhlaq 
mulia. 
(3) Pengembangan kualitas sumberdaya manusia 
peternakan, kesehatan hewan dan perikanan 
dilaksanakan dengan cara : 
a. pendidikan dan pelatihan; 
b. penyuluhan;  
c. pemberian buku pedoman atau buku 
panduan; dan/atau 
d. metode pengembangan lainnya dengan 
memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, 
budaya masyarakat serta sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 
(4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan 
dan dunia usaha memfasilitasi dan 
mengembangkan pendidikan dan pelatihan, serta 
penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan 
sumberdaya manusia yang kompeten di bidang 
peternakan, kesehatan hewan dan perikanan. 
(5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan 
penyuluhan peternakan, kesehatan hewan dan 
perikanan serta mendorong dan membina peran 
serta masyarakat untuk melaksanakan 
peternakan, kesehatan hewan dan perikanan 
yang baik. 
 
 
 
BAB VIII 
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
    
Pasal 96 
(1) Penelitian dan pengembangan peternakan, 
kesehatan hewan dan perikanan dapat dilakukan 
oleh pemerintah daerah, institusi pendidikan, 
lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha 
baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama. 
(2) Pemerintah Daerah mendorong adanya 
kerjasama yang baik antar penyelenggara 
penelitian dan pengembangan di bidang 
peternakan, kesehatan hewan dan perikanan. 
 
 
BAB IX 
PERAN SERTA MASYARAKAT 
 
Pasal 97 
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam 
penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan 
 
 
dan perikanan  
(2) Dalam hal pengendalian penyakit hewan 
menular, masyarakat wajib melakukan kegiatan 
sebagai berikut : 
a. pengamatan penyakit hewan menular; 
b. melaporkan kejadian penyakit hewan 
menular ke SKPD; 
c. pemberantasan, pencegahan serta 
pengendalian penyakit hewan menular. 
(3) Dalam rangka keamanan kesehatan masyarakat, 
pelaku usaha peternakan wajib menjaga higien 
dan sanitasi. 
(4) Semua kegiatan usaha peternakan masyarakat 
diwajibkan berperan serta dalam pengelolaan 
lingkungan. 
(5) 
 
 
 
(6) 
Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, 
masyarakat wajib melakukan upaya pelestarian 
ekosistem, jenis ikan serta plasma nutfah yang 
berkaitan dengan sumber daya ikan. 
Masyarakat dilarang mengganggu dan/atau 
menghalang-halangi usaha peternakan, 
kesehatan hewan dan perikanan yang telah 
memiliki izin yang sah dari Pemerintah Daerah. 
    
 
BAB X 
SANKSI ADMINISTRATIF 
    
Pasal 98 
(1) 
 
 
 
 
Setiap orang dan atau badan yang melanggar 
ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 41, Pasal 51, 
pasal 58, Pasal 59, Pasal 68, Pasal 82, Pasal 93, 
Pasal 97 peraturan daerah ini dikenai sanksi 
administrasi sebagai berikut:  
a. peringatan secara tertulis; 
b. penghentian sementara dari kegiatan, 
produksi, dan/atau peredaran; 
c. pencabutan izin; dan/atau 
d. pengenaan denda. 
(2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada 
huruf d dikenakan kepada setiap orang yang: 
a. menyembelih ternak ruminansia kecil betina 
produktif paling sedikit sebesar 
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling 
banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta 
rupiah); 
b. menyembelih ternak ruminansia besar betina 
produktif paling sedikit Rp.5.000.000,00 
(lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar 
Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta 
rupiah). 
(3) Peringatan tertulis dapat dikenakan sebanyak 3 
(tiga) kali secara berturut – turut masing masing 
untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. 
(4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan 
kewajibannya setelah berakhirnya peringatan 
 
 
tertulis ketiga, dikenakan sanksi penghentian 
sementara seluruh kegiatan untuk jangka waktu 
3 (tiga) bulan. 
(5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan 
kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu 
penghentian sementara seluruh kegiatan, 
dikenakan sanksi pencabutan. 
 
 
BAB XI 
KETENTUAN PENYIDIKAN 
 
Pasal 99 
(1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk 
melakukan penyidikan atas pelanggaran 
peraturan daerah. 
(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari 
seseorang mengenai adanya tindak pidana 
atas pelanggaran peraturan daerah; 
b. melakukan tindakan pertama dan 
pemeriksaan ditempat kejadian ; 
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa 
tanda pengenal diri tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda atau surat; 
e. mengambil sidik jari dan memotret 
seseorang; 
f. memanggil orang untuk didengar dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan 
dalam hubungannya dengan pemeriksaan 
perkara ; 
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah 
mendapat petunjuk dari penyidik bahwa 
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 
tersebut bukan merupakan tindak pidana 
dan selanjutnya melalui penyidik 
memberitahukan hal tersebut kepada 
penuntut umum, tersangka atau 
keluarganya.; 
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum 
yang dapat dipertanggung jawabkan.  
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam  Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana yang berlaku. 
    
 
 
 
 
 
 
BAB XII 
KETENTUAN PIDANA 
 
Pasal 100 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 98 
ayat(6)peraturan daerah ini dikenai sanksi 
pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 
50.000.000;- (lima puluh juta rupiah). 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) 
adalah pelanggaran. 
(3) Tindak pidana selain sebagaimana dimaksud 
ayat (1) dan ayat (2)  dapat dikenakan pidana 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan lain yang terkait. 
 
 
BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 
    
Pasal 101 
Izin yang ditetapkan sebelum peraturan daerah ini 
diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan ketentuan Tata Ruang. 
 
 
BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 
    
Pasal 102 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar. 
 
 Ditetapkan di Karanganyar 
 pada tanggal 27 November  2013 
  
 BUPATI KARANGANYAR, 
                              ttd 
  
 Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M. Hum. 
  
Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal  27 Desember  2013 
  
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KARANGANYAR 
 
                   ttd  
  
D 
rs. SAMSI ,M. Si 
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